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Pengantar Redaksi 
 

Segenap rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Jurnal Permukiman edisi 
pertama tahun 2019 telah terbit. Karya tulis yang tersaji membahas topik yang berkaitan dengan lingkup 
perumahan permukiman, baik tentang kualitas rumah, kepuasan bermukim, konsep pembangunan 
berkelanjutan, pemahaman mengenai bencana, dan sistem pencahayaan.   
 
“Aspek Kualitas Rumah Bersubsidi Pada Program Rumah Murah Berdasarkan Perspektif Penerima 
Manfaat, Studi Kasus : Perumahan Subsidi Mutiara Hati, Semarang” disusun oleh Bramantyo, Wido 
Prananing Tyas, dan Arvy Argyantoro karena dilatarbelakangi permasalahan kualitas rumah bersubsidi 
yang masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah 
layak huni dan terjangkau. Pengembangan suatu kawasan akan berdampak pada lingkungan. Rencana 
induk akan memberikan arahan pada rencana detil pengembangan kawasan, berikut segmen-segmen 
perencanaan pengembangan kawasan dalam jangka panjang dan pendek yang harus dilaksanakan. Aulia 
Fikriarini Muchlis, Dewi Larasati, dan Sugeng Triyadi S. menjabarkan dalam tulisan yang berjudul 
“Evaluasi Desain Rencana Induk Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Dalam Implementasi 
Konsep Pembangunan Berkelanjutan”. Liveable city dibangun karena pesatnya perkembangan urbanisasi 
serta dapat diwujudkan dengan mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Pembangunannya direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek fisik 
(kemudahan aksesibilitas, ketersediaan transportasi umum, ketidaksehatan lingkungan, 
ketidaktersediaan infrastruktur, dan masalah kepemilikan rumah) dan nonfisik (hubungan sosial dan 
keterikatan tempat, perilaku penduduk yang apatis dan pesimis). Tulisan tersebut dibahas oleh Amelia T. 
Widya, Rizal A. Lubis, Hanson E. Kusuma, dan Dibya Kusyala dalam judul “Faktor Kepuasan Bermukim 
Yang Mempengaruhi Liveability Di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan”. 
 
Kampung kota sebagai bagian dari Kota Yogyakarta memiliki resiko tinggi dalam konteks bencana. Hal ini 
disebabkan karena kampung ini tumbuh sebagai permukiman informal dan organik karena didalamya 
terdapat serangkaian simbol-simbol menggambarkan kemiskinan, kepadatan, kekumuhan, dan 
keterbatasan. Bahasan ini berjudul “Pemahaman Masyarakat Mengenai Bencana Di Lingkungan Kampung 
Kota Di Yogyakarta”, disusun oleh Imelda Irmawati Damanik, Bakti Setiawan, Muhammad Sani 
Roychansyah, dan Sunyoto Usman. 
 
Tulisan penutup mengenai “Optimisasi Perletakan Dan Penjadwalan Sistem Pencahayaan Untuk 
Meningkatkan Eksitansi Rata-rata Permukaan Dalam Ruang” yang disusun oleh Rizki A. Mangkuto, 
Albertus Wida Wiratama, Karima Fadla, dan FX. Nugroho Soelami menjelaskan tujuannya untuk 
mengoptimumkan perletakan luminer pada laboratorium pengujian beton dengan mengevaluasi eksitansi 
rata-rata permukaan dalam ruang dan metrik pencahayaan lain yang relevan.  
Selamat Membaca. 
 
 
 
 

Bandung, Mei 2019 
Redaksi 
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Case Study: the Mutiara Hati Subsidized Housing in Semarang City 
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Abstrak 
Dilatarbelakangi oleh permasalahan kualitas rumah subsidi yang masih menjadi salah satu hambatan utama 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau, maka 
kajian ini bertujuan untuk menilai aspek kualitas rumah subsidi pada program Rumah Murah berdasarkan 
perspektif MBR sebagai penerima manfaat program. Kajian ini menggunakan studi kasus pada Perumahan 
Mutiara Hati di Kota Semarang, dimana data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 60 responden, dan 
dianalisis dengan deskriptif-statistik dan pembobotan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa aspek kualitas rumah 
subsidi di lokasi studi kasus memperoleh bobot total 1.222 poin yang masuk kategori penilaian “cukup baik”, 
meski tingkat kepuasan yang didapatkan dari responden hanya 63,65%. Pembelajaran dari studi kasus yang 
dapat ditarik untuk merepresentasikan kondisi rumah subsidi secara umum pada program Rumah Murah di 
Indonesia, yaitu mengenai rendahnya kualitas rumah subsidi terkait dengan kondisi fisik bangunan rumah dan 
kondisi prasarana dasar yang disediakan oleh pengembang, dan masalah keterbatasan suplai rumah subsidi pada 
pasar perumahan formal akibat minimnya jumlah pengembang swasta yang tertarik untuk membangun rumah 
subsidi. 

Kata Kunci: Kualitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),  program rumah murah, rumah layak huni, 
rumah subsidi 

Abstract 
Considering the problem of subsidized house’ quality that becomes one of the main obstacles for the low-income 
people to obtain a decent quality and affordable house, therefore this study aimed to assess the quality aspect of 
the subsidized house on the Affordable House Program Based on program beneficiaries’ perspective. This study 
used a case study of the Mutiara Hati Housing in Semarang City where the data collected through questionnaires 
from 60 respondents, and analyzed using the descriptive-statistic and scoring. The result showed that the quality 
aspect of the subsidized house in the case study obtains a total score of 1.222 points which rated as “quite good”, 
although only reach the satisfaction level of 63.65% from the respondents. The lesson learned of the case study 
that can be used to represent the common condition of subsidized house on the Affordable House Program in 
Indonesia is includes the lack quality of subsidized house which related to the physical aspect of house and basic 
services condition that provided by the developers, and the limited supply of subsidized house on the formal 
housing market that caused by the few number of private developers that interested to build that kind of house. 

Keywords: Quality, low-income people, affordable housing program, decent house, subsidized house 
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PENDAHULUAN 

Rumah subsidi merupakan salah satu bentuk upaya 
pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak 
huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini 
merupakan amanat dari Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan bahwa 
rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang 
atau warga negara, dan Negara bertanggung jawab 
untuk memastikan setiap orang menghuni rumah 
yang layak dan terjangkau (UU RI Nomor 1 Tahun 
2011). Negara, dalam hal ini pemerintah bertugas 
untuk mengalokasikan biaya pembangunan 
perumahan dan memfasilitasi penyediaan 
perumahan dan permukiman bagi masyarakat, 
terutama MBR.  

Penyediaan rumah subsidi bagi MBR menjadi penting 
mengingat salah satu permasalahan utama bidang 
perumahan dan permukiman di Indonesia adalah 
keterbatasan penyediaan perumahan atau backlog 
(Kementerian PPN/Bappenas 2015), yang berkaitan 
erat dengan kalangan MBR. Berdasarkan data BPS, 
angka backlog perumahan sudah mencapai 13,6 juta 
unit rumah untuk tahun 2012 dan cenderung 
semakin meningkat tiap tahunnya (Wibowo et al. 
2013). Bila proyeksi pertumbuhan rumah tangga 
dalam Susenas yang sebesar 710 ribu rumah tangga 
per tahun diperhitungkan, maka jumlah kumulatif 
backlog perumahan di Indonesia mencapai lebih dari 
14,2 juta unit rumah pada tahun 2013 (Rosa 2013). 
Tingginya angka backlog perumahan 
mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan antara 
kebutuhan rumah (demand) dengan penyediaan 
rumah (supply). Sementara suplai rumah di pasar 
perumahan sangat bergantung pada pengembang 
swasta, yang cenderung tidak berminat untuk 
membangun rumah bagi MBR karena dianggap 
kurang menguntungkan (Tunas dan Peresthu 2010). 
Harga rumah MBR yang dibangun pengembang 
biasanya tidak terjangkau, di samping tidak memiliki 
akses terhadap transportasi umum, dan lokasinya 
jauh dari tempat kerja MBR (Winayanti dan Lang 
2004). Oleh karena itu, tanpa adanya rumah subsidi 
yang diinisiasi oleh pemerintah, jumlah stok rumah 
yang layak huni dan terjangkau bagi MBR di pasar 
perumahan akan sangat terbatas.  

Di sisi lain, kemampuan MBR dalam mengakses pasar 
perumahan juga masih sangat terbatas.  Berdasarkan 
laporan Bappenas (2015), hanya 20% rumah tangga 
di Indonesia yang mampu membeli rumah standar di 
pasar perumahan formal, 40% rumah tangga tidak 
dapat membeli rumah standar kecuali mendapatkan 
dukungan subsidi dari pemerintah, sementara 40% 
sisanya yang masuk kategori masyarakat miskin 

bahkan membutuhkan subsidi yang masif hanya 
untuk membeli rumah sederhana. Hal ini sesuai 
dengan yang dinyatakan oleh Sabaruddin (2011), 
bahwa permasalahan keterbatasan penyediaan 
rumah sangat erat kaitannya dengan kalangan MBR, 
karena harga rumah di pasar yang semakin tinggi 
sementara daya beli MBR masih terbatas. Sehingga 
keberadaan rumah subsidi menjadi penting untuk 
memfasilitasi MBR untuk dapat mengakses rumah 
yang terjangkau  di pasar perumahan. 

Rumah subsidi yang ditujukan bagi MBR tidak 
dibangun secara langsung oleh pemerintah, 
melainkan dengan melibatkan kalangan pengembang 
perumahan swasta. Fasilitasi dari pemerintah 
dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan 
perumahan, seperti melalui program Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam 
kurun waktu tahun 2010-2014, pemerintah melalui 
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah 
menyalurkan dana program FLPP sebesar Rp. 16,5 
triliun dan merealisasikan pembangunan rumah 
layak huni bagi MBR sebanyak 361.113 unit di 
seluruh Indonesia. Selama periode tersebut, provinsi 
yang mendapatkan fasilitasi dana FLPP paling besar 
adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah rumah 
sebesar 141.820 unit. Sementara Provinsi Jawa 
Tengah berada di peringkat kelima dengan jumlah 
rumah sebesar 20.694 unit (“Materi Paparan Dirjen 
Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-PR” 2015) 

Setelah terjadi pergantian kabinet dan perubahan 
struktur organisasi pemerintah pada akhir tahun 
2014, program FLPP lalu dilaksanakan oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU-PR), dan menjadi salah satu bagian dari 
“Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah” 
pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh 
Pemerintahan Presiden Jokowi. Selama periode 
2015-2016, program FLPP telah memfasilitasi 
penyediaan rumah subsidi bagi MBR sebanyak 
134.958 rumah, dengan penyaluran anggaran 
mencapai Rp.11,7 triliun (PPDPP 2017). Rumah 
subsidi yang difasilitasi pembiayaannya oleh 
program FLPP tersebut dikenal secara luas sebagai 
program Rumah Murah.  

Dalam pelaksanaan program Rumah Murah, masih 
ditemukan masalah terkait kualitas rumah subsidi 
beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) 
pendukungnya. Berdasarkan evaluasi program yang 
dilakukan oleh Kementerian PU-PR ditemukan 
sebanyak 36,42% unit rumah subsidi (dari total 
sampel 14.393 unit ) yang belum dihuni, dimana 
penyebabnya banyak berkaitan dengan kondisi fisik 
bangunan rumah yang belum layak huni/ 
membutuhkan renovasi dan Prasarana Umum (PSU) 
perumahan yang belum siap sehingga MBR belum 
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dapat menghuni rumah tersebut (Dit. EBPP 2017). 
Menurut Yap (2016), perumahan MBR setidaknya 
harus memiliki suplai air bersih dan sanitasi 
memadai, serta akses transportasi yang terjangkau. 
Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan 
kualitas bangunan rumah subsidi serta PSU 
perumahan yang belum layak huni atau tidak sesuai 
standar teknis berpengaruh terhadap efektivitas 
program Rumah Murah, khususnya dalam hal 
pemanfaatan/ penghunian rumah subsidi oleh MBR 
yang membeli rumah tersebut. 

Dengan mempertimbangkan bahwa aspek kualitas 
rumah subsidi masih menjadi salah satu masalah 
utama dalam Program Rumah Murah, maka perlu 
dikaji bagaimana kualitas rumah subsidi yang dijual 
oleh para pengembang di pasar perumahan. Lalu 
mengingat MBR adalah penerima manfaat dari 
program tersebut dan merupakan pihak yang paling 
terdampak oleh rendahnya kualitas rumah subsidi, 
maka kajian ini dilakukan berdasarkan penilaian dari 
MBR yang membeli rumah subsidi. Rumusan masalah 
yang diangkat dalam kajian ini adalah “bagaimana 
kualitas rumah subsidi pada menurut penilaian 
penerima manfaat (MBR)?”. Kajian ini bertujuan 
untuk menilai kualitas rumah subsidi yang diterima 
oleh MBR pada program Rumah Murah bila ditinjau 
berdasarkan perspektif MBR sebagai penerima 
manfaat program. Diharapkan hasil kajian ini dapat 
menjadi masukan terhadap perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan bagi 
MBR di Indonesia dalam hal penyediaan rumah 
subsidi yang lebih berkualitas/layak huni dan 
terjangkau bagi MBR di masa mendatang. 

METODE 

Untuk mencapai tujuan kajian ini, strategi penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus pada lokasi 
perumahan subsidi. Dengan pertimbangan bahwa 
program Rumah Murah adalah program pemerintah 
pusat yang diimplementasikan dengan regulasi dan 
kebijakan yang bersifat nasional, sementara di sisi 
lain terdapat keterbatasan penelitian, maka kajian ini 
hanya menggunakan satu lokasi studi kasus, yaitu 
Perumahan Subsidi Mutiara Hati di Kota Semarang. 
Kota Semarang dipilih dengan pertimbangan bahwa 
kota ini merupakan ibukota dan kota terbesar di 
Provinsi Jawa Tengah, dimana provinsi tersebut 
masuk lima besar capaian realisasi program FLPP. 
Selain itu, kota Semarang juga merupakan salah satu 
kota besar di Indonesia. Sementara Perumahan 
Mutiara Hati dipilih sebagai studi kasus karena 
merupakan perumahan subsidi terbesar dalam hal 
jumlah rumah di Kota Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini 
adalah metode deskriptif-kuantitatif. Melalui metode 
kuantitatif, kajian ini berupaya untuk mengukur 
aspek kualitas rumah subsidi dengan menggunakan 
data terukur berdasarkan penilaian dari penerima 
manfaat rumah tersebut (MBR). Sementara metode 
deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil analisis 
dari data terukur yang dikumpulkan pada lokasi studi 
kasus. Adapun pengumpulan data dalam kajian ini 
dilakukan melalui kuesioner sebagai metode utama, 
yang ditunjang oleh observasi di lapangan.  

Jumlah populasi pada studi kasus Perumahan Mutiara 
Hati ini, yaitu penerima manfaat program Rumah 
Murah yang mendapat fasilitasi bantuan pembiayaan 
perumahan selama tahun 2015-2017, sebesar 150 
rumah. Pemilihan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode cluster sampling, berdasarkan 
komposisi jumlah rumah per blok rumah, dimana 
pada masing-masing blok sampel dipilih secara acak. 
Untuk menentukan jumlah sampel pada kajian ini, 
digunakan rumus Slovin dikutip dari (Masud et al. 
2017), sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 
60 rumah/ responden, dengan rincian perhitungan 
sebagai berikut. 

𝒏 =
𝑵

𝑵. 𝒅𝟐 + 𝟏
 =

𝟏𝟓𝟎

𝟏𝟓𝟎. (𝟎, 𝟏)𝟐 + 𝟏
= 𝟔𝟎, 𝟎𝟎 

Dengan : n  =    ukuran sampel 
N =   ukuran populasi (150 rumah) 
D =   derajat kecermatan (10%, dengan  
  mempertimbangkan kondisi populasi 
  yang homogen, yaitu seluruhnya MBR)  

Dalam kajian ini, data yang dikumpulkan dari 
kuesioner dianalisis dengan 2 metode, yaitu analisis 
deskriptif statistik dan pembobotan. Metode analisis 
deskriptif statistik dilakukan terhadap 8 parameter 
(lihat Tabel 2) yang terkait aspek kualitas rumah 
subsidi. Sementara metode pembobotan dilakukan 
pada seluruh parameter, dengan asumsi setiap 
parameter memiliki bobot yang sama, dengan 
rentang skala 1-4 dimana nilai maksimal 4 poin dan 
nilai minimal 1 poin. Pembobotan didasarkan pada 
penilaian dari responden terhadap masing-masing 
parameter tersebut. Secara rinci, metode 
pembobotan yang dilakukan adalah dapat dilihat 
pada tabel 1. Untuk menilai hasil pembobotan, 
dengan asumsi bahwa nilai bobot maksimum adalah 
4 poin x 8 parameter x 60 responden = 1.920 poin, 
dan nilai bobot minimum adalah 1 poin x 8 parameter 
x 60 responden = 480 poin, lalu intervalnya adalah 
(1920–480)/4 = 360, maka hasil penilaiannya adalah 
sebagai berikut: 

• Bobot 1.561-1.920 poin : Baik 
• Bobot 1.201-1.560 poin : Cukup Baik 
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• Bobot     841-1.200 poin : Kurang Baik 
• Bobot     480- 840  poin : Buruk 

Tabel 1 Pembobotan Parameter  

Parameter Pembobotan 
1 Poin 2 Poin 3 Poin 4 Poin 

1. Ukuran 
Rumah 

Kecil 
Cukup 
Kecil 

Cukup 
Besar 

Besar 

2. Kondisi 
Rumah 

Buruk 
Cukup 
Buruk 

Cukup 
Baik 

Baik 

3. Kondisi 
Lingkungan 

Buruk 
Cukup 
Buruk 

Cukup 
Baik 

Baik 

4. Lokasi 
Rumah 

Tidak 
Strategis 

Kurang 
Strategis 

Cukup 
Strategis 

Strategis 

5. Jarak ke 
Tempat Kerja 

Jauh 
Cukup 
Jauh 

Cukup 
Dekat 

Dekat 

6. Ketersediaan 
Transportasi 
Umum 

Tidak 
tersedia 

Kurang 
Tersedia  

Cukup 
Tersedia  

Tersedia 

7. Ketersediaan 
Fasilitas 
Umum 

Tidak 
tersedia 

Kurang 
Tersedia  

Cukup 
Tersedia  

Tersedia 

8. Kondisi 
Prasarana 
Dasar 

Buruk 
Cukup 
Buruk 

Cukup 
Baik 

Baik 

Sumber: Hasil Analisis – 2017 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Studi Kasus 
Perumahan Mutiara Hati terletak di Kelurahan 
Karangroto, Kecamatan Genuk, yang berada di sisi 
timur Kota Semarang (lihat Gambar 1). Lokasi 
perumahan ini berada di pinggiran dari Kota 
Semarang, dimana perkembangan fisik kawasan di 
sekitarnya belum terlalu pesat. Jarak perumahan 
tersebut dengan pusat Kota Semarang sekitar 12,5 
Km. Namun secara umum, akses jalan menuju ke 
perumahan tersebut sudah cukup memadai, 
meskipun lebar jalannya tidak terlalu besar. Lokasi 
perumahan tersebut juga cukup dekat dengan pasar 
ataupun area komersial lainnya.  

Berdasarkan siteplan dari pengembang PT. Alima 
Karunia Utama (2016) total rumah direncanakan 
sebanyak 268 unit. Pembangunan dan penjualan 
rumah subsidi telah dilakukan sejak tahun 2013, dan 
hingga akhir tahun 2017 jumlah rumah subsidi yang 
telah terbangun dan terjual adalah sebanyak 240 unit. 
Secara rinci, 90 unit rumah dijual antara tahun 2013-
2014 yang difasilitasi oleh program FLPP lama 
(dilaksanakan oleh Kemenpera), sementara 150 unit 
rumah dijual antara tahun 2015-2017 yang 
difasilitasi oleh program FLPP baru (dilaksanakan 
oleh Kementerian PU-PR). 

 

Gambar 1 Lokasi Perumahan Mutiara Hati di Kota 
Semarang 

Sumber: Diolah dari http://petalengkap.blogspot.co.id 
(diakses tanggal 15 September 2016) 

Jenis rumah yang dijual di perumahan ini adalah 
rumah tapak dengan tipe bangunan yang bervariasi, 
yaitu antara 27, 30, dan 36 m2, meski untuk luas tanah 
per kapling semuanya sama yaitu sebesar 60 m2. 
Namun secara umum, tipe rumah yang dijual semakin 
kini semakin mengecil. Mulai tahun 2016 hingga 
2017, pengembang hanya menjual rumah subsidi tipe 
27/60, yang hanya memiliki 1 (satu) kamar tidur 
serta ruang tamu dan kamar mandi (lihat Gambar 2). 
Harga rumah subsidi ini sesuai dengan batasan harga 
yang diatur pemerintah khususnya untuk wilayah 
Jawa Tengah, dimana pada tahun 2015, harganya 
adalah sebesar Rp. 110 juta, tahun 2016 naik menjadi 
Rp. 116,5 juta, lalu tahun 2017 naik menjadi Rp 123 
juta (Kepmen PU-PR No. 552/KPTS/M/2016). 
Seluruh pembeli perumahan tersebut adalah MBR 
yang mendapatkan fasilitas KPR bersubsidi. 

  

Gambar 2 Denah dan Tampak Depan Rumah Subsidi 
di Perumahan Mutiara Hati 

Sumber: – Denah : PT. Alima Karunia Utama – 2016 
– Tampak Depan : Survei Lapangan –2016 
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Aspek Kualitas pada Rumah Subsidi di lokasi 
Studi Kasus 
Aspek kualitas pada rumah subsidi yang dikaji terdiri 
dari 8 (delapan) parameter yang diperoleh dari 
kuesioner berdasarkan penilaian responden sebagai 
representasi penerima manfaat program pada lokasi 
studi. Hasil rekapitulasi data kuesioner dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Pada parameter ukuran rumah, respon yang paling 
dominan dari 36 responden (60%) menyatakan 
bahwa ukuran rumah mereka cukup besar. Hal ini 
mengindikasikan bahwa mayoritas MBR yang 
membeli rumah subsidi di lokasi studi kasus cukup 
puas dengan ukuran rumah mereka. Lebih lanjut, dari 
kuesioner diketahui bahwa kebanyakan rumah 
subsidi (76,67% sampel) dihuni oleh 3-4 orang. Bila 
dibandingkan dengan ukuran rumah yang paling 
banyak bertipe 27m2, maka dapat dikatakan bahwa 
ukuran rumah subsidi sebesar 27 m2 dapat dinilai 
cukup memadai bagi MBR, khususnya untuk keluarga 
muda dengan anggota hingga 4 orang. 

Pada parameter kondisi rumah, respon yang paling 
dominan dari 33 responden (55%) menyatakan 
bahwa kondisi rumah yang dibangun oleh 
pengembang cukup baik. Namun 20 responden 
(33,33%) menyatakan kondisi rumah mereka cukup 
buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas 
MBR cukup puas dengan kualitas bangunan rumah 
subsidi yang disediakan oleh pengembang, meski 
terdapat pula MBR yang kurang puas. Berdasarkan 
observasi di lapangan, dapat dilihat bahwa kualitas 

bangunan dari sebagian rumah subsidi, terutama 
yang telah berumur lebih dari 1 tahun dan belum 
direnovasi, relatif kurang baik. Kondisinya antara lain 
retakan pada dinding, bentuk bangunan yang 
kurang/tidak simetris, kusen pintu/jendela yang 
tidak bisa ditutup dengan sempurna, cat yang 
memudar, hingga pekerjaan finishing yang tidak rapi 
(lihat contohnya pada Gambar 3). Selain kualitas 
bangunan, lebih dari 60%  responden menyatakan 
ketidakpuasan terhadap ketiadaan dapur pada rumah 
subsidi yang dibangun oleh pengembang. Situasi 
tersebut menyebabkan kondisi rumah subsidi yang 
kurang layak huni, yang membutuhkan upaya 
renovasi dari MBR pemilik rumah untuk 
meningkatkan kualitas rumahnya, seperti harus 
membangun tambahan ruangan untuk dapur di 
bagian belakang rumah. 

 

Gambar 3 Contoh Rumah Subsidi dengan Kualitas 
Bangunan yang Rendah 

Tabel 2 Respon Terhadap 8 Parameter Penelitian 

No Parameter Respon dari Responden Penelitian Total 

1 Ukuran Rumah 
Kecil Cukup Kecil Cukup Besar Besar 

60 100.00% 
6 10.00% 17 28.33% 36 60.00% 1 1.67% 

2 Kondisi Rumah 
Buruk Cukup Buruk Cukup Baik Baik 

60 100.00% 
4 6.67% 20 33.33% 33 55.00% 3 5.00% 

3 
Kondisi 
Lingkungan 

Buruk Cukup Buruk Cukup Baik Baik 
 60 100.00% 

0 0.00% 5 8.33% 18 30.00% 37 61.67% 

4 Lokasi Rumah 
Tidak Strategis Kurang Strategis Cukup Strategis Strategis 

 60 100.00% 
9 15.00% 20 33.33% 18 30.00% 13 21.67% 

5 
Jarak ke Tempat 
Kerja 

Jauh Cukup Jauh Cukup Dekat Dekat 
 60 100.00% 

18 30.00% 4 6.67% 16 26.67% 22 36.67% 

6 
Ketersediaan 
Transportasi 
Umum 

Tidak Tersedia Kurang Tersedia Cukup Tersedia Tersedia 
 60 100.00% 

35 58.33% 18 30.00% 7 11.67% 0 0.00% 

7 
Ketersediaan 
Fasilitas Umum 

Tidak Tersedia Kurang Tersedia Cukup Tersedia Tersedia 
60 100.00% 

5 8.33% 19 31.67% 24 40.00% 12 20.00% 

8 
Kondisi Prasarana 
Dasar 

Buruk Cukup Buruk Cukup Baik Baik 
 60 100.00% 

5 8.33% 42 70.00% 10 16.67% 3 5.00% 
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Pada parameter kondisi lingkungan, respon yang 
paling dominan dari 37 responden (61,67%) 
menyatakan bahwa kondisi lingkungan perumahan 
mereka baik, sementara 18 responden (30%) juga 
menyatakan bahwa kondisi lingkungannya cukup 
baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 
MBR yang membeli rumah subsidi di sana relatif puas 
dengan kondisi lingkungan perumahan mereka. 
Kondisi lingkungan yang menurut para responden 
nyaman/kondusif tersebut banyak dipengaruhi oleh 
latar belakang sosial-ekonomi penghuni perumahan 
yang homogen (seluruhnya MBR). Kondisi tersebut 
terbukti sangat berguna untuk menyelesaikan 
persoalan komunitas, seperti contohnya warga 
mengadakan ronda setiap malam untuk menjaga 
keamanan, atau warga mengelola pembuangan 
sampah di lingkungan tersebut secara komunal tanpa 
difasilitasi oleh pengembang. 

Pada parameter lokasi rumah, dapat dilihat bahwa 
opini dari responden terbagi dimana 20 responden 
(33,33%) menyatakan bahwa lokasi rumah subsidi 
mereka kurang strategis, sebaliknya 18 responden 
(30%) menyatakan lokasinya cukup strategis. Meski 
begitu, secara total jumlah responden yang menilai 
positif terhadap lokasi rumah (51,67%) sedikit lebih 
tinggi dibandingkan yang menilai negatif (48,33%), 
walaupun perbedaannya sangat tipis. Hal ini 
mengindikasikan bahwa walaupun cukup banyak 
MBR yang cukup puas dengan lokasi rumah yang 
mereka beli, namun cukup banyak pula MBR yang 
kurang puas dengan lokasi rumah subsidi pada studi 
kasus. Meski lokasinya dianggap kurang strategis 
karena jauh dari pusat kota dan kawasan sekitarnya 
belum terlalu berkembang, namun perumahan ini 
memiliki kelebihan karena secara lokasi masuk dalam 
wilayah administrasi Kota Semarang, bukan di 
wilayah kabupaten sekitarnya.  Terlebih, pilihan 
lokasi perumahan subsidi di Kota Semarang masih 
sangat sedikit, sehingga MBR tidak memiliki banyak 
pilihan lokasi. 

Pada parameter jarak ke tempat kerja, opini dari 
responden juga relatif terbagi dimana 22 responden 
(36,67%) menyatakan bahwa jarak yang harus 
mereka tempuh ke tempat kerja setiap harinya relatif 
dekat, sebaliknya 18 responden (30%) menyatakan 
bahwa jarak ke tempat kerjanya relatif jauh. Meski 
begitu, secara total jumlah responden yang menilai 
positif terkait jarak rumah ke tempat kerja lebih 
tinggi (63,33%) dibanding yang menilai negatif 
(36,67%). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas 
MBR yang membeli rumah subsidi di lokasi studi 
kasus relatif nyaman dengan jarak yang harus 
ditempuh ke tempat kerja mereka setiap harinya. 
Adapun jarak antara rumah dengan tempat kerja 
yang harus ditempuh oleh responden (atau kepala 

keluarga dari responden) secara umum berkisar 
antara 0-10 km (68,33% dari sampel). 

Pada parameter ketersediaan transportasi umum, 
respon yang paling dominan dari 35 responden 
(58,33%) menyatakan bahwa transportasi umum 
tidak tersedia di sekitar rumah subsidi yang mereka 
beli. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas MBR 
yang membeli rumah subsidi pada lokasi studi kasus 
tidak puas dengan ketersediaan transportasi umum 
di sekitar tempat tinggal mereka. Penilaian negatif ini 
muncul karena sulitnya MBR mengakses angkot dari 
lokasi perumahan, dimana frekuensinya sedikit dan 
lokasi pemberhentiannya cukup jauh (sekitar 1 km 
atau 12 menit berjalan). Namun secara umum, MBR 
yang tinggal di lokasi studi kasus tidak terlalu 
bergantung pada kendaraan umum untuk kegiatan 
sehari-hari, yang tercermin dari data kuesioner 
dimana seluruh responden memiliki motor di rumah 
mereka. 

Pada parameter ketersediaan fasilitas umum, dapat 
dilihat bahwa opini dari responden terbagi dimana 24 
responden (40%) menyatakan bahwa fasilitas umum 
cukup tersedia di sekitar rumah mereka, sebaliknya 
19 responden (31,67%) menyatakan bahwa fasilitas 
umum kurang tersedia. Meski begitu, secara total 
jumlah responden yang menilai positif terhadap 
ketersediaan fasilitas umum cenderung lebih besar 
(60%) dibanding yang menilai negatif (40%). Hal ini 
mengindikasikan bahwa mayoritas MBR yang 
membeli rumah subsidi di lokasi studi kasus cukup 
puas dengan ketersediaan fasilitas umum di sekitar 
sana. Meski lokasi perumahan tersebut kurang 
strategis, namun mengingat lokasinya berada di 
dalam wilayah Kota Semarang maka secara umum 
ketersediaan fasilitas umum seperti rumah sakit, 
puskesmas, atau sekolah pada wilayah dimana lokasi 
perumahan berada (Kecamatan Genuk) cukup 
memadai. 

Terakhir pada parameter kondisi prasarana dasar, 
respon yang paling dominan dari 42 responden 
(70%) menyatakan bahwa kondisi prasarana dasar di 
perumahan mereka cukup buruk. Hal ini 
mengindikasikan bahwa mayoritas MBR yang 
membeli rumah subsidi pada lokasi studi kasus tidak 
puas dengan kondisi prasarana dasar yang 
disediakan oleh pengembang di dalam perumahan. 
Berdasarkan observasi di lapangan, sebetulnya 
prasarana dasar sudah tersedia namun kondisinya 
masih di bawah standar, terutama kondisi jalan 
lingkungan yang relatif buruk kualitasnya. Jalan 
tersebut masih berupa jalan tanah yang belum 
diaspal atau di-paving, dengan permukaan yang tidak 
rata, dan tergenang air saat hujan (lihat contohnya 
pada Gambar 4). Sedangkan drainase memiliki 
kualitas yang kurang baik, dimana elevasi tidak 
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direncanakan dengan cermat sehingga air tidak dapat 
mengalir secara layak, dan air buangan drainase 
tersebut hanya dialirkan ke area pertanian yang ada 
di sekitar perumahan. Sementara terkait air bersih, 
secara umum pasokan air yang disediakan oleh 
pengembang melalui sumur pompa terpusat yang 
dialirkan ke setiap rumah sudah cukup memadai, 
namun pada saat jam sibuk seperti di pagi atau sore 
hari, debit airnya tidak mencukupi kebutuhan warga.  

  

Gambar 4 Contoh Kondisi Prasarana Dasar yang 
Kurang Baik 

 

Penilaian Kualitas Rumah Subsidi pada Studi 
Kasus 
Analisis pembobotan dilakukan terhadap seluruh 
parameter untuk menilai kualitas rumah subsidi pada 
studi kasus. Berdasarkan hasil pembobotan, terukur 
bahwa aspek kualitas rumah subsidi di lokasi studi 
kasus memperoleh bobot total 1.222 poin, yang dapat 
dinilai sebagai “Cukup Baik”. Bila dilihat lebih rinci 
per parameter dengan metode penilaian pembobotan 
yang sama (dimana bobot tertinggi : 4 poin x 60 
responden = 240 poin, bobot terendah : 1 poin x 60 
responden = 60 poin, lalu intervalnya adalah (240–
60)/4 = 45 poin), maka sebanyak 5 dari 8 parameter 
mendapatkan penilaian “Cukup Baik”. Hanya 1 
parameter yaitu kondisi lingkungan yang 
mendapatkan penilaian “Baik”. Sedangkan 1 
parameter terkait prasarana dasar mendapatkan 
penilaian “Kurang Baik”, dan 1 parameter terkait 
transportasi umum mendapatkan penilaian “Buruk” 
(lihat Gambar 5).  

Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kualitas rumah 
subsidi pada studi kasus secara umum dapat 
dikatakan telah cukup baik dalam menyediakan 
rumah yang layak huni bagi MBR yang membeli 
rumah tersebut. Namun juga perlu dilihat bahwa 
bobot yang diperoleh pada 5 parameter relatif rendah 
meski mendapatkan nilai “Cukup Baik”. Di sisi lain, 
dapat dikatakan rumah subsidi pada lokasi studi 
masih kurang layak huni terkait kurang memadainya 
kondisi prasarana dasar yang disediakan oleh 
pengembang di area perumahan, serta tidak 

tersedianya transportasi umum yang memadai di 
sekitar lokasi perumahan tersebut.  
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Gambar 5 Hasil Pembobotan Terkait Aspek Kualitas 
Rumah Subsidi pada Studi Kasus 

Sumber: Analisis – 2018 

Pembelajaran dari Studi Kasus 
Berdasarkan analisis terhadap aspek kualitas rumah 
subsidi pada lokasi studi kasus, terdapat beberapa 
pembelajaran (lesson learned) yang dapat ditarik 
untuk menggambarkan kondisi rumah subsidi secara 
umum pada program Rumah Murah di Indonesia. 
Generalisasi ini didasari pertimbangan bahwa rumah 
subsidi pada studi kasus ini merupakan bagian dari 
program Rumah Murah yang dijalankan oleh 
Pemerintah Pusat, dimana kebijakan dan peraturan 
yang diterapkan seragam, dan beberapa masalah 
yang ditemukan pada lokasi studi kasus memiliki 
beberapa kemiripan dengan permasalahan umum 
rumah subsidi di Indonesia. Oleh karena itu, 
pembelajaran yang didapat dari lokasi studi ini dapat 
dijadikan masukan terhadap program Rumah Murah, 
khususnya dari aspek kualitas rumah subsidi 
berdasarkan perspektif pembiayaan perumahan. 

Setidaknya terdapat 2 lesson learned dari studi kasus 
di perumahan subsidi Mutiara Hati di Kota Semarang 
ini. Pertama, rendahnya kualitas rumah rumah 
subsidi terkait erat dengan kondisi fisik bangunan 
rumah dan kondisi prasarana dasar yang disediakan 
oleh pengembang. Pada studi kasus, permasalahan ini 
banyak dikeluhkan oleh responden MBR yang 
membeli rumah subsidi di perumahan tersebut. Bila 
mengacu pada hasil evaluasi program yang dilakukan 
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oleh (Dit. EBPP 2017), khususnya terkait banyaknya 
rumah subsidi yang belum dihuni akibat kondisi fisik 
bangunan rumah yang belum layak huni atau 
membutuhkan renovasi dan PSU perumahan yang 
belum siap, tampaknya situasi terkait rendahnya 
kualitas rumah subsidi yang terjadi di lokasi studi 
kasus merupakan situasi yang banyak terjadi pada 
implementasi program Rumah Murah di Indonesia. 
Terindikasi bahwa salah satu cara untuk membuat 
rumah subsidi lebih ekonomis adalah dengan 
menurunkan standar kualitas bangunan tersebut 
(Buckley, Kallergis, dan Wainer 2016). 

Situasi yang terjadi pada lokasi studi kasus 
mengindikasikan bahwa pasar perumahan formal di 
Indonesia yang dijalankan oleh pengembang swasta 
masih kesulitan untuk menyediakan rumah subsidi 
yang layak huni bagi MBR. Salah satu alasan yang 
paling sering dilontarkan oleh pengembang adalah 
terkait harga lahan yang tinggi, khususnya di area 
perkotaan seperti di Kota Semarang. Alasan umum 
lainnya dari pengembang adalah bahwa harga rumah 
subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu 
rendah, terutama bila dibandingkan dengan harga 
rumah reguler di pasar perumahan. Di sisi lain, para 
penerima manfaat program (seperti MBR yang 
membeli rumah subsidi di lokasi studi kasus) 
beralasan bahwa pengembang cenderung mencari 
keuntungan lebih dengan mengurangi biaya 
konstruksi rumah subsidi. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara 
pengembang selaku produsen, dengan MBR selaku 
konsumen rumah subsidi, dalam memandang 
permasalahan kualitas rumah subsidi. Oleh karena 
itu, peran dari pemerintah sebagai regulator menjadi 
sangat penting untuk dapat mengeluarkan kebijakan 
pembiayaan perumahan yang adil dan dapat 
mengakomodasi kepentingan dari semua pihak. 

Kedua, kondisi pada studi kasus dimana kualitas 
rumah subsidi rendah tetapi tetap laris terjual 
memperlihatkan adanya masalah keterbatasan suplai 
rumah subsidi pada pasar perumahan formal di 
wilayah perkotaan seperti Kota Semarang. 
Terbatasnya ketersediaan rumah murah di pasaran 
menyebabkan MBR tidak memiliki banyak opsi untuk 
memilih rumah subsidi yang sesuai dengan 
preferensi mereka, baik terkait dengan ukuran 
rumah, kondisi rumah, ataupun lokasi rumah. 
Sehingga seperti pada studi kasus, para MBR tersebut 
tetap membeli rumah di perumahan Mutiara Hati 
walaupun kualitas bangunan rumah di sana tidak 
terlalu baik, kondisi prasarana dasar tidak memadai, 
dan lokasinya tidak strategis karena jauh dari pusat 
kota. 

Situasi yang terjadi pada lokasi studi kasus 
mengindikasikan bahwa suplai rumah subsidi di 

Indonesia masih terbatas karena jumlah pengembang 
swasta yang tertarik untuk membangun rumah 
subsidi juga masih terbatas. Hal ini sesuai dengan 
yang dinyatakan oleh (Tunas dan Peresthu 2010) 
bahwa para pengembang swasta kurang berminat 
untuk membangun rumah subsidi bagi MBR karena 
dianggap kurang menguntungkan bagi mereka. 
Padahal, kebutuhan atau permintaan akan rumah 
subsidi sangat tinggi, mengingat proporsi MBR dalam 
populasi penduduk di Indonesia sangat besar. Oleh 
karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk lebih 
menarik minat pihak pengembang swasta untuk 
berpartipasi dalam program Rumah Murah. Dengan 
semakin banyaknya pengembang swasta yang 
membangun rumah subsidi, maka pasar perumahan 
subsidi akan lebih kompetitif, dimana antar 
pengembang akan saling bersaing untuk 
menghasilkan produk rumah subsidi yang lebih 
berkualitas (layak huni) agar tetap laku dibeli oleh 
MBR.   

KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa 
aspek kualitas rumah subsidi di Perumahan Subsidi 
Mutiara Hati di Kota Semarang memperoleh bobot 
total 1.222 poin dari maksimum 1.920 poin, yang 
masih masuk kategori penilaian “cukup baik”. Dari 8 
parameter terkait aspek kualitas yang dinilai pada 
studi kasus, 5 parameter (ukuran rumah, kondisi 
rumah, lokasi rumah, jarak ke tempat kerja, dan 
ketersediaan fasilitas umum) mendapat penilaian 
“Cukup Baik” dan 1 parameter (kondisi lingkungan) 
mendapat penilaian “Baik”. Di sisi lain, terdapat 1 
parameter (kondisi prasarana dasar) yang mendapat 
penilaian “Kurang Baik”, dan 1 parameter 
(ketersediaan transportasi umum) yang mendapat 
penilaian “Buruk”. Dari kajian ini juga terdapat 
pembelajaran (lesson learned) yang dapat ditarik 
untuk menggambarkan kondisi rumah subsidi secara 
umum pada program Rumah Murah di Indonesia, 
yaitu mengenai (i) rendahnya kualitas rumah rumah 
subsidi terkait dengan kondisi fisik bangunan rumah 
dan kondisi prasarana dasar yang disediakan oleh 
pengembang, dan (ii) keterbatasan suplai rumah 
subsidi pada pasar perumahan formal akibat 
minimnya jumlah pengembang swasta yang tertarik 
untuk membangun rumah subsidi. 

Untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi pada 
Program Rumah Murah, salah satu rekomendasi yang 
dapat diberikan berdasarkan kajian ini adalah 
penetapan kebijakan harga rumah subsidi yang lebih 
realistis, yang tetap terjangkau bagi MBR namun lebih 
atraktif bagi pengembang swasta. Dengan kebijakan 
harga rumah yang lebih realistis, yang ditunjang oleh 
pengaturan mengenai standar minimum kualitas 
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rumah subsidi yang lebih ketat, diharapkan kualitas 
rumah subsidi yang dibangun oleh kalangan 
pengembang menjadi lebih baik. Selain itu, dengan 
harga yang lebih atraktif, diharapkan jumlah 
pengembang yang tertarik untuk membangun rumah 
subsidi lebih banyak, sehingga pasar perumahan 
subsidi lebih kompetitif dalam menyediakan rumah 
subsidi yang layak huni dan terjangkau. Di sisi lain, 
untuk menjamin agar kualitas rumah subsidi yang 
dihasilkan oleh pengembang memenuhi standar 
rumah layak huni, maka peran pemerintah daerah 
perlu dioptimalkan untuk melakukan pengawasan 
yang lebih ketat terhadap proses perizinan dan 
konstruksi rumah subsidi yang dilakukan oleh 
pengembang. 
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Abstrak 
Master plan kawasan adalah sebuah rencana induk dalam pengembangan kawasan yang akan memberikan 
arahan pada rencana detil pengembangan kawasan tersebut. Oleh karena itu, seberapa besar dampak 
lingkungan akibat pengembangan kawasan juga ditentukan oleh rencana induk pengembangannya, sehingga 
dalam penyusunannya, penerapan pendekatan berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. Kampus UIN Malang 
telah mengusung konsep hijau dalam penyusunan rencana induk pengembangan kampusnya. Kajian ini disusun 
dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana konsep hijau ini telah diterapkan dalam rancangan rencana 
induk UIN Malang. Metode evaluasi menggunakan rating tool untuk menilai perwujudan kawasan berkelanjutan 
yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Hasil penilaian menunjukkan bahwa rencana 
induk tersebut baru mencapai nilai 24 dari total nilai maksimum rating 124. Hasil analisis memperlihatkan belum 
diterapkannya konsep hijau secara maksimal dalam penyusunan rencana induk kampus UIN Malang. Beberapa 
rekomendasi disusun berdasarkan pada hasil evaluasi sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan 
rencana induk kampus UIN Malang.  

Kata kunci : Desain, green rating, kampus, masterplan, pembangunan berkelanjutan  
 

Abstract 
The regional master plan is a master plan for the development of the area that will provide direction to the detailed 
development plans for the campus. Therefore, how much environmental impact due to the development of the area 
is also determined by the master plan of its development so that in the preparation of the economy, the adoption 
of a sustainable approach is a necessity. UIN Malang Campus has brought the concept of green in the preparation 
of the master plan of its campus development. This paper was prepared with the objective to evaluate the extent 
to which this green concept has been applied in the draft master plan of UIN Malang. The evaluation method uses 
a rating tool to assess the realization of sustainable areas issued by Green Building Council Indonesia (GBCI). The 
results of the assessment indicate that the master plan only reaches 24 of the maximum value of 124. The results 
of the analysis show that the green concept has not been applied maximally in preparing UIN Malang campus 
master plan. Some recommendations are based on evaluation results so that they can contribute to the 
improvement of UIN Malang campus master plan.  

Keywords: Design, green rating, campus, master plan, sustainable development  

 

                         

PENDAHULUAN 

Perencanaan sebuah kawasan yang tertera dalam 
rencana induk merupakan rencana induk yang 
berfungsi sebagai pedoman, panduan dasar, titik awal 
rencana dalam pembangunan dan pengembangan 
suatu tempat atau daerah yang mencakup seluruh 
fungsi, kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang 

untuk kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang 
mendukung. Rencana induk merupakan perencanaan 
yang menyeluruh dan terpadu menyangkut 
rancangan pemanfaatan sebuah lahan yang cukup 
luas. Sehingga di dalam rencana induk akan dapat 
terlihat segmen-segmen perencanaan pengem-
bangan kawasan dalam jangka panjang dan pendek 
yang harus dilaksanakan.  

mailto:sugeng_triyadi@yahoo.com
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Aspek penting dalam perencanaan sebuah kawasan 
adalah menguatkan akan pentingnya lingkungan 
dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya 
adalah aspek ekonomi dan sosial, mengatasi 
perubahan iklim secara keseluruhan, sehingga 
mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan. 
Aspek lingkungan, sosial dan ekonomi adalah tiga 
pilar yang perlu dipegang kuat dalam mewujudkan 
sebuah perencanaan kawasan, sebagai bagian usaha 
dalam mengontrol dan menjaga keberlanjutan 
penyediaan kebutuhan sekarang dan generasi masa 
depan, seperti yang tertera dalam The 2030 Agenda  
Sustainable Development yang merupakan sebuah 
agenda rencana aksi yang memiliki tujuan serta 
target yang akan dicapai, meliputi aspek people, 
planet, prosperity, peace dan partnership (United 
Nations General Assembly 2015; CERE 2011).  

Selaras dengan Agenda 21 Indonesia berdasarkan 
konferensi Lingkungan Hidup Manusia ke II di Rio de 
Janeiro Brazil, mengintegrasikan pembangunan 
ekonomi sosial dan lingkungan ke dalam satu paket 
kebijakan dalam melanjutkan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, agar 
kualitas hidup manusia terus meningkat dan 
pembangunan tetap berlanjut (UNSD 1992). United 
Nations of Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO) tidak ketinggalan pula 
memainkan peran penting dalam menggagas 
Education for Sustainable Development dengan 
penekanan pada aspek pendidikan untuk 
menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di 
masyarakat (Universitas Indonesia 2017).  

Oleh karenanya, perguruan tinggi wajib untuk 
merespon konsep pendidikan tersebut sebagai 
bentuk tanggung jawab yang mengedepankan 
pembangunan berkelanjutan sehingga dapat 
terwujud kualitas lingkungan yang lebih baik untuk 
saat ini dan generasi yang akan datang. Hal ini dapat 
diterapkan dalam bentuk kampus hijau sebagai 
tempat praktik dan pengajaran yang bertanggung 
jawab terhadap lingkungan, yang tentunya berjalan 
secara beriringan dan selalu menerapkan prinsip-
prinsip yang bertanggung jawab terhadap lingkungan 
(Faghihi, Hessami, dan Ford 2015). Pernyataan 
tersebut diperkuat juga bahwa pendidikan 
pembangunan berkelanjutan bukanlah sebuah 
pilihan melainkan sebagai sebuah prioritas (Matloob 
et al. 2014). Kampus merupakan tempat mendidik 
generasi berikutnya, pada tataran paling tinggi, 
sehingga layak universitas dijadikan sebagai panutan, 
terutama dalam mengembangkan konsep keber-
lanjutan, oleh karenanya kampus dapat juga disebut 
sebagai pusat pengembangan dan inovasi. 
Meningkatkan keberlanjutan kampus dapat 
ditempuh melalui beberapa cara diantaranya adalah 
model pendidikan berkelanjutan, kemudian aspek 

hijau dalam desain bangunan (Ismail, Rahmat, dan 
Said 2015). Perubahan fisik terhadap infrastruktur 
termasuk bentuk fisik sebuah kawasan kampus 
memegang peranan penting dalam aspek 
keberlanjutan (United Nations General Assembly 
2015), sehingga berpengaruh terhadap perilaku 
pengguna fasilitas yang pada tujuan akhirnya adalah 
berkurangnya penggunaan energi. Model pendidikan 
berkelanjutan merupakan proses pembelajaran aktif, 
transformatif  yang memungkinkan nilai-nilai, teori 
dan praktik dijalankan secara bersamaan (Reidy et al. 
2015). Sedangkan bangunan dengan konsep hijau 
berfokus pada memberikan manfaat bagi 
penghuninya, terutama dalam hal kenyamanan, 
kesehatan serta perawatan yang mudah (UNSD 
1992).  

Dalam rangka melihat sejauh mana perguruan tinggi 
mampu melakukan terobosan pembangunan 
berkelanjutan, lahirlah beberapa alat penilaian 
seperti diantaranya UI Green Metric World University 
Rankings (Universitas Indonesia 2017), yang 
merupakan alat untuk menilai, mengukur upaya 
keberlanjutan perguruan tinggi, baik berupa 
kebijakan, program dan kegiatan di dalam kampus 
sehingga dapat mempromosikan budaya keber-
lanjutan, berkontribusi pada wacana akademis 
tentang keberlanjutan dalam pendidikan dan 
penghijauan kampus, yang mempromosikan 
perubahan sosial dengan tujuan keberlanjutan, 
menjadi alat untuk penilaian diri terhadap 
keberlanjutan kampus untuk institusi pendidikan 
tinggi di seluruh dunia yang mendasarkan pada 
kerangka konseptual lingkungan, dengan enam 
kategori yaitu penataan dan infrastruktur, energi dan 
perubahan iklim, limbah, air, transportasi dan 
pendidikan. Alat penilaian yang lain adalah Greenship 
Rating Tools dari Green Building Council Indonesia 
(GBCI 2015). Greenship Neighborhood tersebut  
digunakan dalam penilaian keberlanjutan sebuah 
kawasan. 

Perguruan tinggi dapat diibaratkan sebagai kota kecil 
dalam sebuah wilayah, sehingga perlu adanya sebuah 
upaya tersendiri dalam pengelolaan lingkungannya. 
Salah satu upaya yang dapat dijadikan sebagai salah 
satu jawaban pendidikan dalam pembangunan 
berkelanjutan adalah mewujudkan “Green Campus”, 
dimana prinsip hijau sudah harus diterapkan sejak 
awal-termasuk melakukan analisis, review pada 
kondisi kawasan yang akan dibangun.  

Merencanakan sejak awal dan memprioritaskan 
konsep hijau, adalah cara terbaik dan ramah bagi 
lingkungan, sehingga akan mendukung keberhasilan 
desain (GBCI 2015). Konsep rancangan rencana induk 
seharusnya merupakan sebuah usaha meminimalkan 
jumlah sumber daya yang dikonsumsi dalam 
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konstruksi bangunan dan kawasan, penggunaan dan 
operasi, serta mengurangi kerugian yang terjadi pada 
lingkungan melalui emisi, polusi, dan pemborosan 
(The Scottish Government 2011). Oleh karenanya 
evaluasi desain pada rencana induk perlu dilakukan, 
agar muncul rekomendasi berupa perbaikan, 
sehingga dapat mencapai tolok ukur pembangunan 
kawasan yang sudah ditentukan. 

Kajian ini akan memaparkan hasil evaluasi desain 
rencana induk kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang dengan menggunakan Greenship 
Neighborhood yaitu perangkat penilaian kawasan 
untuk menyebarkan, menginspirasi dalam penerapan 
dan perwujudan kawasan yang berkelanjutan. UIN 
Malang telah memiliki rencana induk kampus III yang 
berlokasi di Batu Malang, dimana rencana induk ini 
telah mengusung konsep hijau, dalam rangka 
berupaya menciptakan lingkungan kampus hijau 
yang berkelanjutan. Hasil evaluasi diharapkan dapat 
mengidentifikasi sejauhmana rencana induk yang 
direncanakan telah memenuhi nilai-nilai 
keberlanjutan. Tujuannya agar dapat memberikan 
masukan perbaikan bila terdapat hal-hal yang belum 
memenuhi nilai keberlanjutan sesuai dengan yang 
diharapkan. 

METODE 

Proses menilai dan menelaah rencana induk 
dilakukan menggunakan kriteria penilaian Greenship 
Neighborhood yang dikeluarkan oleh Green Building 
Council Indonesia berdasarkan dokumen rencana 
induk. Tujuannya adalah melihat sejauhmana hasil 
perencanaan rencana induk kampus UIN Malang 
telah menerapkan prinsip-prinsip hijau dan 
berkelanjutan dalam penyusunannya. 

Tabel 1 Tolok Ukur Greenship Neighborhood 

Greenship Kawasan 

Kategori Nilai Bobot 

Land Ecological Enhancement 19 15% 

Movement and Connectivity 26 21% 

Water Management and 
Conservation 

18 15% 

Solid Waste and Material 16 13% 

Community Well Being Strategy 16 13% 

Building and Energy 18 15% 

Innovation and Future 
Development  

11 9% 

Total Nilai 124  

Sumber: (Greenship Neighborhood, Green Building Council 
Indonesia, 2015) 

 

Studi ini akan menguji aspek-aspek kunci konsep 
berkelanjutan pada pengembangan kawasan yang 
sudah diterapkan dalam rencana induk Kampus UIN 
yang sesuai dengan kriteria green rating tersebut. 
Dokumen rencana induk akan dianalisis berdasarkan 
7 (tujuh) kriteria rating pada tabel 1 yang sudah 
ditetapkan dalam  Greenship Neighborhood (NH), oleh 
Green Building Council Indonesia (2015).  Hasil  
analisis dapat dimanfaatkan untuk memberikan 
rekomendasi-rekomendasi perbaikan terhadap 
rencana induk.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rencana Pengembangan Rencana Induk UIN 
Malang 
Rencana induk UIN Malang memiliki lahan sebesar 
110 Ha di kawasan Batu Malang, menganut  Kebijakan 
Tata Ruang yang berlaku berdasarkan pola ruang 
pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana 
mengharuskan adanya ruang terbuka, 
memperhatikan baik sempadan mata air dan 
sempadan sungai. 

Peningkatan ekologi lahan 

Berdasarkan kondisi eksisting lahan yang tersedia 
pada kawasan pengembangan adalah sebesar 50,97 
Ha atau 46,32% dari total kawasan. Sedangkan 
kawasan yang prospektif untuk dikembangkan 
(berdasarkan pertimbangan kontur yang dapat 
dibangun adalah sebesar 59,03 Ha atau 53,67%. 
Kawasan yang prospektif ini akan dikembangkan 
menjadi kawasan bangunan utama kampus, area 
pendukung kampus, dan area komersial. Struktur 
pembagian kawasan dan pengembangan deliniasi 
terdiri dari: pola sirkulasi ruang, tata masa bangunan 
serta jalan.  

Pengembangan ruang terbuka hijau, dikembangkan 
berdasarkan daya dukung eksisting kawasan. Ruang 
terbuka utama publik berada pada area simpul-
simpul kawasan dan area tepi jalur air. Ruang terbuka 
bersifat semi publik berada di bagian jarak antar 
blok-blok bangunan yang cukup menyediakan ruang 
terbuka sehingga cahaya dan ventilasi udara dapat 
dioptimalkan. Selain itu, area hijau ini difungsikan 
sebagai Koefisien Dasar Hijau (KDH) untuk daerah 
resapan air, dan sebagai area konservatif kawasan. 
Terdapat beberapa konsep dalam tata bangunan di 
kawasan ini, diantaranya adalah menciptakan area 
terbuka serta potensi-potensi ruang terbuka. Dari 
gambar ini terlihat jelas porsi ruang terbuka terhadap 
area terbangun, yaitu adanya elemen void kawasan 
(ruang terbuka), sekaligus sebagai  area konservasi, 
sempadan bagi danau, pelestarian dan penataan 
ruang-tata massa pada area terpilih. 
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Gambar 1 Kebijakan Tata Ruang dan Area 

Terbangun 
Sumber: Master Plan UIN Malang 

 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2 Kontur-Kemiringan Lahan dan Zoning, 
Tata Massa 

Sumber : Master Plan UIN Malang 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 3 Konsep Ruang Terbuka 

Sumber: Master Plan UIN Malang 

 

 

Pergerakan dan konektivitas 
Akses sirkulasi jalur utama kawasan direncanakan 
berdasarkan kondisi kontur dan kemiringan lereng 
yang ada pada kawasan pengembangan. Jalur utama 
kawasan ini akan mempengaruhi tata letak dan fungsi 
bangunan yang akan direncanakan pada kawasan ini. 
Terdapat beberapa konsep sirkulasi yang 
direncanakan diantaranya adalah sebagai berikut: 
 
- konsep akses kendaraan bermotor, yang juga 

merupakan sirkulasi jalur utama dengan lebar 
jalan 10 meter dan sirkulasi 2 arah 

- konsep akses jalur sepeda 
- konsep jalur pejalan kaki: pejalan kaki berupa jalur 

pedestrian dengan lebar minimal 1 meter dan 
batas yang jelas berupa kerb atau batas penghalang  

- konsep jalur masuk dan keluar kawasan kampus 
UIN Malang 

Area lahan yang dapat terbangun 
atau termanfaatkan untuk 
kawasan kampus adalah sebesar 
30% dari luas lahan. 
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Gambar 4 Jaringan Jalan dan Sirkulasi 

Sumber: Master Plan UIN Malang 
 

Konsep pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan 
di kawasan perencanaan:  
- pusat-pusat kegiatan yang dikembangkan memiliki 

nilai aksesibilitas tinggi terkait koneksinya dengan 
jalur utama kawasan kampus dan jalur pedestrian 
yang menerus;  

- pusat-pusat kegiatan dikembangkan dengan 
karakter dan identitas yang berbeda, diutamakan 

yang bersifat aktif, rekreatif dan mampu mewadahi 
kebutuhan warga kampus. Pada kawasan 
perencanaan, 2 (dua) nodes yang menjadi pusat 
kegiatan memiliki karakter seperti node 1, Area 
Islamic Centre. Sebagai salah satu landmark, area 
ini diarahkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan 
node 2, merupakan area Community Centre 
Kawasan Kampus. 

 

 
5.a 

 

 
5.b 

 

 
5.c 

 
Gambar 5 a. Rencana Shelter; b. Jalur Pejalan Kaki 

dan c. Kantung Parkir 
Sumber: Master Plan UIN Malang 

Rencana Penempatan Shelter 
Angkutan Umum 
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Manajemen dan konservasi air 
Konservasi air tanah adalah upaya memelihara 
keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan 
fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam 
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada 
waktu sekarang maupun yang akan datang (Ragheb, 
El-Shimy, dan Ragheb 2016). Konservasi air tanah 
dapat dilakukan dengan cara vegetasi dengan 
memanfaatkan peran tumbuhan secara alami untuk 
dapat mempertahankan siklus dan dinamika air. 
Pelestarian air tanah dengan penghijauan dapat 
dilakukan pada wilayah dengan beberapa 
permasalahan air tanah, seperti fluktuasi tinggi, muka 
air tanah yang dalam, kawasan resapan, kawasan 
lindung, kawasan mata air dan bentuk perairan 
permukaan lainnya. Cara vegetasi ini umumnya 
dimaksudkan untuk peningkatan infiltrasi air dan 
pengurangan evaporasi air, yang dapat dilakukan 
dengan reboisasi atau penghijauan pada lahan-lahan 
daerah perbukitan berlereng dan yang dapat 
diterapkan pada zona kawasan perlindungan air 
tanah. Cara berikutnya adalah dengan pembuatan 
hutan kota serta pembuatan jalur hijau berupa 
penanaman tanaman keras pada tepian jalan. Pada 

rencana induk UIN Malang ini, terdapat sumber mata 
air pada kondisi existing, yang kemudian untuk 
mempertahankannya, dibuatlah beberapa titik danau 
dan terdapat pula kawasan arboretum, seperti yang 
tertera pada gambar 6. 

Arboretum merupakan koleksi botani yang khusus 
diisi dengan jenis pepohonan. Keanekaragaman 
kultivar pohon diwakili di dalamnya, sehingga 
arboretum dapat berfungsi sebagai kebun plasma 
nutfah pepohonan. Pada umumnya arboretum 
menampung semua jenis tanaman tahunan (buah-
buahan, industri, dan perkebunan), baik yang langka 
maupun yang telah dibudidayakan (Hendrayana dan 
Putra 2015). Perancangan arboretum ini tidak 
bersifat wajib, hanya saja merupakan panduan 
anjuran sebagai penunjang kawasan kampus agar 
lebih adaptif terhadap area konservasi yang aktif. 
Terdapat 3(tiga) jalur pedestrian untuk mengakses 
area ini, diantaranya terdapat satu jalur dari bagian 
utara, bagian selatan dan jalur dari arah rumah sakit. 
Ruang publik dalam area ini ditempatkan pada 
daerah yang cukup landai, dengan fasilitas 
amphitheather dan ruang sosial warga kampus. Selain 

 
Kawasan Arboretum 

 

 
Kawasan Ruang Terbuka 

 
 

    
 

Rencana Arboretum 

Gambar 6 Danau dan Kawasan Arboretum 
Sumber: Master Plan UIN Malang 
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itu, dalam perancangan area arboretum ini terdapat 
area parkir dibagian utara dan selatan, jogging track 
dan bangku-bangku taman. Jenis vegetasi yang 
ditanam pada area ini disesuaikan dengan area 
konservasi yang akan dirancang. Sehingga secara 
keseluruhan, desain rencana induk UIN Malang dapat 
dilihat pada gambar 7.  

Penilaian Rencana Induk UIN Malang 
berdasarkan Greenship Neighborhood 
Evaluasi desain rencana induk UIN Malang akan 
ditinjau berdasarkan kerangka hijau Greenship 
Neighborhood, dengan tidak lupa melihat dokumen 
rencana induk secara detail dan menyeluruh. Nilai 
yang tercantum dalam penilaian merupakan hasil 
analisa kesesuaian antara dokumen dan tolok ukur 
yang sudah ditentukan. Tolok ukur yang lebih detail 
dapat dilihat di buku panduan Greenship Rating Tools. 
Analisa dan penilaian dilakukan secara berurutan 
sesuai dengan Tolok Ukur Greenship Neighborhood 
pada Tabel 1. 

 

Peningkatan Ekologi Lahan (land ecological 
enhancement/LEE) 

Pada dokumen rencana induk telah banyak upaya 
yang dilakukan dalam mencapai peningkatan lahan, 
namun ada beberapa poin yang belum terbahas 
secara menyeluruh. Pengembangan ruang terbuka 
hijau lebih memanfaatkan kepada lahan area yang 
tidak terbangun dikarenakan kemiringan kontur. 
Pemetaan flora pada site belum dilakukan, sehingga 
upaya untuk pelestarian habitat untuk peningkatan 
nilai ekologi belum maksimal termasuk upaya-upaya 
untuk penguatan ruang terbuka hijau kepada 
pengurangan urban heat island. Namun usulan 
diwujudkannya arboretum (lihat gambar 6), 
menjadikan penguat terhadap upaya area 
konservatif, dan dapat diupayakan sekaligus untuk 
keanekaragaman koleksi botani dan memperkuat 
nilai pada aspek pelestarian habitat.  

 

 

 
Gambar 7 Zona Peruntukan Dalam Master Plan UIN Malang 

Sumber: Master Plan UIN Malang 
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Pada dokumen master plan telah banyak upaya yang 
dilakukan dalam mencapai peningkatan lahan, 
namun ada beberapa poin yang belum terbahas 
secara menyeluruh. Pengembangan ruang terbuka 
hijau lebih memanfaatkan kepada lahan area yang 
tidak terbangun dikarenakan kemiringan kontur. 
Pemetaan flora pada site belum dilakukan, sehingga 
upaya untuk pelestarian habitat untuk peningkatan 
nilai ekologi belum maksimal termasuk upaya-upaya 
untuk penguatan ruang terbuka hijau kepada 
pengurangan urban heat island. Namun usulan 
diwujudkannya arboretum (lihat gambar 6), 
menjadikan penguat terhadap upaya area 
konservatif, dan dapat diupayakan sekaligus untuk 
keanekaragaman koleksi botani dan memperkuat 
nilai pada aspek pelestarian habitat. 

 

 

Pergerakan dan konektivitas (movement and 
connectivity/MAC) 
Poin penilaian pada aspek “pergerakan dan 
konektivitas”, lebih banyak terpenuhi dibandingkan 
dengan aspek penilaian lainnya. Beberapa 
perencanaan sudah sangat terlihat jelas, namun ada 
beberapa hal yang belum terselesaikan dengan baik. 
Misalnya saja telah ada penyediaan jalur sepeda, 
namun jaringan dan tempat penyimpanan sepeda 
belum terpetakan di dalam perencanaan rencana 
induk. Untuk fasilitas pejalan kaki belum juga terlihat 
gambaran rencana teduhan sebesar 60% dari 
keseluruhan jalur pejalan kaki dan desain yang 
atraktif sehingga pejalan kaki akan merasakan 
kenyamanan. Aspek penting lainnya yang belum 
tersentuh adalah pencapaian kemudahan yang 
disediakan bagi semua orang termasuk pejalan kaki 
berkebutuhan khusus dan anak kecil, dalam 
mewujudkan kesamaan kesempatan beraktivitas 
dengan baik. 

Tabel 2 Penilaian Greenship Neighborhood 
Peningkatan Ekologi Lahan (Land Ecological Enhancement) 

Peningkatan Ekologi Lahan (Land Ecological Enhancement) - 15% 

Kode Tolak Ukur Rating Ada Tidak 
Ada 

Keterangan Nilai 

LEE P Area dasar hijau  
(basic green area) 

√    

LEE 1 Area hijau untuk publik 
(green area for public) 

√  Minimal 35% 4 

LEE 2 Pelestarian habitat 
(habitat conservation) 

 √ Belum adanya peningkatan nilai 
ekologi pada lahan kawasan 
termasuk rekomendasi ahli 
lansekap/ahli biologi yang 
kompeten, sehingga dapat 
dikatakan belum memiliki 
rencana pemetaan untuk 
tanaman lokal (pohon/semak) 
dan rencana perlindungan fauna 
atau rencana untuk 
meningkatkan keragaman fauna 
lokal. 

0 

LEE 3 Revitalisasi lahan 
(land revitalization) 

 √ Tidak ada lahan yang 
terevitalisasi 

0 

LEE 4 Iklim mikro 
(micro climate) 

√  Sudah ada upaya meningkatkan 
kualitas iklim mikro di sekitar area 
kawasan dengan ruang terbuka 
hijau, namun belum mengerucut 
kepada pengurangan urban heat 
island 

4 

LEE 5 Lahan produktif 
(productive land) 

 √ Tidak direncanakan 0 

Sub Total  9 
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Tabel 3 Penilaian Greenship Neighborhood 
Pergerakan dan Konektivitas (Movement and Connectivity) 

Pergerakan Dan Konektivitas (Movement And Connectivity) - 21% 

Kode Tolak Ukur Rating Ada Tidak 
Ada 

Keterangan Nilai 

MAC P1 Analisa pergerakan orang dan barang 
(people and goods movement analysis) 

√    

MAC P2 Jaringan dan fasilitas untuk pejalan kaki 
(pedestrian network and facilities) 

√    

MAC P3 Kawasan terhubung 
(connected area) 

√  Kawasan menyediakan 
ruang interkoneksi 
(serta shelter pengguna 
transportasi umum)  

Lihat Gambar 5 

 

MAC 1 Strategi desain jalur pejalan kaki 
(walkway design strategy) 

√  Lihat Gambar 4 
Belum terlihat secara 
detail adanya 
perencanaan 
lingkungan yang atraktif 
bagi pejalan kaki  

6 

MAC 2 Transportasi umum 
(public transportation) 

√  Belum adanya shuttle 
services di dalam 
kawasan Master Plan, 
yang tersedia hanya di 
bagian entrance dan 
exit kawasan.  
Belum terlihat rencana 
simpul persinggahan 
moda transportasi 
umum massal 

2 

MAC 3 Utilitas dan fasilitas umum 
(public utilities and amenities) 

√  Telah direncanakan 1 

MAC 4 Aksesibilitas universal 
(universal accessibility) 

 √ Belum dibahas dalam 
Master Plan  

0 

MAC 5 Jaringan dan tempat penyimpanan sepeda 
(bicycle network and storage) 

 √ Tersedia jalur sepeda 
dalam rencana Master 
Plan tetapi belum 
dipetakan jaringan dan 
tempat penyimpanan 
sepeda 

3 

MAC 6 Parkir bersama 
(shared car parking) 

√  Lihat Gambar 5 dan 
Gambar 7 

3 

Sub Total  15 

 
 

Tabel 4 Penilaian Greenship Neighborhood Manajemen dan Konservasi Air  
(Water Management and Conservation) 

Manajemen dan Konservasi Air (Water Management and Conservation) - 15% 

Kode Tolak ukur rating Ada Tidak ada Keterangan Nilai 

WMC P Skematik air di kawasan 
(water schematic)  

√  Hanya terlihat plot 
perletakan danau 
saja, tetapi tidak 
ada skematik air 
secara detail di 
kawasan 

 

WMC 1 Alternatif sumber air 
(alternative water) 

 √  0 

WMC 2 Manajemen limpasan air hujan 
(stormwater management ) 

 √  0 

WMC 3 Pelestarian badan air dan lahan basah 
(water body and wetland preservation) 

 √  0 

WMC 4 Manajemen limbah cair 
(wastewater management) 

 √  0 

Sub Total  0 
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Manajemen dan konservasi air (water 
management and conservation/WMC) 
Krisis air merupakan permasalahan penting yang 
harus ditangani semenjak dari awal proses 
perencanaan rencana induk ini dimulai hingga pada 
saat konstruksi sudah dilaksanakan dan pada saat 
kawasan dan seluruh gedung telah beroperasional. 
Artinya perencanaan yang terkait dengan 

manajemen air mutlak harus dipikirkan sejak awal. 
Skematik air di kawasan rencana induk ini belum 
terlihat, hanya digambarkan adanya area konservasi 
berupa danau (lihat gambar 7). Manajemen limpasan 
air hujan, penggunaan air alternatif (selain air tanah 
dan air dari PDAM) secara mandiri, pelestarian badan 
air dan penanganan jika ada limbah cair pun belum 
terbahas di dalam rencana induk dengan baik. 

Limbah padat dan material (solid waste and mate- 
rial/SWM) lihat tabel 5 

Tabel 5 Penilaian Greenship Neighborhood Limbah Padat dan Material  

(Solid Waste and Material) 

Limbah Padat Dan Material (Solid Waste And Material) - 13% 

Kode Tolak Ukur Rating Ada Tidak 
Ada 

Keterangan Nilai 

SWM P Manajemen limbah padat – tahap operasional 
(solid waste management – operational phase) 

 √ 

Belum ada 
rencana 

tertulis di 
Master Plan 

 

SWM 1 Manajemen limbah padat tingkat lanjut – 
tahap operasional (advanced solid waste 
management) 

 √ 0 

SWM 2 Manajemen limbah konstruksi 
(construction waste management) 

 √ 0 

SWM 3 Material regional untuk infrastruktur jalan 
(regional materials for road infrastructure) 

 √ 0 

SWM 4 Material daur ulang dan bekas untuk 
infrastruktur jalan (recycled and reuse 
materials for road infrastructure) 

 √ 0 

Sub Total  0 

 
 Strategi kesejahteraan masyarakat (com- 

munity wellbeing strategy/CWS) lihat tabel 6 

Tabel 6 Penilaian Greenship Neighborhood Strategi Kesejahteraan Masyarakat  
(Community Wellbeing Strategy) 

Strategi Kesejahteraan Masyarakat (Community Wellbeing Strategy) - 13% 

Kode Tolak ukur rating Ada Tidak ada Keterangan Nilai 

CWS 1 Fasilitas bagi masyarakat 
(amenities for communities) 

 √ Belum ada 
panduan 
tertulis terkait 
kegiatan yang 
berhubungan 
dengan stake 
holder dan 
atau 
masyarakat 
setempat 

 

CWS 2 Manfaat sosial dan ekonomi (social and 
economic benefits) 

 √  0 

CWS 3 Kepedulian masyarakat (community awareness)  √  0 

CWS 4 Kawasan campuran (mixed use neighborhood)  √  0 

CWS 5 Kebudayaan lokal (local culture)  √  0 

CWS 6 Lingkungan yang aman 
(safe environment) 

 √  0 

Sub Total  0 
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Empat aspek penting dalam penilaian kawasan 
menurut Greenship Neighborhood, belum dijadikan 
agenda bahasan yang sangat penting di dalam 
rencana induk, yaitu manajemen dan konservasi air, 
limbah padat dan material, strategi kesejahteraan 
masyarakat, serta bangunan dan energi. Keempat 
aspek ini hanya disebutkan sebagai wacana dan tidak 
adanya pembahasan lebih detail. Seperti misalnya, 
dituliskan dalam laporan akhir rencana induk, adanya 
usulan  “Penyediaan sarana dan prasarana 
persampahan, pembuatan kelembagaan pengelola 
sampah kawasan kampus yang dikembangkan 
sebagai pusat pengolahan sampah composting dan 
pusat kegiatan komunitas sampah (green community) 
hasil pendekatan partisipasi warga dan kampus”, 
namun secara detailnya perletakan sarana prasarana 
persampahan tidak tergambarkan sama sekali di 
dalam rencana induk, artinya usaha peninjuan ulang 

terhadap keempat aspek tersebut haruslah dijadikan 
agenda utama. 

KESIMPULAN 

Rencana induk sangat diperlukan bagi 
pengembangan area kampus, untuk pembangunan 
berkelanjutan. Identitas kampus dan aktivitas yang 
ada haruslah menjadi aspek penting yang harus 
ditelaah dalam pengembangan kawasan kampus, 
kemudian ditransfer ke dalam sebuah konsep 
perencanaan. Dari evaluasi yang telah dilakukan 
sebelumnya, hasil penilaian hanya memperoleh poin 
24 dari 124 poin yang ditentukan, artinya banyak 
sekali aspek-aspek yang belum terpikirkan dengan 
baik dan detail. Hasil penilaian dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

Bangunan dan energi (building and energy/BAE) 
lihat Tabel 7 

 
Tabel 7 Penilaian Greenship Neighborhood Bangunan dan Energi (Building and Energy) 

Bangunan dan Energi  (Building and Energy) - 15% 

Kode Tolak Ukur Rating Ada Tidak 
Ada 

Keterangan Nilai 

BAE 1 Bangunan hijau greenship 
(greenship buildings) 

 √  0 

BAE 2 Hunian berimbang 
(affordable housing) 

 √  0 

BAE 3 Efisiensi energi dalam kawasan 
(energy efficiency) 

 √  0 

BAE 4 Energi alternatif 
(alternative energy) 

 √  0 

BAE 5 Pengurangan polusi cahaya 
(light pollution reduction) 

 √  0 

BAE 6 Pengurangan polusi suara 
(noise pollution reduction) 

 √  0 

Sub Total  0 

 

Inovasi pengembangan dan inovasi (innovation 

and future development/IFD) lihat tabel 8 

 
Tabel 8 Penilaian Greenship Neighborhood 

Inovasi Pengembangan dan Inovasi (Innovation and Future Development) 

Inovasi Pengembangan dan Inovasi (Innovation and Future Development) - 9% 

Kode Tolak Ukur Rating Ada Tidak 
Ada 

Keterangan Nilai 

IFD 1 Pemberdayaan ga/gp 
(ga/gp empowerment) 

 √  0 

IFD 2 Pengelolaan kawasan 
(estate management) 

 √  0 

IFD 3 Inovasi 
(innovation) 

 √  0 

Sub Total  0 

 



Evaluasi Desain Rencana Induk ... (Aulia Fikriarini Muchlis, Dewi Larasati, Sugeng Triyadi) 

21 

 

Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai 
bentuk perbaikan dari rencana induk yang sudah ada 
adalah sebagai berikut: 

Perlunya perencanaan yang matang untuk ruang 
terbuka hijau area publik termasuk desain yang 
menyesuaikan untuk area kegiatan kampus sehingga 
meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung 
proses belajar mengajar. 

• Perlunya pemetaan flora di lokasi tapak dengan 
tujuan pelestarian habitat, mempertahankan nilai 
ekologi pada kawasan dan memperkaya 
keragaman fauna lokal. 

• Perlunya pemetaan vegetasi termasuk jenis-jenis 
yang disarankan dalam mengurangi dampak 
urban heat island. 

Perlunya pemantapan strategi desain untuk jalur 
pejalan kaki berikut desain yang atraktif dan 
teduhannya sehingga kenyamanan bagi pejalan kaki 
tercapai, termasuk asas konektivitas, kemudahan 
pencapaian dan keamanan. 

• Perlunya perencanaan kemudahan pencapaian 
yang disediakan bagi semua orang termasuk 
pejalan kaki berkebutuhan khusus dalam setiap 
fasilitas seperti kamar mandi,  tangga dsb. 

• Perlunya perencanaan fasilitas penggunaan 
sepeda dalam kawasan termasuk tempat 
peristirahatan dan tempat penyimpanannya yang 
aman. 

• Perlunya perbaikan rencana induk terhadap 
aspek manajemen dan konservasi air, penanganan 
limbah dan material, detail bangunan dan 
kaitannya dengan energi, strategi kesejahteraan 
masyarakat di kawasan kampus. 

• Perlunya dibentuk tim manajemen pengelolaan 
pengawasan kampus termasuk disusunnya 
panduan pengelolaan kawasan untuk terus 

mengawal dan meneruskan pelaksanaan konsep 
keberlanjutan pada kawasan. 
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Abstrak 
Perkembangan urbanisasi yang pesat mendorong Indonesia untuk membangun kota yang layak huni atau 
“liveable city” sebagai agenda pembangunan jangka panjang. “Liveable city” dapat diwujudkan dengan 
mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi di 
Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan “grounded theory”, kuesioner 
didistribusikan secara langsung maupun daring dengan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kepuasan dipengaruhi oleh sembilan faktor fisik dan non-fisik. Kepuasan cenderung dipengaruhi 
oleh faktor fisik yaitu kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan transportasi umum dan faktor non-fisik yaitu 
hubungan sosial dan keterikatan tempat. Sementara itu ketidakpuasan penduduk cenderung dipengaruhi oleh 
faktor fisik ketidaksehatan lingkungan, ketidaktersediaan infrastruktur, dan masalah kepemilikan rumah serta 
faktor non-fisik yaitu perilaku penduduk yang apatis dan pesimis. Dengan demikian, pembangunan menuju 
“liveability” direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek fisik maupun non-fisik. Penelitian ini 
berguna untuk pemerintah sebagai acuan prioritas pembangunan menuju keberlanjutan.  

Kata Kunci: Belawan, kepuasan bermukim, liveability, penilaian subjektif, urbanisasi 

Abstract 
Rapid urbanization has led Indonesia to build a livable city as a long-term development agenda. Liveable city can 
be realized by knowing the level of residential satisfaction and the factors that affect it. This study aims to 
determine the level of residential satisfaction and to identify the factors affecting in Medan Belawan District, 
Medan City. By employing a grounded theory approach, the questionnaire survey was distributed both directly 
and online with open-ended questions. The results of the study show that the level of satisfaction is influenced by 
nine physical and non-physical factors. Residential satisfaction tends to be affected by physical factors i.e., 
accessibility and availability of public transport and non physical factor i.e., social relationship and attachment. 
Meanwhile, dissatisfaction of residents tends to be affected by physical factors i.e., unhealthy environment; 
unavailability of infrastructure; and problems in home ownership as well as non-physical factors i.e., the attitude 
of the apathetic and pessimistic of the people. Thus, development towards liveability should be planned and built 
by considering both physical and non physical aspects. This research contributes for the government as a guideline 
for development priorities towards sustainability. 

Keywords: Belawan, residents’ satisfaction, liveability, subjective assessment, urbanization 
 
 

PENDAHULUAN  

Bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan 
mengakibatkan perkembangan urbanisasi yang pesat 
dan mendorong munculnya permasalahan perkotaan 
seperti tindak kriminalitas, kemacetan lalu lintas, 
kepadatan, kesenjangan sosial, dan masalah 

kompleks lainnya. Kota belum siap menyediakan 
sarana dan prasarana pelayanan perkotaan dalam 
mengakomodasi kebutuhan penduduk yang terus 
meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya 
permukiman yang berkembang secara spontan tanpa 
perencanaan dan tidak terkendali sehingga memicu 
tumbuhnya potensi permukiman kumuh.  
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Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, akan 
mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 
(Pemerintah Republik Indonesia 2007). Hal tersebut 
sejalan dengan komitmen bersama secara global 
dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat yang 
tertuang pada target Sustainable Development Goals 
(SDGs) dengan mewujudkan perumahan yang layak 
huni dan berkelanjutan (liveable city).  

Beberapa tahun terakhir, urban liveability menjadi 
pembahasan untuk menilai kualitas hidup perkotaan 
dalam berbagai ranah keilmuan seperti halnya 
perilaku lingkungan (environmental behavior), 
psikologi lingkungan (environmental psychology), 
perencanaan dan perancangan lingkungan 
(environmental planning and design),  dan lain 
sebagainya (Pacione 1990). Karena cakupan yang 
terlalu luas dan multidimensional, belum ada definisi 
dan ukuran yang baku dan seragam. Beberapa 
peneliti mengungkap bahwa urban liveability 
merupakan kualitas kehidupan perkotaan dan 
kesejahteraan individu terkait dengan lingkungan 
perkotaan (Zhan et al. 2018). Okulicz-Kozaryn dan 
Valente (2019) mendefinisikan urban liveability 
sebagai kualitas hidup, standar hidup, atau 
kesejahteraan umum suatu populasi di area tertentu.  

Beberapa peneliti telah mengkaji berbagai aspek 
urban liveability sebagai upaya untuk menjadikan 
kota yang manusiawi dan layak huni atau liveable city 
(Pacione 1990). Liveable city menekankan kepada 
kemudahan orientasi dan mobilitas dalam kota; 
mengurangi stress perkotaan yang disebabkan oleh 
polusi, kesesakan (crowding), kualitas rumah yang 
buruk; dan merancang lingkungan binaan yang 
responsif terhadap kebutuhan penduduk (Pacione 
1990).  

Penilaian urban liveability beragam di berbagai 
tempat dan subjek yang berbeda (Ruth dan Franklin 
2014). Zhan et al. (2018) mengungkap bahwa tingkat 
liveability diukur oleh perbedaan antara kualitas 
lingkungan perkotaan aktual dan yang diharapkan 
seseorang dari perspektif kepuasan. Sejalan dengan 
hal tersebut, Pacione (1990) menyatakan bahwa 
liveable city dapat diwujudkan dengan mengetahui 
kualitas lingkungan secara subjektif. Penilaian 
subjektif tersebut dapat dilakukan dengan 
mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya.  

Kepuasan bermukim (residential satisfaction) 
merupakan penilaian terhadap kualitas lingkungan 
hunian (Ytrehus 2010; Pacione 1990). Penilaian 

tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
perumahan dan permukiman dapat memenuhi 
kebutuhan seseorang untuk mencapai tujuan. Dalam 
hal ini, setiap individu memiliki persepsi yang 
berbeda tergantung pada kebudayaan, sosial-
ekonomi, dan ekspektasi.  Oleh sebab itu, penilaian 
tersebut bersifat subjektif.  

Pada penelitian sebelumnya, Zhan et al. (2018) 
mengkaji penilaian kepuasan bermukim yang 
mempengaruhi urban liveability di 40 kota di Cina 
dengan menggunakan 6 (enam) faktor, yaitu 
keamanan kota, kenyamanan fasilitas publik, 
lingkungan alami, kenyamanan transportasi, 
lingkungan sosial-budaya, dan kesehatan lingkungan. 
Li (2012) menggunakan beberapa faktor untuk 
mengukur liveability di penduduk Amerika yaitu 
infrastruktur dan atribut fisik, keselamatan, 
aksesibilitas menuju area bisnis, layanan publik, dan 
lingkungan perumahan. Sementara itu, Baig, Rana, 
dan Talpur (2019) menilai perceived liveability di 
Pakistan dengan faktor budaya, lingkungan, sosial, 
infrastruktur dan ekonomi. Di Indonesia, Ikatan Ahli 
Perencanaan Indonesia (IAP) mengukur liveable city 
ke dalam 7 (tujuh) faktor dengan 29 indikator (IAP 
2017). 

Kepuasan bermukim pada dasarnya berbeda dengan 
kepuasan bermukim terhadap liveability (Zhan et al. 
2018). Zhan et al. (2018) mengungkap bahwa 
kepuasan individu terhadap keberlanjutan kota tidak 
hanya penilaian berupa aspek perumahan saja, tetapi 
juga aspek non-perumahan seperti halnya perjalanan 
ataupun aktivitas yang berada di luar lingkungan 
permukiman. Dalam perencanaan pembangunan, di 
samping penilaian objektif, penilaian subjektif yang 
berdasarkan pada perspektif masyarakat sangat 
penting.  

Akan tetapi, kecenderungan perspektif  pemerintah 
dalam perencanaan pembangunan saat ini lebih besar 
dibandingkan penilaian berdasarkan perspektif 
masyarakat. Pembangunan berdasarkan perspektif 
masyarakat masih sering diabaikan. Hal ini 
disebabkan karena pemerintah memiliki otoritas 
yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini 
dilakukan untuk mengungkap perspektif masyarakat 
terhadap kualitas lingkungan tempat tinggalnya. 
Bagaimana tingkat kepuasan/ketidakpuasan 
masyarakat terhadap kualitas lingkungan hunian? 
Apa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi  
tingkat kepuasan/ketidakpuasan yang mem-
pengaruhi liveability?  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan bermukim yang dirasakan masyarakat 
terhadap kualitas lingkungan di Kecamatan Medan 
Belawan, Kota Medan. Penelitian dilakukan dengan 
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menggunakan pendekatan kualitatif grounded theory. 
Penelitian kualitatif tidak membuktikan hipotesis 
melainkan menyusun hipotesis (Creswell 2011). Pada 
penelitian ini, peneliti menyusun hipotesis (teori 
sementara) yang menjelaskan fenomena kepuasan 
bermukim terhadap liveability pada populasi yang 
diteliti. Hipotesis yang dihasilkan tersebut 
merupakan pemetaan hubungan faktor-faktor yang 
teridentifikasi mempengaruhi kepuasan bermukim. 
Pengetahuan yang diungkap dapat digunakan oleh 
pemerintah sebagai acuan prioritas pembangunan 
yang dapat meningkatkan kepuasan bermukim dan 
liveability.  
 
Penelitian terkait kepuasan bermukim terhadap 
liveability masih sangat terbatas dilakukan 
khususnya di Indonesia. Hal ini mendorong peneliti 
itu melakukan penelitian tersebut untuk mengisi 
kekosongan (gap) ilmu pengetahuan. Pada penelitian 
ini, peneliti mengasumsikan bahwa tingkat kepuasan 
terhadap faktor-faktor lingkungan tempat tinggal 
merupakan indikator dari urban liveability. Semakin 
tinggi tingkat kepuasan bermukim, maka semakin 
tinggi pula tingkat liveability suatu permukiman.  

METODE  

Kawasan kumuh di perkotaan merupakan salah satu 
permasalahan yang harus ditangani. Hal ini juga 
sedang dihadapi oleh Kota Medan, terutama 
Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini terletak di 
Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera 
Utara. Kecamatan Medan Belawan mempunyai luas 
26,25 km2 (9,9% dari luas Kota Medan) dapat dilihat 
di Gambar 1.  Belawan merupakan daerah pesisir 
yang terletak di bagian utara Kota Medan. Belawan 
memiliki pelabuhan yang melayani pengangkutan 
penumpang serta pengangkutan peti kemas/cargo 
bertaraf nasional dan internasional. Kecamatan 

Medan Belawan terdiri atas 6 (enam) kelurahan, yaitu 
Belawan Pulau Sicanang, Belawan Bahagia,  Belawan 
Bahari, Belawan I, Belawan II, dan Bagan Deli. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan grounded theory. Grounded theory 
memungkinkan penciptaan dan perumusan teori 
berdasarkan data yang dikumpulkan (Nordwall dan 
Olofsson 2013). Grounded theory dinilai cocok untuk 
memahami perspektif responden karena 
menampung jawaban yang diekspresikan secara 
bebas. Pengumpulan data primer berupa observasi 
secara langsung meliputi pengambilan foto dan 
penyebaran kuesioner secara langsung maupun 
daring (online). Kuesioner terdiri atas pertanyaan 
yang disusun secara tertutup (close-ended) maupun 
terbuka (open-ended). Pertanyaan close-ended 
meliputi data diri responden dan tingkat kepuasan 
responden dalam bermukim terhadap liveability 
(nilai 1 menyatakan sangat tidak puas dan nilai 5 
menyatakan sangat puas) dan satu pertanyaan open-
ended  yang mengungkapkan alasan mereka merasa 
puas atau tidak puas. 

Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 05-18 
September 2018 melalui pembagian kuesioner yang 
dibagi secara langsung dan daring. Jumlah responden 
yang didapatkan sebanyak 100 orang. Pemilihan 
sampel dilakukan secara non-random sampling 
dengan teknik snowball sampling, yaitu dengan 
meminta responden yang telah mengisi kuesioner 
menyebarkan ke responden yang lain (Kumar 2005). 
Karena keterbatasan tempat dan waktu, kuesioner 
tidak dibagikan secara merata di setiap kelurahan di 
Kecamatan Medan Belawan. Ini merupakan 
keterbatasan dari penelitian ini. Kebenaran hasil dari 
penelitian ini belum sepenuhnya mewakili kepuasan 
penduduk secara keseluruhan. Responden belum 
mewakili satu populasi Kecamatan Medan Belawan.  

 

 

Gambar 1  Lokasi Penelitian (Kecamatan Medan Belawan) 
Sumber: RTRW Kota Medan  

KEYPLAN 
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Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis isi 
(content analysis), analisis distribusi, analisis 
korespondensi, serta analisis cluster (cluster 
analysis). Data teks yang terkumpul dari pertanyaan 
terbuka dianalisis dengan analisis isi. Analisis isi 
dilakukan dengan tiga tahapan (Creswell 2011), 
yaitu: 
• Open-coding, untuk mengidentifikasi kata kunci 

dari setiap maksud (jawaban) tanpa ada yang 
terlewatkan. Hasil berupa distribusi frekuensi 
setiap kategori (faktor); 

• Axial-coding, untuk mencari hubungan antara 
kategori alasan kepuasan/ketidakpuasan dan 
tingkat kepuasan yang dilakukan melalui 
analisis korespondensi. Hasil analisis berupa 
diagram dendrogram yang menggambarkan 
korespondensi antar kategori; 

• Selective-coding, digunakan untuk merumus-kan 
hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas lingkungan dan tingkat kepuasan 
penduduk.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari hasil kuesioner yang disebar (n=100), sebagian 
responden berumur 25-39 (35%), diikuti dengan 
(32%) berumur 18-24 dan (25%) berumur 49–49 
tahun. Mayoritas responden (75%) ialah wanita. 
Sebanyak 53 responden tinggal di Kelurahan Belawan 

II. Sebagian responden sudah menikah (54%) dengan 
pendidikan terakhir ialah Sekolah Menengah Atas 
(49%). Mayoritas responden  adalah Ibu Rumah 
Tangga (31%) dan pelajar (22%). Sebanyak 73 
responden telah bermukim selama lebih dari 15 
tahun, diikuti dengan (17%) telah menghuni lebih 
dari 10 tahun. Data diri responden dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Seperti yang telah dijelaskan, data teks yang 
terkumpul dianalisis dengan open-coding, axial-
coding, dan selective-coding. Dalam open-coding, teks 
dari respon penduduk terhadap alasan 
kepuasan/ketidakpuasan dibaca dan diurai secara 
semantik (kata, kalimat, dan paragraf) lalu diberi 
kode (kata kunci) (tabel 2). Kata kunci tersebut lalu 
dikelompokkan sesuai dengan kemiripan arti/makna 
sejenis dan dikelompokkan menjadi kategori-
kategori yang memayunginya (axial-coding).  
 
Dari hasil pengelompokkan kata kunci, dihasilkan 9 
(sembilan) kategori/faktor dengan total 37 sub 
kategori (indikator) respon kepuasan maupun 
ketidakpuasan (tabel 3). Faktor tersebut terdiri dari 
faktor fisik maupun faktor nonfisik. Kemudian, data 
numerik dari masing-masing responden dianalisis 
dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi 
untuk mengetahui banyaknya jumlah setiap indikator 
maupun faktor.

 
Tabel 1 Data Diri Responden 

No Atribut Variabel 
Jumlah 

Responden 
(n=100) 

No Atribut Variabel 
Jumlah 

Responden 
(n=100) 

1 Umur 18 - 24 32 6 Pendapatan < Rp 500.000 6  
 25 – 39 35  per bulan Rp 500.000 - Rp 750.000 6  
 49 – 49 26   Rp 750.000 - Rp 1.000.000 11  
 50 - 64 7   Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 15 

2 Gender Laki-laki 24   Rp 1.500.000 - < Rp 2.000.000 20  
 Perempuan 76   > Rp 2.000.000 42 

3 Status Menikah 54 7 Lama  <1 tahun 1 
  Belum 39  Bermukim 1 – 5 tahun 2 

  Duda/Janda 7   5 – <10 tahun 7 

4 Pekerjaan Pelajar 22   10 - <15 tahun 17 

  Karyawan 11   >15 tahun 73 

  Buruh 9 8 Jumlah 
Anggota 
Keluarga  

1-3 27 

  Nelayan 2  4-5 47 

  Pedagang 16  >6 26 

  Ibu Rumah Tangga 31 9 Status 
Kepemilikkan 
Rumah 
 

Pribadi 59 

  Pegawai 5  Sewa 20 

  dll 4  Menumpang 14 

5 Pendidikan  SD 12  Dinas/hak pakai 5 

 terakhir SMP 11 10 Luas Rumah Sederhana (90m2) 57 

  SMA 49   Menengah (lebih dari 90m2) 43 

  Sarjana 28     
 

Sumber: Peneliti (2018) 
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Tabel 2 Open-coding Dari Kata Kunci Pernyataan Alasan Kepuasan/Ketidakpuasan Bermukim 

No Pernyataan open-ended Kata Kunci 

1. Kondisi lingkungan yang kurang nyaman, banjir rob sudah sampai memasuki 
rumah warga dan menggenangi jalan raya, kondisi tempat yang kurang sehat 
karena banyak polusi udara sebagai daerah kawasan industri serta kondisi 
masyarakat yang cenderung apatis dan pikirannya masih kurang maju 

1. Kurang nyaman 
2. Banjir 
3. Jalan becek 
4. Polusi udara 
5. Masyarakat apatis 

2. Rumah adalah tempat tinggal kita yg harus kita tempati meskipun banyak sampah 
dan lingkungan yang tidak aman. Kalau ada uang yang cukup sebetulnya saya mau 
pindah tapi karena keuangan yang tidak cukup, mau tidak mau saya harus tinggal  
walaupun dengan jalan yang sempit dan becek 

1. Tempat tinggal 
2. Banyak sampah 
3. Tidak aman 
4. Keuangan tidak cukup 
5. Jalan sempit 
6. Jalan becek 

3. Saya puas karena di tempat saya bermukim suasana kekeluargaan dalam 
bertetangga bisa saya dapatkan di kawasan rumah saya. 

1. Suasanan kekeluargaan 

 

Sumber: Peneliti (2018) 

Tabel 3 Pengelompokkan Kata Kunci Menjadi Kategori (Faktor) 

No Respon Sub Kategori/Indikator f Kategori/Faktor f 

1 Kepuasan  1 Fasilitas/infrastuktur memadai 4 Infrastruktur  39 

   2 Ketersediaan air bersih 2    

   3 Ketersediaan listrik 1    

 Ketidakpuasan 4 Banjir 31    

   5 Ketidaktersediaan air bersih 5    

   6 Infrastruktur belum memadai 3    

   7 Kondisi jalan yang sempit, berlubang, dan becek 11    

   8 Drainase tidak optimal 2    

2 Kepuasan  1 Atmosfer menyenangkan (suasana, ketenangan) 4  Lingkungan  43 

   2 Tidak ada polusi 1    

 Ketidakpuasan 3 Atmosfer tidak menyenangkan (privasi, pergaulan)  7 
 

 

   4 Ketidaksehatan lingkungan  6    

   5 Polusi dan pencemaran 11    

   6 Ketidakmampuan untuk proteksi kebakaran 1    

   7 Kesemrawutan dan kepadatan tinggi 10    

   8 Banyak sampah 10    

3 Kepuasan  1 Hubungan sosial baik 13 Hubungan sosial dan 
keterikatan tempat  

25 

   2 Keterikatan (tempat lahir, tempat tinggal) 15  

 Ketidakpuasan 3 Hubungan sosial tidak baik 1    

4 Ketidakpuasan 1 Kondisi rumah tidak layak (komponen, ruang) 8 Rumah  10 

   2 Kepemilikan rumah 3    

5 Kepuasan  1 Keamanan 9    

 Ketidakpuasan 2 Tindak kriminalitas tinggi 11 Kriminalitas dan 
keamanan  

20 

   3 Tindakan anti-sosial (perjudian, narkoba, prostitusi) 3  

   4 Ketidakamanan 4    

   5 Ancaman bahaya dan gangguan lingkungan 2    

6 Kepuasan  1 Kebutuhan hidup terpenuhi 3 Ekonomi  12 

   2 Puas dengan kondisi yang ada 4    

 Ketidakpuasan 3 Penghasilan rendah 1    

   4 Terpaksa dan tidak ada pilihan 3    

7 Kepuasan  1 Aksesibilitas ke fasilitas umum  6 Aksesibilitas dan 
transportasi kota  

10 

  2 Ketersediaan transportasi umum 1  

   3 Dekat dengan tempat kerja 1  

 Ketidakpuasan 4 Jarak menuju/dari pusat kota jauh 2  

8 Kepuasan  1 Kenyamanan  4 Kenyamanan  8 

 Ketidakpuasan 2 Ketidaknyamanan 2    

   3 Ketidaknyamanan termal 2    

9 Ketidakpuasan 1 Sikap masyarakat (apatis dan pesimis) 5 Sumber Daya Manusia  5 

   Total  213  172 
 

Sumber: Peneliti (2018) 



Jurnal Permukiman Vol. 14 No. 1 Mei 2019: 23 – 34 

28 

 
Gambar 2 Faktor-faktor Kepuasan Bermukim yang Mempengaruhi Liveability 

Sumber: Peneliti (2018) 

 
Dari hasil pengelompokkan kategori, faktor-faktor 
yang mempengaruhi tingkat kepuasan dapat dilihat 
dari hasil distribusi frekuensi. Pengelompokkan kata 
kunci, sub kategori, dan kategori tersebut 
dikonversikan menjadi data numerik (0-1). Respon 
yang menyatakan suatu kata kunci, sub kategori, 
maupun kategori dari masing-masing responden 
akan diberi kode dengan angka 1 (satu), sementara 
angka 0 digunakan untuk mewakili pernyataan yang 
tidak disebutkan oleh responden.  

Dari hasil analisis tersebut, pengaruh lingkungan 
(25%) berperan besar mempengaruhi tingkat 
kepuasan penduduk terhadap liveability diikuti 
dengan infrastruktur (23%) dan hubungan sosial dan 
keterikatan tempat (15%) (Gambar 2). 

Setelah open-coding, tahap selanjutnya ialah axial-
coding dengan analisis korespondensi guna melihat 
hubungan antar kategori yang ditunjukkan dengan 
jarak (kedekatan) antar keduanya. Dari hasil 
tersebut, korespondensi antar tingkat kepuasan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya didapat nilai 
signifikan (p value=0,0037 dengan nilai p minimum 
ialah <0,05). 

Dari hasil korespondensi tersebut, diketahui bahwa 
penduduk merasa puas terhadap kualitas lingkungan 
karena faktor hubungan sosial dan keterikatan 
tempat serta kemudahan aksesibilitas dan 
transportasi kota. Sementara itu, ketersediaan 
infrastruktur, kondisi lingkungan serta sumber daya 
manusia (SDM) mempengaruhi ke-cenderungan 
kepuasan maupun ketidakpuasan seseorang tinggal 
di Kecamatan Medan Belawan. Di sisi lain, 
kenyamanan, tingkat kriminalitas dan keamanan, 
serta rumah menjadi pengaruh selanjutnya yang 
menyebabkan ketidakpuasan penduduk terhadap 
liveability. Sementara faktor ekonomi menjadi faktor 
yang menyebabkan seseorang merasa sangat puas 
atau sebaliknya tidak puas sama sekali dalam 
bermukim di sana (Gambar 3). 

Aksesibilitas dan Transportasi Kota  
Aksesibilitas merupakan faktor penentu yang 
berpengaruh bagi preferensi seseorang terhadap 
suatu tempat (Ardeshiri, Willis, dan Ardeshiri 2018). 
Pada penelitian ini, aksesibilitas yang mudah serta 
ketersediaan transportasi umum memiliki penilaian 
positif terhadap kepuasan.  Sebagian responden puas 
dengan aksesibilitas ke fasilitas umum (sekolah, 
pasar, puskesmas, tempat ibadah) yang mudah 
dicapai dan aksesibilitas ke tempat kerja yang dekat.  

 
 

Gambar 3 Analisis Korespondensi Tingkat Kepuasan 
dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

(p value=0.0037) 
Sumber: Peneliti (2018) 

 
Kemudahan aksesibilitas merupakan faktor 
pendorong kriteria kepuasan penghuni (Aulia dan 
Ismail 2013; Baig, Rana, dan Talpur 2019) . Hal ini 
juga yang menentukan pertimbangan seseorang 
tinggal di suatu tempat. Akan tetapi, sebagian 
menyatakan ketidakpuasan terhadap jarak tempat 
tinggal menuju/dari kota yang jauh mengingat jarak 
dari pusat Kota Medan ke Belawan sekitar 24 km 
dengan jarak tempuh sekitar 40 menit sampai dengan 
1 jam (menggunakan kendaraan roda empat). Zhan et 
al. (2018) menyatakan bahwa kepuasan seseorang 
terhadap liveability dipengaruhi oleh waktu dan jarak 
tempuh untuk mobilitas dan perjalanan.  
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Hubungan Sosial dan Keterikatan Tempat 
Merasa puas karena memiliki hubungan sosial yang 
baik dan keterikatan tempat mendapatkan nilai 
kepuasan yang cukup signifikan (gambar 2). Hal ini 
menunjukkan bahwa hubungan sosial yang baik 
merupakan salah satu komponen yang berkontribusi 
dalam mempengaruhi kepuasan seseorang dalam 
tinggal di suatu tempat (Amerigo dan Aragones 1997; 
Zhan et al. 2018). Ini terlihat dari penduduk merasa 
betah atau nyaman tinggal di sana karena memiliki 
interaksi sosial yang baik, rasa toleransi, rasa 
kebersamaan dengan tetangga.  

Kebetahan dapat meningkatkan perasaan rasa 
komunitas atau sense of community (Farahani dan 
Lozanovska 2014). Sense of community merupakan 
perasaan yang dialami seseorang saat menjadi bagian 
dari suatu komunitas atau hubungan yang saling 
mendukung (Sarason 1974; Farahani dan Lozanovska 
2014). 

Selain itu, lahir dan dibesarkan di lingkungan 
tersebut mempengaruhi penilaian responden dalam 
tingkat kepuasaan. Sebagian responden yang telah 
menempati lingkungan tempat tinggal selama lebih 
dari 15 tahun lamanya (tabel 2) memiliki respon yang 
baik terhadap kepuasan. Dalam hal ini, keterikatan 
orang terhadap suatu tempat tertentu telah terbentuk 
secara emosional karena lamanya tinggal atau 
disebut dengan place attachment (Hidalgo dan 
Hernández 2001). Place attachment sangat 
bergantung pada tempat lahir dan tempat tinggal 
seseorang (Hernández et al. 2007) dan dapat 
mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang (Amerigo 
dan Aragones 1997; Zenker dan Rütter 2014). 

Pada temuan ini, hubungan sosial dan keterikatan 
merupakan salah satu faktor yang menentukan 
tingkat kepuasan bermukim terhadap liveability. Hal 
ini sejalan dengan temuan sebelumnya (Zhan et al. 
2018). Zhan et al. (2018) mengungkap bahwa 
keterikatan sosial yang berperan dalam 
meningkatkan kepuasan bermukim di Cina. Akan 
tetapi, atribut lingkungan sosial belum sepenuhnya 
digunakan sebagai penilaian pada temuan-temuan 
sebelumnya seperti halnya Baig et al. (2019); Li 
(2012); IAP (2017).  

Keterikatan terhadap suatu tempat baik secara 
emosional maupun fungsional akan mempengaruhi 
perilaku terhadap tempat. Dalam temuan 
sebelumnya, Chen, Dwyer, dan Firt (2018); Amerigo 
dan Aragones (1997) mengungkap bahwa 
keterikatan tersebut dapat mempengaruhi perilaku 
“word of mouth”, yaitu mempromosikan Shanghai dan 
Sydney sebagai destinasi wisata.  

 
 

Infrastruktur 
Sama pentingnya dengan kemudahan aksesibilitas, 
ketersediaan infrastruktur merupakan elemen fisik 
yang penting dalam menentukan preferensi memilih 
suatu tempat (Ardeshiri, Willis, dan Ardeshiri 2018) 
dan kepuasan terhadap liveability (Baig, Rana, dan 
Talpur 2019). Dari hasil analisis data, kecenderungan 
ketidakpuasan pemukim yang dipengaruhi oleh 
infrastruktur memiliki nilai yang cukup besar. Banjir 
akibat air pasang (rob) menyebabkan penduduk 
merasa sangat terganggu dan tidak nyaman. Pasang-
surut air ini juga membuat jalan raya tergenang oleh 
air (becek) dan tak jarang masuk ke dalam rumah. 
Ditambah pula, kondisi jalan yang masih berlubang 
dan sempit (hanya sekitar 1,5 meter) membuat 
responden memberi penilaian negatif terhadap 
kepuasan (Gambar 4).  

 

 
Gambar 4 Kondisi Jalan Lingkungan 

 di Kelurahan Belawan Pulau Sicanang  
Sumber: Peneliti (2018) 

 

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan 
ketidakpuasan ialah belum optimalnya jalur saluran 
pembuangan (drainase) karena dipenuhi oleh 
sampah-sampah rumah tangga. Selain itu, 
ketidaktersediaan air bersih dan kualitas air bersih 
yang buruk (keruh dan berbau) dikeluhkan oleh 
beberapa penduduk. Sebagian penduduk masih harus 
membeli air dari warga yang mempunyai sumur bor 
pribadi. Di lain pihak, penyediaan air minum, jaringan 
saluran pembuangan, jalan lingkungan merupakan 
prasyarat utama dari fasilitas lingkungan perumahan  
dan merupakan kebutuhan fisiologi yang sudah 
dikemukakan Maslow (1994) yang harus dipenuhi. 
Konsep liveability mungkin masih jauh untuk dicapai 
dalam hal ini. 

Lingkungan 
Lingkungan merupakan faktor terbesar yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan penduduk yang 
tinggal di Kecamatan Medan Belawan. Permasalahan 
polusi udara dan pencemaran dari pabrik merupakan 
permasalahan yang seharusnya mendapatkan 
perhatian khusus karena dikeluhkan oleh sebagian 
responden. Hal ini disebabkan oleh lokasi 
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permukiman yang dekat dengan pelabuhan utama, 
pabrik industri, dan komplek pergudangan. Selain itu, 
Belawan berada di jalan utama yang meng-
hubungkan Medan bagian utara-pusat Kota Medan 
melalui Jalan Kol. Yos Sudarso yang dilewati oleh truk 
angkutan besar dan truk peti kemas menuju 
pelabuhan. 

Kecenderungan ketidakpuasan terhadap liveability 
juga disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih 
karena sampah yang berserakan di sekeliling rumah 
akibat banjir rob. Ini menyebabkan lingkungan 
permukiman yang tidak sehat sehingga banyak 
nyamuk dan tikus yang mengganggu masyarakat. 
Sampah yang berserakan di lingkungan permukiman 
dan rumah yang padat serta berhimpitan membuat 
lingkungan semakin semrawut. Di lain pihak, 
lingkungan alam yang bebas dari polusi, sampah, 
pencemaran, dan kebisingan akan meningkatkan 
kesejahteraan subjektif (Rehdanz dan Maddison 
2008; Zhan et al. 2018).  

Sumber Daya Manusia (SDM) 
Kepuasan bermukim tidak hanya dipengaruhi oleh 
lingkungan fisik namun juga nonfisik seperti sikap 
atau perilaku. Faktor perilaku dan kebiasaan buruk 
penduduk menyebabkan penilaian negatif terhadap 
kepuasan. Sebagian responden merasa 
menyayangkan sikap apatis penduduk untuk menjaga 
lingkungan, seperti membuang sampah 
sembarangan. Selain itu, pola pikir masyarakat 
sekitar yang cenderung pesimis juga mempengaruhi 
tingkat kepuasan masyarakat.  

Dalam hal ini, pembangunan liveable city tidak hanya 
bersifat fisik tetapi juga nonfisik, yaitu ikut 
membangun masyarakat berperan aktif dalam setiap 
pembangunan. Dengan demikian, rasa untuk menjaga 
lingkungan akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya 
rasa kepedulian dan rasa memiliki. SDM yang 
berkualitas akan menentukan liveability. Pada 
penelitian sebelumnya (Baig et al. 2019; Li 2012), 
terdapat kecenderungan penilaian liveability dari 
atribut lingkungan fisik tanpa mempertimbangkan 
atribut sosial, seperti halnya kualitas penduduk.  
Temuan ini dapat menjadi pandangan baru dalam 
menilai liveablity. 

Kenyamanan  
Kenyamanan dalam lingkungan merupakan salah 
satu indikator kepuasan penghuni (Amerigo dan 
Aragones 1997). Dari hasil analisis, responden 
merasakan ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan 
oleh banjir rob yang menggenangi lingkungan hunian. 
Selain itu, suhu dan kelembaban udara yang tinggi 
pada siang hari (suhu 30-33˚C) menyebabkan 
ketidaknyamanan responden.  

Lingkungan fisik yang nyaman akan mendorong 
seseorang membentuk penilaian yang baik terhadap 
suatu tempat. Kenyamanan merupakan salah satu 
atribut penilaian kepuasan penghuni terhadap 
liveability (Zhan et al. 2018). Jika seseorang merasa 
nyaman tinggal di suatu tempat baik secara fisik 
maupun sosial, maka akan menciptakan rasa betah  
untuk tetap tinggal di lingkungan tersebut.  

Kriminalitas dan Keamanan 
Rasa aman, bebas dari ancaman dan tekanan, dan 
bebas dari rasa takut dan cemas merupakan 
kebutuhan dasar berdasarkan teori hirarki 
kebutuhan (Maslow 1994). Dari hasil kuesioner, 
ketidakpuasan responden disebabkan oleh tingginya 
tindak kriminalitas seperti perampokan, pencurian, 
dan pembegalan di sekitar Belawan. Selain itu, 
maraknya tindakan anti sosial yang mengganggu 
warga seperti halnya perjudian, banyaknya pemakai 
narkoba, dan kegiatan prostitusi membuat penduduk 
resah dan merasa tidak aman untuk tinggal. 

Sementara itu, keamanan merupakan syarat utama 
dalam membangun liveability (Zhan et al. 2018; Li 
2012). Lebih lanjut, tingkat vitalitas lingkungan yang 
rendah akan mempengaruhi rasa aman seseorang 
tinggal di suatu tempat. Seseorang yang merasa tidak 
aman dengan tempat tinggalnya secara signifikan 
akan mempengaruhi sikap untuk pindah ke tempat 
yang baru.  

Rumah  
Rumah merupakan kebutuhan dasar hidup (primer) 
yang sudah tidak dianggap lagi hanya sebagai 
pelindung tetapi merupakan bagian dari kehidupan 
sehari-hari. Maslow (1994) mengkategorikan rumah 
ke dalam kategori kebutuhan fisiologi yang 
mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu agar 
terpenuhinya kebutuhan tersebut. Akan tetapi, 
sebagian responden menyatakan ketidakpuasan 
karena belum memiliki rumah pribadi mengingat 
sebagian masih menyewa rumah untuk tempat 
tinggal.  

Selain itu, responden juga memiliki penilaian negatif 
yang dilatarbelakangi oleh kondisi rumah yang sudah 
tidak layak huni karena komponen-komponen rumah 
sudah rusak dan keberadaan kamar mandi yang 
terpisah dari bangunan induk. Memperkuat temuan 
sebelumnya (Mohit, Ibrahim, and Rashid 2010; 
(Amerigo dan Aragones 1997; Zhang, Zhang, dan 
Hudson 2018) bahwa kepuasan terkait karakteristik 
rumah berupa kepemilikan rumah, luas rumah, 
kondisi rumah, jumlah ruang tidur, keberadaan ruang 
tamu dan kamar mandi, dan tipe rumah 
mempengaruhi secara signifikan kepuasan menghuni 
dan kebahagiaan secara keseluruhan.  
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Ekonomi  
Keadaan sosial ekonomi (umur, gender, penghasilan, 
pendidikan)  berpengaruh pada tingkat kepuasan 
seseorang terhadap liveability. Ini disebabkan karena 
tingkat kepuasan melibatkan kognisi psikologis dan 
kecenderungan yang berbeda di antara responden 
(Zhan et al. 2018). Dari hasil analisis, ditemukan 
bahwa ekonomi merupakan faktor yang membuat 
seseorang merasa sangat puas atau sangat tidak puas 
dalam kasus ini. Sebagian responden merasa bahwa 
kebutuhan mereka sudah terpenuhi dan puas dengan 
kondisi yang ada. Namun sebagian masih merasakan 
ketidakpuasan karena penghasilan yang rendah 
ataupun tidak punya pilihan lain selain bermukim di 
daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat 9 (sembilan) faktor 
yang mempengaruhi tingkat kepuasan penghuni 
(gambar 5) yang terdiri atas fisik (kesehatan 
lingkungan; ketersediaan infrastruktur; kemudahan 
aksesibilitas dan transportasi umum) dan nonfisik 
(kriminalitas dan keamanan; kenyamanan; hubungan 
sosial dan keterikatan; dan SDM).  Keduanya harus 
dibangun secara bersamaan untuk menuju liveability 
karena saling terkait satu dengan yang lainnya.  

Dari faktor-faktor kepuasan bermukim terhadap 
liveability yang ditemukan (Tabel 3), terdapat 
beberapa persamaan dan perbedaan dengan 
penelitian-penelitian terdahulu (Li 2012; Baig, et al., 
2019; IAP 2017; Zhan et al. 2018). Penelitian 
terdahulu secara umum menilai kepuasan bermukim 
terhadap liveability dengan atribut lingkungan fisik 
dan nonfisik. Atribut lingkungan fisik berupa 
ketersediaan infrastruktur, kemudahan aksesibilitas, 
ketersediaan rumah dan lain sebagainya. Sementara 
itu, aspek nonfisik dinilai dengan keadaan sosial 
budaya, kemampuan ekonomi, keamanan, dan 
kenyamanan. 

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa hubungan sosial 
dan keterikatan tempat serta kualitas penduduk yang 
menempati daerah tersebut berperan dalam 
membentuk rasa kepuasan penduduk yang tinggal di 
Kecamatan Medan Belawan. Zhan et al. (2018) 
menggunakan kedua atribut tersebut sebagai 
indikator dalam mengukur faktor lingkungan sosial-
budaya. Akan tetapi, Baig et al. (2019) dan IAP (2017) 
tidak mengungkapkan hubungan sosial dan 
keterikatan tempat sebagai faktor yang 
mempengaruhi kepuasan dan liveability (Tabel 4). 

   

Lingkungan Infrastruktur 

Kesehatan lingkungan (6) Kesemrawutan dan Fasilitas/infrastuktur memadai (4)

Polusi dan pencemaran (11) kepadatan tinggi (10) Ketersediaan air bersih (2)

Banyak sampah (10) Ketidakmampuan untuk Ketersediaan listrik (1)

proteksi kebakaran (1)

Infrastruktur 

Banjir (31) Rumah Aksesibilitas dan transportasi umum 

Ketidaktersediaan air bersih (5) Kondisi rumah tidak layak (8)

Kondisi jalan buruk (11) Kepemilikan rumah (3) Ketersediaan transportasi umum (1)

Drainase tidak optimal (2) Dekat dengan tempat kerja (1)

Aksesibilitas dan transportasi umum 

Jarak menuju/dari pusat kota jauh (2)

Kriminalitas dan keamanan Sumber daya manusia Hubungan sosial dan keterikatan tempat 

Tindak kriminalitas tinggi (11) Hubungan sosial baik (13)

Tindakan anti-sosial (3) Tempat lahir dan tempat tinggal (15)

Ketidakamanan (4)

Ancaman bahaya dan Ekonomi Kriminalitas dan keamanan 

gangguan lingkungan (2) Kebutuhan hidup terpenuhi (3) Keamanan (9)

Ekonomi Puas dengan kondisi yang ada (4)

Kenyamanan Penghasilan rendah (1) Lingkungan

Ketidaknyamanan (2) Terpaksa dan tidak Kenyamanan Suasana menyenangkan (4)

Ketidaknyamanan termal (2) ada pilihan (3) Kenyamanan (4) Tidak ada polusi (1)

Ketidakpuasan Kepuasan

Aksesibilitas ke fasilitas umum (6)

Masyarakat apatis dan 

pesimis (5)

Fisik

Non-fisik  
 

Gambar 5 Model Hipotesis Pemetaan Hubungan antar Faktor Kepuasan Bermukim  
yang Mempengaruhi Liveability  
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Tabel 4. Perbandingan Hasil Temuan 

Baig et al. (2019) (Zhan et al. 2018) IAP (2017) Penelitian yang dilakukan 

Lingkungan 

- Ketersediaan taman dan 
tempat bermain 

- Perawatan ruang terbuka 

Lingkungan alami  
- Cuaca yang nyaman 
- Akses ke taman kota, 

wahana air 

Ketersediaan ruang publik 

- Fasilitas taman kota 

Kenyamanan 

- Kenyamanan 
- Kenyamanan termal 

- Ketersediaan fasilitas 
persampahan 

 

Kesehatan lingkungan 
Pencemaran air, tanah,  udara, 
suara 

Kualitas Lingkungan 

- Kebersihan kota 
- Penataan kota 
- Kesehatan kota 
- Persampahan 
 

Lingkungan 

- Atmosfer menyenangkan 
- Pencemaran  
- Kesehatan & kebersihan  
- Proteksi kebakaran 
- Kesemrawutan & kepadatan  

Sosial 
- Keamanan 
- Akses ke fasilitas 

kesehatan 
- Ketersediaan & jarak ke 

sekolah 

Keamanan kota  
- Jaminan sosial 
- Keamanan berkendara 
- Tempat pengungsian 

darurat 

Keamanan dan keselamatan 

- Keamanan kota 
- Keselamatan kota 
- Fasilitas keamanan 
 

Kriminalitas dan Keamanan 

- Keamanan 
- Tindak kriminalitas 
- Tindak anti-sosial 
- Ancaman bahaya & gangguan 

lingkungan 
 Kemudahan transportasi  

- Kondisi jalan 
- Akses ke angkutan umum 
- Ketersediaan parkir 
- Kemacetan lalu lintas 

 Aksesibilitas & transportasi 
umum 

- Akses ke fasilitas umum 
- Ketersediaan transportasi 

umum 
- Jarak ke tempat kerja 
- Jarak ke/dari pusat kota 

Infrastruktur 

- Perawatan jalan dan lampu 
jalan 

- Keandalan utilitas (listrik, 
air, gas) 

- Ketersediaan transportasi 
publik 

 Ketersediaan kebutuhan dasar  

- Perumahan yang layak 
- Pengelolaan air bersih 
- Jaringan listrik 
- Jaringan telekomunikasi 
- Ketercukupan pangan 
- Pengelolaan air kotor & drainase 

Infrastruktur 

- Fasilitas/infrastruktur 
memadai 

- Ketersediaan air bersih dan 
listrik 

- Kondisi jalan 
- Kondisi drainase 

Atribut budaya 

- Ketersediaan restoran 
- Ketersediaan fasilitas 

umum (bioskop, club) 
- Ketersediaan tempat 

ibadah 
 

Ketersediaan Fasilitas Umum 

- Fasilitas perbelanjaan, 
pendidikan, kesehatan, 
rekreasi, budaya dan 
restoran 

Ketersediaan fasilitas umum & 
sosial  

- Transportasi umum 
- Fasilitas kesehatan, rekreasi, 

administrasi pemerintah & 
layanan publik, peribadatan, 
olahraga, kesenian budaya 

 

 Lingkungan sosial-budaya 
- Masyarakat berkualitas 
- Inklusi sosial 
- Perlindungan budaya 

Partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan 
- Informasi pembangunan & 

partisipasi masyarakat 

Sumber Daya Manusia 
- Partisipasi masyarakat 
- Kualitas masyarakat 

Hubungan sosial & keterikatan  
- Hubungan sosial  
- Keterikatan tempat 

Ekonomi 

- Kemampuan belanja 
- Peluang kerja 
- Ketersediaan rumah yang 

layak 

 Dukungan fungsi ekonomi, sosial, 
dan budaya kota 
- Perekonomian & Politik kota 
- Ketercukupan pangan 
- Perumahan  
- Sektor informal 
- Fasilitas ekonomi  

Ekonomi 
- Kebutuhan terpenuhi 
- Penghasilan 

Rumah 
- Kondisi rumah yang layak 
- Kepemilikan rumah 

Sumber: Peneliti (2018) 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
grounded theory. Dari hasil analisis, disusun model 
hipotesis yang memetakan hubungan antara faktor 
fisik dan nonfisik yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan dan liveability (gambar 5).  Sembilan faktor 
yang teridentifikasi dan dipetakan hubungannya 
pada model hipotesis tersebut yaitu, kenyamanan, 
lingkungan, kriminalitas dan keamanan;  aksesibilitas 
dan transportasi kota; infrastruktur, SDM; hubungan 
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sosial dan keterikatan tempat; ekonomi; dan rumah. 
Dari sembilan faktor tersebut, masyarakat 
Kecamatan Medan Belawan cenderung puas pada 
hubungan sosial dan keterikatan tempat, dan 
cenderung tidak puas pada lingkungan dan 
infrastruktur.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk meningkatkan 
kepuasan bermukim dan liveability masyarakat 
Kecamatan Medan Belawan, pemerintah dapat 
memprioritaskan pembangunan lingkungan dan 
infrastruktur. Pembangunan lingkungan dilakukan 
dengan  menciptakan atmosfer yang menyenangkan, 
meningkatkan kesehatan lingkungan, mengurangi 
polusi dan pencemaran, mengurangi risiko 
kebakaran,  menata lingkungan agar tidak semrawut, 
mengurangi kepadatan rumah, dan mengelola 
pembuangan sampah. Pembangunan infrastruktur, 
dilakukan dengan mengatasi banjir, menyediakan air 
bersih, melebarkan dan meningkatkan kualitas jalan 
raya, dan memperbaiki drainase.  

Hasil temuan pada penelitian ini mengungkap bahwa 
hubungan sosial dan keterikatan tempat (place 
attachment) merupakan salah satu faktor penentu 
liveability. Akan tetapi, pada penelitian sebelumnya, 
faktor tersebut belum dielaborasi secara mendalam. 
Lebih lanjut, pemerintah juga cenderung kurang 
memperhatikan faktor tersebut dalam pembangunan 
yang saat ini umumnya bersifat fisik. Dengan 
demikian, pemerintah dapat lebih memberikan 
perhatian dan menerapkan faktor tersebut pada 
kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. 

Penelitian ini memiliki orisinalitas karena 
menggunakan pendekatan kualitatif (grounded 
theory). Tetapi, perlu dilakukan penelitian replikasi 
untuk meningkatkan reliabilitas temuan. Peneliti juga 
mendorong penelitian lebih lanjut yang mengkaji 
tingkat kepuasan serupa dengan tingkat atribut sosial 
ekonomi dan sosial budaya yang berbeda yang 
mungkin mempunyai pemahaman yang lebih baik 
tentang liveability. 
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Abstrak 
Kota Yogyakarta dituntut menjadi wilayah yang tangguh, mengingat resiko bencana yang diakibatkan oleh 
posisi geografis. Kampung kota adalah bagian kota Yogyakarta yang memiliki resiko tinggi dalam konteks 
bencana, hal ini disebabkan karena kampung tumbuh sebagai permukiman informal dan organik, yang di 
dalamnya terdapat serangkaian simbol-simbol yang menggambarkan kemiskinan, kepadatan, kekumuhan 
dan keterbatasan. Lokasi kampung, kondisi masyarakat dan ketidaklengkapan infrastruktur menjadi aspek 
yang membentuk kerentanan pada kampung kota, sebab jika terjadi bencana, maka kerugian yang terjadi 
kemungkinan lebih besar jika penduduknya kurang memahami kebencanaan dan tinggal di kondisi 
lingkungan padat. Namun dalam kenyataannya, kampung kota tumbuh dari waktu ke waktu dan tetap 
bertahan dari bencana yang terjadi hingga kini. Hal ini menjadi menarik karena di tengah kekurangan dan 
keterbatasan, warga kampung kota mampu bertahan jika terjadi peristiwa bencana.  Dengan demikian, 
penelitian ini menggali bencana dalam perspektif masyarakat kampung kota secara kuantitatif, dengan 
menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data kejadian bencana, mitigasi dan siaga bencana kampung 
kota. Hasilnya akan memunculkan aspek lokal dalam pemahaman bencana yang nantinya bermanfaat dalam 
pengembangan program mitigasi bencana berbasis masyarakat.  

Kata Kunci: Yogyakarta, kampung kota, kebencanaan,  masyarakat, siaga bencana, mitigasi lokal 

Abstract 
Yogyakarta city has to be resilient, considering the high risk of disasters in the city caused by geographical site. 
Urban Kampung is a part of Yogyakarta which has a high risk in the context of disaster, this is because the 
urban kampung grows as an informal and organic settlement that have symbols depicting to poverty, density, 
slums and limitation. The site of urban kampung, the community socio-cohesion and the limited infrastructure 
are vulnerability aspects of urban kampung, because if a disaster occurs, the damages will be greater if the 
population lacks understanding of disaster and living in the dense environmental conditions. But in reality, the 
urban Kampung has grown from time to time and survive from the disaster. This is an interesting discourse 
because of in limited and insuffiency of infrastructure, urban kampung has capacity to absorb when disaster 
occurred. Therefore, this study explores disasters in the perspective of urban kampung communities 
quantitatively, by distributing questionnaires to obtain data on disaster events and shocks; mitigation and 
disaster preparedness that have been done at urban kampung. The results will bring out local aspects in 
understanding disasters which will be useful in developing community-based disaster mitigation programs. 

Keywords: Yogyakarta City, Urban Kampung, Disaster, community, preparedness, local mitigation 
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PENDAHULUAN 

Kota Yogyakarta memiliki daya tarik kuat untuk 
para pendatang, baik dari segi pendidikan 
(Sudaryanto 2005), kebudayaan (Adrisijanti 2007), 
sosial dan ekonomi, sehingga proses urbanisasi 
terus terjadi dan menjadi salah satu aspek yang 
mendorong pertumbuhan kampung kota di 
Yogyakarta (Setiawan 2010). Kini, kampung kota 
menjadi bagian kota yang padat, menjadi pilihan 
bagi pendatang yang tidak mampu mengakses 
permukiman formal. Faktor kepadatan dan 
aktivitas warga kampung kota mendorong 
perkembangan hingga ke wilayah tepi sungai. 
Gambar 1 memberikan gambaran pertumbuhan 
permukiman kampung kota dari waktu ke waktu 
dan kini ditemukan dari pusat hingga ke tepi kota 
(Budiarto 2003). 

Di sisi lain, bencana adalah bagian dari kehidupan 
Kota Yogyakarta, sehingga dibutuhkan strategi yang 
membangun ketangguhannya. PBB melalui UNISDR 
(2012) telah mendorong peningkatkan pemahaman 
kebencanaan pada level lokal, sebab bahaya dan 
bencana menimbulkan kerugian, baik yang dapat 
dihitung dalam jumlah rupiah (rusaknya bangunan 
dan infrastruktur kota), yang berupa korban jiwa 
(manusia) dan lingkungan. Ketidaktanggapan akan 
penanggulangan bencana akan memperparah 
kondisi karena akan menyebabkan bencana 
lanjutan, seperti kelaparan, kemiskinan dan konflik 
sosial. Masyarakat lokal menjadi elemen penting 
sebab manusia dan sistem ketangguhan bencana 
dapat dibangun dengan optimal melalui 
pemahaman bencana yang kontekstual dan multi-
level; individu, rumah tangga, komunitas, 
masyarakat (Twigg 2009). Ketersediaan 
infrastruktur dan sistem mitigasi, memerlukan 
sikap memiliki dan level partisipasi dari masyarakat 
Birhanu et al (2017) agar dapat berfungsi dengan 
maksimal sehingga perlu merubah paradigma top-
down yang selama ini banyak diterapkan (Asian 
Disaster Preparedness Center 2016).  

Kampung kota merupakan salah satu kawasan yang 
perlu mendapatkan perhatian dalam konteks 
kebencanaan, karena kondisi lingkungan dengan 
infrastruktur terbatas, miskin, kumuh dan padat 
akan memberikan tingkat resiko tinggi apabila 
terjadi bahaya dan bencana (Ernawati, Santosa, dan 
Setijanti 2013). Kemiskinan menjadi hal yang paling 
potensial dalam aspek kerentanan, karena 
kemiskinan membuat masyarakat tidak memiliki 
pilihan, selain langsung berhadapan dengan bahaya 
(Gaillard 2010). Pilihan ini diambil, karena 
berhadapan dengan bahaya merupakan salah satu 
strategi dalam mempertahankan kesinambungan 
kehidupannya sehari-hari. Dalam kondisi bahaya 
menjadi bencana, maka masyarakat pada posisi ini 
akan mengalami kondisi yang paling berat dan 

membutuhkan penanganan dan penanggulangan 
yang intensif. 

 

1. Perkiraan ruang sebelum terjadinya urbanisasi, pada site 
yang luas terdapat 1 kompleks nDalem dan magersarinya 

 

2. Kemudian berangsur-angsur memadat. Sebagian masih 
bagian dari magersari. Sebagian lain merupakan hunian 
para pendatang dalam proses urbanisasi. Hingga 

merambah hingga ke tepian sungai. 

 

3. Kepadatan kini mencapai 90% dari lahan, open space 
yang tersisa difungsikan sebagai ruang sirkulasi. 

Gambar 1 Ilustrasi Perkembangan Kampung Kota 
dari Masa ke Masa 

Kerusakan akan terjadi pada bangunan yang tidak 
mengikuti kode standar struktur, merusak 
lingkungan fisik dan memicu korban jiwa yang lebih 
besar jika dibandingkan dengan wilayah kota yang 
telah memiliki infrastruktur lengkap, bangunan 
yang memenuhi standart struktur dan kepadatan 
rendah.  
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Sesuai dengan UNISDR (2012) dalam kampanye 
pembangunan kota tangguh The Making Cities 
Resilient Campaign program pengurangan resiko 
bencana (Disaster Risk Reduction, DRR) sebaiknya 
dimulai pada skala lokal, sehingga kampung kota 
merupakan skala wilayah yang cocok untuk 
membangun kekuatan untuk program kota yang 
tanggap bencana. Hal ini dapat dilihat dari kampung 
kota mampu bertahan dan menjalankan fungsinya 
sebagai area permukiman. Pemahaman masyarakat 
kampung kota pada aspek kebencanaan adalah 
sebuah proses awal dalam menggali potensi 
ketangguhan wilayah melalui proses beradaptasi 
dan bertransformasi di tengah keterbatasan. Cara 
pandang masyarakat kampung kota mengenai 
bencana dan cara yang dipilih masyarakat untuk 
menanggulanginya menjadi sebuah pengetahuan 
baru mitigasi bencana dalam skala lokal. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif 
deskriptif untuk mendapatkan informasi dan 
pengetahuan kebencanaan di lingkungan kampung 
kota. Pengumpulan data dengan pengisian 
kuesioner, untuk menggali pandangan masyarakat 
mengenai kategori bencana, waktu kejadian 
bencana dan akses mendapatkan informasi 
kebencanaan.  

Lokasi penyebaran kuesioner di 14 kampung Kota 
yaitu  Kampung Suryatmajan, Kampung Ngampilan, 
Kampung Pakuncen, Kampung Karangwaru 
Kampung Iromejan, Kampung Klitren, Kampung 
Kauman, Kampung Basen Kotagede, Kampung Code 
Romomangun, Kampung Pengok, Kampung 
Ketandan, Kampung Muja Muju, Kampung Tegal 
Kemuning dan Kampung Sayidan. Pemilihan lokasi 
studi dilakukan berdasarkan: 
1. Letak kampung kota dalam struktur Kota 

Yogyakarta (kampung yang berada di pusat 
kota; yaitu sekitar Keraton, kampung yang 
terletak di tengah kota dan kampung yang 
berada di tepi kota). 

2. Letak kampung dalam konteks elemen alam 
yang membentuk Kota Yogyakarta, yaitu 3 
sungai yang mengalir dari utara (gunung 
Merapi) ke selatan (laut selatan). 

Pertanyaan kuesioner berisikan kategori bencana 
yang diketahui oleh responden, mendata kejadian 
bencana dan bahaya yang pernah terjadi, 
pengenalan alat-alat mitigasi dan evakuasi, 
partisipasi dalam pelatihan kebencanaan dan 
organisasi masyarakat yang fokus pada 
pendampingan kebencanaan. Kuesioner diberikan 
pada warga kampung dengan rentang usia 25-63 
tahun, berjumlah 350 orang (218 perempuan dan 
132 laki-laki). 

Hasil kuesioner menunjukkan data kuantitatif, 
persentase jumlah responden yang memilih 
jawaban dari tiap butir pertanyaan yang diajukan. 
Pilihan jawaban akan memberikan aspek yang 
paling banyak dipilih oleh responden dan 
persentasenya dapat dilihat pada hasil rekapitulasi. 
Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian 
resiliensi kampung perkotaan yang sedang 
dilakukan oleh penulis. Rentang waktu penyebaran 
kuesioner mulai bulan Maret – Agustus 2017. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengharapkan jawaban yang 
sebenar-benarnya, sesuai dengan kondisi di 
kampung maisng-masing. Hal ini perlu ditekankan 
mengingat ke-14 kampung tersebut memiliki 
karakter yang berbeda yang dibentuk oleh posisi 
geografis dan sejarah terbentuknya. Pertanyaan 
akan diawali dengan pertanyaan umum mengenai 
bencana dan mengiring responden kepertanyaan 
yang lebih mendalam pada pertanyaan selanjutnya. 

Pertanyaan pertama adalah informasi kebencanaan 
yang pernah di dapatkan oleh responden. Hasil 
kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden 
mengetahui istilah bencana. Namun istilah siaga 
bencana menjadi hal yang baru bagi sebagian 
responden (Gambar 2). 

 

Gambar 2 Jumlah Responden yang Pernah 
Mendapatkan Informasi Mengenai Siaga 

Bencana  

Responden yang telah mengetahui istilah siaga 
bencana dan pernah mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan hal tersebut hanya 65% dari 
responden. Sedangkan 35% yang lainnya belum 
mendapatkan informasi siaga bencana. Dikenal 
dengan istilah mitigasi bencana, kesiagaan bencana 
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengurangi resiko bencana, baik berupa 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan 
peningkatan kemampuan untuk menghadapi 
ancaman bencana (P2MB n.d.). Dari diagram dapat 
dilihat bahwa perbandingan antara responden yang 
telah mendapatkan informasi siaga bencana dan 
yang belum adalah 2:1. Oleh karena itu, dibutuhkan 
strategi untuk mengetahui cara untuk mengajak 
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warga untuk lebih mau terlibat dalam mendapatkan 
informasi kebencanaan. 

 

 

Gambar 3 Kategori Bencana yang Diketahui 
oleh Responden  

Bencana dapat dikategorikan dalam bencana alam, 
bencana non-alam dan bencana sosial. Responden 
hanya mengetahui kategori bencana alam dan non 
alam sebanyak 54%, dan sisanya, 46% memilih 
kategori bencana alam, non alam dan bencana sosial 
(Gambar 3). Hal ini dapat dipahami, karena hanya 
sepertiga dari responden yang mendapatkan 
informasi mengenai siaga bencana. Pemahaman 
mengenai jenis bencana akan membangun perilaku 
yang bertujuan pengurangan akan resiko bencana 
yang lebih komprehensif. Melalui pengetahuan 
mengenai kategori bencana, masyarakat memiliki 
pandangan yang lebih luas mengenai kategori 
kejadian yang pernah terjadi, ataupun yang kini 
terjadi, sehingga dapat mengurangi resiko akan 
pengulangan kejadian yang sama di masa yang akan 
datang.  

 

Gambar 4 Jumlah Responden yang Pernah Ikut 
Dalam Pelatihan/Penyuluhan/Simulasi Evakuasi 

Bencana 

Pertanyaan berikutnya adalah pernah atau tidak 
responden mengikuti kegiatan penyuluhan atau 
pelatihan atau simulasi bencana. Responden yang 
pernah mengikuti kegiatan penyuluhan atau 
pelatihan atau simulasi mengenai evakuasi bencana 
hanya 37%, sedangkan yang menjawab tidak 
pernah sebesar 60% (Gambar 4). Keikutsertaan 

masyarakat dalam pelatihan, penyuluhan dan 
simulasi siaga bencana merupakan awal dari 
kemandirian masyarakat kampung kota untuk 
membangun mitigasi bencana dalam skala lokal. 
Keikutsertaan pelatihan dan penyuluhan dan 
simulasi  dapat dibagi menjadi 2 jenis; (1) 
masyarakat ikut serta karena pihak luar 
(pemerintah maupun akademisi) dan (2) 
masyarakat mencari informasi karena kesadaran.  

Pertanyaan selanjutnya adalah sumber informasi 
kebencanaan yang pernah diakses oleh responden. 
Gambar 5 menunjukkan data mengenai sumber 
informasi yang paling mendominasi adalah (1) 
Televisi (23%); (2) Penyuluhan dari pemerintah 
(19%); (3) Penyuluhan dari LSM (16%). Dari 
gambar tersebut ada 2 informasi yang didapatkan. 
Pertama, sumber informasi dari televisi merupakan 
pilihan yang cukup menonjol dari sumber informasi 
lainnya, karena televisi memberikan informasi 
dengan audio-visual yang lebih mudah diingat dan 
dipahami oleh indera penglihatan dan 
pendengaran. Kedua, dari data ini juga diperoleh 
bahwa lembaga pemerintah dan LSM memiliki 
pendekatan yang sama, yaitu dengan penyuluhan, 
dimana narasumber bertemu langsung dengan 
warga kampung, terutama untuk kampung-
kampung yang berisiko tinggi. 

 

Gambar 5 Jenis Sumber-Sumber Informasi Siaga 
Bencana Menurut Responden  

 

Kampung-kampung yang berada di bantaran sungai 
telah mendapatkan penyuluhan, karena secara 
geografis memiliki kerentanan akan bencana pada 
musim hujan. Informasi mengenai kebencanaan 
dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 
langsung, tergantung pada urgensi dan karakter 
wilayah. Jika bersifat kesiapsiagaan maka dapat 
menggunakan iklan layanan masyarakat di televisi, 
tetapi jika bersifat mendesak, maka penyuluhan 
dapat dipilih agar informasi dapat direspon 
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langsung oleh warga dan menghasilkan komunikasi 
dua arah; dari narasumber dan dari warga kampung 
kota.  

Setelah mengetahui kategori bencana menurut 
responden, pertanyaan berikutnya adalah kejadian 
yang termasuk dalam kategori bencana, dengan 
memberikan daftar kejadian, yaitu; gempa bumi, 
banjir, banjir lahar, hujan abu vulkanik (letusan 
gunung Merapi), tanah longsor, angin puting 
beliung (topan), kebakaran, narkoba, tawuran, 
wabah penyakit, issu terorisme, mabuk-mabukan, 
dan perjudian. Pada pertanyaan ini, responden 
dapat memilih semua kejadian yang 
didefinisikannya sebagai kejadian bencana. Pada 
gambar 6 dapat dilihat ada 5 kejadian paling banyak 
dinyatakan responden sebagai kejadian bencana 
yaitu (1) gempa (336 responden); (2) banjir (336 
responden); (3) tanah longsor (291 responden); (4) 
banjir lahar (268) responden; (5) kebakaran (268 
responden).  

Konteks Kota Yogyakarta memang mengalami 
beberapa bencana yang mengakibatkan kerugian 
yang cukup tinggi; gempa pada tahun 2006 dan 
risiko banjir yang tinggi di tiga sungai yang melintas 
di tengah Kota Yogyakarta. Dari hasil ini dapat 
dilihat bahwa 4 kejadian bencana teratas adalah 
kategori bencana alam. Hanya kebakaran yang 
menduduki peringkat ke-5 kategori kejadian 
bencana non-alam dan sosial. Hal ini memberikan 
informasi bahwa pada lingkungan kampung kota, 
kejadian bencana alam lebih sering dihadapi oleh 
masyarakat. 

Kejadian bencana yang paling sedikit dipilih oleh 
responden adalah (1) terorisme (11 responden); 
(2) perjudian (56 responden); (3) tawuran (78 
responden); (4) mabuk-mabukan (112 responden); 
(5) narkoba (123 responden). Seluruh kejadian 

yang paling sedikit dipilih responden adalah 
kategori bencana non-alam dan sosial. Lingkungan 
kampung kota tidak menjadi tempat yang memiliki 
risiko 5 bencana di atas, kemungkinan karena nilai 
masyarakat kampung kota yang memiliki toleransi 
(McCarthy 2003), kerukunan (Rahmi et al. 2001), 
harmoni (Guinness 1986) dan mengedepankan 
gotong royong (Sullivan 1986). 

Fakta bahwa responden lebih banyak mengetahui 
kategori bencana alam dan non-alam dikuatkan 
oleh pilihan responden pada 5 kejadian bencana 
yang paling banyak dipilih dan 5 kejadian bencana 
yang paling sedikit dipilih (Gambar 6). Kondisi ini 
menjelaskan bahwa dalam kondisi kampung yang 
padat dan lokasi dengan infrastruktur terbatas, 
masyarakat kampung kota merespon lingkungan 
alam dan lingkungan binaan. Respon dapat dilihat 
dari ruang aktifitas sehari-hari. Fungsi utama 
kampung kota sebagai permukiman, dengan 
hunian-hunian yang ditata secara pragmatik 
(Widjaja 2013) sebatas pemahaman akan 
kebutuhan ruang untuk kegiatan sehari-hari. Pola-
pola aktifitas masyarakat membentuk ruang 
bersama dan ruang privat, menciptakan konfigurasi 
ruang dengan ragam pemanfaatan fungsi (Hutama 
2016).  Aspek kebencanaan belum menjadi prioritas 
dalam pemanfaatan ruang, karena penekanan 
paling utama adalah ruang yang multifungsi 
(Roychansyah 2011) dan effisien mewadahi 
kegiatan penggunanya.  

Pengetahuan akan kategori kebencanaan menjadi 
penting, karena akan mengurangi resiko kerusakan 
dan kerugian pada saat kejadian bencana terjadi. 
Langkah awal untuk memahami mitigasi bencana 
bagi masyarakat kampung kota adalah memberikan 
informasi kategori bencana. Pemahaman bencana 
akan membangun sikap masyarakat dalam 
memandang ruang di sekitarnya. Ini adalah proses 

 

Gambar 6 Perbandingan Kategori Bencana menurut Responden  
dan Jenis-jenis Bencana yang Diketahui oleh Responden. 
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adaptasi untuk meningkatkan kapasitas individu 
maupun komunitas dalam menghadapi permintaan, 
tantangan dan perubahan yang dibutuhkan dalam 
membangun mitigasi. Dengan demikian, 
kemampuan warga masyarakat dalam menghadapi 
bencana (coping strategy) akan tumbuh secara 
natural seiring dengan kondisi penopang 
ketangguhan yang tersedia di sekitarnya. 

Setelah mendapatkan informasi mengenai jenis 
bencana yang diketahui oleh masyarakat kampung, 
maka selanjutnya adalah mencari informasi 
mengenai kejadian bencana yang terjadi pada 2 
tahun terakhir. Informasi yang didapatkan dari 
jenis-jenis kejadian bencana dan kejadian bencana 
yang pernah terjadi 2 tahun terakhir (Gambar 7), 
dapat dicermati bahwa urutan yang teratas tetap 
ditempati oleh gempa dan banjir, sedangkan urutan 
yang terbawah adalah terorisme.  

Hal yang menarik yang dapat dilihat adalah 
penurunan secara signifikan responden yang 
memilih kejadian banjir, tanah longsor, dan banjir 
lahar. Penurunan drastis dapat dilihat dari jumlah 
responden yang mengalaminya di dua tahun 
terakhir; artinya bahwa tidak semua lokasi studi 
mengalami kejadian bencana tersebut. Banjir lahar 
mengalami penurunan yang cukup signifikan, di 
mana 268 responden menyatakan bahwa banjir 

lahar adalah bencana ada, namun hanya 22 
responden yang mengalaminya di 2 tahun terakhir. 

Perbedaan yang signifikan tersebut disebabkan 
oleh kondisi site kampung yang berbeda-beda ada 
kampung yang cenderung datar dan jauh dari 
sungai, sebaliknya ada kampung yang tumbuh di 
bantaran sungai yang tanahnya berkontur. 
Perbedaan kantegori bencana yang terjadi 
berdasarkan karakteristik lokasi dapat dilihat pada 
gambar 8. Lokasi kampung dapat dibagi menjadi 3 
karakter lingkungan berdasarkan kejadian bencana 
yang pernah terjadi dalam kurun 2 tahun terakhir, 
yaitu (1) site datar, (2) site berkontur di bantaran 
sungai (Sungai Code, Winongo dan Gajahwong), dan 
(3) site di bantaran sungai yang terhubung dengan 
Gunung Merapi (Sungai Code). Seluruh kejadian 
bencana yang terjadi di kampung perkotaan dengan 
site datar akan dapat terjadi pada kampung 
perkotaan dengan site berkontur dan terletak di 
bantaran sungai, namun tidak berlaku sebaliknya. 
Kejadian bencana tanah longsor hanya terjadi pada 
kampung kota dengan site berkontur dan kejadian 
bencana banjir hanya terjadi pada kampung yang 
tumbuh di sepanjang bantaran sungai. Sementara 
kejadian bencana lahar dingin adalah kejadian 
bencana yang sangat spesifik, karena tidak terjadi di 
semua sungai, hanya kampung di sepanjang 
bantaran Sungai Code, lahar dingin adalah material 
dari erupsi gunung Merapi yang mengalir di Sungai 
Code.  

 
 

Gambar 7 Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana 2 Tahun Terakhir  
dengan Jenis Bencana yang Diketahui. 
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Gambar 8 Jenis Bencana dan Tipe 
Lingkungan Kampung Kota 

 

Lingkungan kampung kota juga memberikan 
informasi bencana non alam. Kepadatan spasial dan 
kecepatan pertumbuhan kampung kota merupakan 
bagian kota yang dapat dilihat sebagai potensi dan 
di sisi lain sebagai pembentuk kerentanan kota. 
Kepadatan kampung kota memberikan informasi 
apa dan bagaimana layer kehidupan di dalamnya; 
keterbatasan finansial (Turner 1985; Guinness 
1986; Budiharjo 1992), keterbatasan kelengkapan 
infrastruktur (Dovey 2015) dan keterbatasan 
membangun hunian (Maharika 2011; Budiarto 
2003). Secara umum, kampung kota menjadi bagian 
kota yang kumuh, miskin dan sulit adalah tantangan 
yang harus dihadapi dalam penyusunan program 
mitigasi kampung kota.  

Dari responden didapatkan bahwa kesadaran akan 
kondisi lingkungan telah dibangun secara alamiah. 
Kepadatan bangunan, ruang-ruang yang 
multifungsi, infrastruktur dan utilitas yang tidak 
memenuhi standar akan memicu kebakaran. Dapur 
dan sambungan listrik menjadi tempat yang tinggi 
resiko bahaya kebakaran. Sistem aliran air bersih 
dan air kotor yang tidak layak juga akan memicu 
bahaya penyakit, misalnya DBD (demam berdarah). 

Waktu dan periode yang memiliki resiko tinggi 
terhadap bencana tertentu juga dapat dipetakan. 
Resiko banjir, banjir lahar, wabah penyakit, tanah 
longsor dan angin puting beliung dapat 
diperkirakan waktunya karena terkait musim. 
Sedangkan gempa dan letusan Merapi adalah jenis 
bencana yang tidak dapat diprediksi waktu dan 
periodenya, namun posisi geografis Kota 
Yogyakarta yang berada di lereng Gunung Merapi di 
bagian utara kota dan sesar Opak berada di selatan 
kota (Suyuti 2014). Tercatat gempa, abu vulkanik, 
awan panas dan banjir lahar dingin adalah kejadian 

yang selalu terjadi di wilayah Kota Yogyakarta 
selama 10 tahun terakhir. Mengingat gunung 
Merapi masih tercatat sebagai gunung aktif dan 
sesar di sungai Opak juga merupakan lempeng yang 
aktif, 

Kepadatan kampung di masa kini memberikan 
penekanan pemanfaatan lahan yang efisien dan 
multifungsi (Roychansyah 2011). Ini dapat dilihat 
dari pendapat responden mengenai kelengkapan 
infrastruktur yang berfungsi sebagai pelindung dari 
bencana adalah infrastruktur eksisting, seperti: 
a. Jalan; berfungsi sebagai jalur evakuasi. 
b. Talud; penahan tanah dan tingginya debit 

sungai. 
c. Lapangan, tanah kosong; sebagai tempat 

penampungan korban bencana dan dapur 
darurat. 

d. Fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, balai 
warga/kelurahan; sebagai tempat 
penampungan korban bencana dan dapur 
darurat.  

Sedangkan untuk alat-alat penanggulangan 
bencana, responden memberikan jenis-jenis 
kelengkapan yang ada, yaitu: (a) Hidran untuk 
kejadian kebakaran; (b) Pacul dan sekop jika terjadi 
banjir dan longsor, (c) sirene berfungsi sebagai 
pemberi tanda peringatan bahaya, (d) tandu untuk 
mengevakuasi korban bencana, (e) alat pengukur 
ketinggian air sungai dan (f) alat komunikasi HT 
untuk memantau kondisi debit sungai dari hulu 
hingga ke hilir.  

Organisasi kampung juga dapat diidentifikasi dari 
responden. Masing-masing organisasi telah 
memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menjaga 
keharmonisan dan keberlanjutan lingkungan 
kampung kota: 
• Di lingkungan kampung kota, telah dibentuk 

kelompok masyarakat siaga bencana, yang 
dikenal dengan nama TAGANA (Taruna Siaga 
Bencana). Tugasnya adalah sumber informasi 
mengenai kebencanaan baik dari pemerintah 
maupun dari warga.  

• Kejadian wabah penyakit, yang disebutkan 
oleh responden adalah DBD (demam 
berdarah), pada umumnya ditanggulangi 
dengan kegiatan pada organisasi ibu-ibu di 
kampung, seperti BKR, PKK, HAPSARI, 
Posyandu dan lansia bekerjasama dengan 
puskesmas setempat dan puskesmas keliling.  

• Sedangkan kejadian judi, mabuk, tawuran dan 
narkoba, menurut responden kejadiannya 
tidak berada di kampung mereka, namun ada 
warga kampung yang pernah terlibat pada 
kejadian-kejadian tersebut. Untuk 
penanggulangannya dengan siraman rohani 
pada saat ibadah, anjuran pada saat arisan dan 
pelatihan dari pemerintah dengan kelompok 
siaga narkoba, yang dikenal dengan gerakan 
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PEKAT (Operasi terhadap Penyakit 
Masyarakat), bekerjasama dengan kepolisian 
dan Badan Narkotika Kota (BNK).   

Kampung kota Yogyakarta mendapat perhatian 
khusus dari Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (Kota), dengan memberikan pelatihan 
khusus kebencanaan di tepi sungai. Kampung 
Suryatmajan dan Kampung Pandean telah memiliki 
dokumentasi simulasi penanggulangan bencana 
yang dilakukan antara tahun 2012-2014 yang lalu. 
Kedua kampung tersebut telah melakukan 
perencanaan wilayah kampung dalam rangka 
mengantisipasi kejadian bencana, dengan 
menentukan titik kumpul, jalur evakuasi, titik 
pemantauan sungai, lokasi pengungsian dan dapur 
umum. Dalam dokumentasi tersebut dapat dilihat 
partisipasi warga dalam melakukan simulasi. 

Isu terorisme adalah kejadian yang tidak ditemukan 
selama 2 tahun terakhir di kampung kota 
Yogyakarta. Hal ini dapat dipahami dengan 
penjelasan mengenai rukun oleh Rahmi et al. (2001) 
yang merupakan nilai yang masih kental dalam 
kehidupan warga kampung kota serta hubungan 
yang saling memberikan topangan, baik sosial 
maupun finansial (Newberry 2008) yang dikenal 
dengan arisan. Keharmonisan dan saling tolong-
menolong ini merupakan kondisi yang 
mengharuskan saling mengenal antara tetangga dan 
dengan sendirinya pendatang baru akan berbaur 
dengan masyarakat kampung. 

KESIMPULAN 

Peta kebencanaan berbasis wilayah dan lokalitas 
(Cutter, Burton, dan Emrich 2010), berpengaruh 
pada sejarah terbentuknya dan letak geografisnya. 
Keterbatasan ekonomi, infrastruktur dan ruang 
membentuk pola perilaku warga kampung kota 
dalam menyikapi bencana yang pernah terjadi 
selama ini. Kesadaran akan kemampuan dan 
sumberdaya manusia mendorong kreatifitas dalam 
pengambilan solusi ketika bencana terjadi. 
Pemahaman masyarakat kampung kota terhadap 
bencana dan bahaya dalam konteks lingkungannya 
menjadi titik awal perencanaan kota yang tangguh 
akan bencana.   

Pemahaman masyarakat kampung kota Yogyakarta 
akan isu kebencanaan dapat dilihat dari beberapa 
aspek, yaitu:  
1. Aspek kekhasan resiko bencana, yang 

disebabkan oleh faktor geografis. Kampung yang 
berlokasi di tepi sungai Code, Winongo dan 
Gajahwong memiliki resiko bencana yang khas, 
berkaitan dengan kontur tanah dan kondisi air, 
yaitu banjir dan tanah longsor. Sedangkan yang 
berkaitan dengan keberadaan debu letusan 

merapi, sungai Code memiliki resiko bencana 
yang khas, yaitu banjir lahar. 

2. Aspek sebaran informasi kebencanaan. Hal ini 
dapat dilihat dari temuan bahwa masyarakat 
telah mengetahui jenis-jenis kejadian bencana 
yang terjadi di lingkungan kampung mereka, 
baik informasi umum maupun informasi 
kejadian bencana dalam kurun waktu 2-5 tahun. 

3. Aspek waktu/periodik resiko bencana. 
Penyebaran informasi terkait kebencanaan 
dapat dilakukan secara periodik, karena 
terdapat jenis bencana yang terjadi pada waktu 
yang sangat spesifik, seperti banjir, longsor, 
angin puting beliung dan wabah penyakit DBD 
terjadi pada masa peralihan musim dan pada 
musim penghujan. 

4. Aspek partisipasi warga. Hal ini dapat dilihat 
dari keterlibatan warga dalam organisasi lokal 
yang bersinergi saling membantu apabila terjadi 
kejadian bencana, seperti kelompok masyarakat 
TAGANA dan organsisasi kemasyarakatan 
lainnya seperti PKK, Posyandu, Lansia dan 
Arisan. 

Pada saat ini, warga kampung resisten dari bencana 
sosial karena memiliki nilai-nilai kehidupan yang 
mengedepankan kerukunan, tenggang rasa dan 
gotong royong. Kesadaran ini merupakan bagian 
dari membangun pertahanan internal kampung 
kota, menjawab tantangan lingkungan binaan 
kampung kota yang rentan terhadap bahaya 
bencana.  

Masyarakat di kampung kota telah memiliki 
kesadaran akan kebencanaan, karena lingkungan 
tempat tinggal mereka memiliki kerentanan akibat 
kepadatan dan infrastruktur yang terbatas. 
Dorongan untuk belajar harus didukung oleh pihak-
pihak terkait agar informasi mengenai kebencanaan 
dapat diberikan secara berkesinambungan. 
Pemanfaatan ruang-ruang publik, seperti ruang 
terbuka, jalur sirkulasi dan fasilitas ibadah dapat 
menjadi ruang-ruang yang mewadahi kegiatan yang 
terkait dengan mitigasi bencana, seperti titik 
kumpul, dapur umum dan ruang evakuasi. 

Kemampuan Kota Yogyakarta bertahan dari 
bencana telah dapat dilihat secara nyata dan 
menjadi pembelajaran bagi dunia global (Suyuti 
2014). Elemen yang mempengaruhi kemampuan 
masyarakat dalam memahami kebencanaan dan 
membangun pertahanan lingkungan adalah ikatan 
sosial yang terlihat dari interaksi kehidupan sehari-
hari dan organisasi kampung perkotaan. Mengingat 
interaksi antar warga menjadi kunci penting, maka 
penyusunan program terkait pengurangan resiko 
bencana di permukiman padat yang melibatkan 
masyarakat akan memudahkan semua pihak untuk 
bekerja sama dan menjalin kolaborasi yang efektif 
dan efisien.  
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Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk 
menemukenali aspek-aspek pembentuk 
ketangguhan kampung kota yang lebih terukur, 
sehingga dapat diungkap seberapa tangguh 
kampung kota dalam menghadapi bencana. 
Pemerintah kota, akademisi dan pihak terkait 
lainnya harus melihat peluang membangun 
kesadaran akan mitigasi bencana dapat digali dari 
kearifan masyarakat kampung kota. Kampung kota 
merupakan tipe permukiman yang memiliki potensi 
untuk membangun dasar ketangguhan dengan pola-
pola fisik dan sosial budaya yang mendukung kota 
pintar di masa mendatang. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terimakasih untuk seluruh 
warga kampung yang telah bersedia menjadi 
responden, khususnya para anggota BKM dan 
arisan ibu-ibu setiap kampung. Juga Faskel 
kampung kota yang telah bersedia berbagi 
pengalaman dan informasi. Laboratorium 
Lingkungan Perkotaan dan Permukiman, Prodi 
Arsitektur FAD-UKDW, atas dukungannya selama 
proses pengumpulan data di lapangan 
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mendemonstrasikan suatu metode optimisasi perletakan dan penjadwalan sistem 
pencahayaan dalam ruang, dalam rangka meningkatkan eksitansi rata-rata permukaan dalam ruang (MRSE) 
dan metrik otonomi cahaya alami (DA), serta menurunkan konsumsi energi pencahayaan tahunan. Dua ruang 
laboratorium uji beton yang berlokasi di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Bandung, Indonesia, dipilih 
sebagai studi kasus. Optimisasi pencahayaan alami dilakukan dengan menghilangkan langit-langit gantung 
laboratorium, memenuhi target MRSE200/50% dan DA200/50% sepenuhnya di ruang timur, tetapi hanya sebagian di 
ruang barat. Optimisasi pencahayaan elektrik dilakukan untuk memenuhi target yang tersisa dengan 
menentukan posisi luminer menggunakan algoritme genetik (GA) dalam simulasi Grasshopper dan Octopus. Posisi 
yang dihasilkan memenuhi seluruh tujuan di sebagian besar zona. Penjadwalan kontrol pencahayaan kemudian 
diusulkan berdasarkan profil DA dan MRSE dalam ruang. Sistem terintegrasi yang diusulkan menghasilkan 
konsumsi energi pencahayaan tahunan sebesar 9,9 kWh/m2/tahun untuk ruang barat dan 1,0 kWh/m2/tahun 
untuk ruang timur. 

Kata Kunci: Eksitansi rata-rata permukaan dalam ruang, otonomi cahaya alami, sistem pencahayaan, algoritme 
genetik, optimisasi 

Abstract 
This research was conducted to demonstrate an approach to optimise general lighting condition in indoor spaces, 
to improve mean room surface exitance (MRSE) and daylight autonomy (DA), while reducing annual lighting 
energy demand. Two concrete-testing laboratory rooms located in the Centre for Material and Technical Products 
in Bandung, Indonesia were taken as case study. Daylight optimisation was performed by removing the 
laboratories’ false ceiling in simulation, satisfying MRSE200/50% and DA200/50% target entirely in the east room, but 
only partially in the west room. Electric lighting optimisation was performed to meet the remaining target by 
determining the luminaires’ position using genetic algorithm in Grasshopper and Octopus simulation. The 
resulting positions meet the entire objectives in most of the zones. Scheduling of the lighting control is suggested 
based on the DA and MRSE profiles. The proposed integrated system yields annual lighting energy demand of 9.9 
kWh/m2/yr for the west room and 1.0 kWh/m2/yr for the east room. 

Keywords: Mean room surface exitance, daylight autonomy, lighting system, genetic algorithm, optimisation 
 
 
 

PENDAHULUAN 

Peran fisika bangunan, terutama dalam aspek 
lingkungan termal, pencahayaan dan akustik, dalam 
mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan 
produktivitas pekerja di lingkungan kerja telah lama 
diketahui. Dalam aspek pencahayaan, tersedianya 
cahaya yang memadai dalam suatu ruang kerja 

diperlukan untuk menjamin tersedianya lingkungan 
kerja dengan kinerja dan kenyamanan visual yang 
optimum, yang diperlukan dalam mewujudkan 
keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pekerja. 

Dalam pendekatan desain pencahayaan tradisional, 
fokus perhatian biasanya pada penyediaan nilai yang 
memadai dari iluminansi bidang kerja, sebagaimana 
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mailto:mimafadla@gmail.com3


Jurnal Permukiman Vol. 14 No. 1 Mei 2019: 45 – 54 

46 

ditentukan dalam berbagai standar dan kode, misal 
BSN (2000; 2001); ISO (2002); CEN (2011). Namun, 
pendekatan yang lebih mutakhir kini bergeser ke 
arah desain iluminansi tidak langsung rata-rata pada 
bidang mata, yang dapat didekati dengan metrik 
eksitansi rata-rata permukaan dalam ruang (MRSE), 
yang pertama kali didefinisikan oleh Cuttle (2008; 
2010; 2013) sebagai rasio antara fluks pantulan 
pertama (FRF) dan luas absorpsi cahaya dalam ruang 
(Aα). MRSE direkomendasikan sebagai indikator 
kecerahan spasial dari pencahayaan latar (Cai et al. 
2018; Cuttle 2013; 2015), yang jika dirancang dengan 
baik dapat secara signifikan mengurangi konsumsi 
energi pencahayaan. 

Meskipun konsep MRSE telah lama diusulkan, studi 
kasus yang melibatkan optimisasi dalam ruang nyata 
jarang ditemui. Cuttle (2010; 2013; 2015) telah 
memberikan beberapa contoh praktis tentang 
penerapan MRSE dalam desain pencahayaan 
berbagai ruang interior, tetapi tanpa proses 
optimisasi. Cai et al. (2018) telah mengusulkan aturan 

praktis serta hubungan matematis antara iluminansi 
pada bidang mata dan MRSE serta reflektansi 
permukaan ruang pada skenario pencahayaan alami 
dan elektrik. Namun demikian, ruang yang 
dimodelkan dalam penelitian tersebut bersifat 
hipotetis/konseptual, sehingga kurang mewakili 
interaksi riil dengan lingkungan.  

Dalam penelitian ini, diusulkan studi kasus nyata 
yang melibatkan perhitungan dan optimisasi MRSE 
pada Laboratorium Beton Balai Besar Bahan dan 
Barang Teknik (B4T), Kementerian Perindustrian, 
Bandung, Indonesia. Laboratorium ini terdiri dari dua 
ruang (barat dan timur), yang berfungsi sebagai 
fasilitas pengujian untuk menilai kualitas sampel 
beton komersial.  

Kedua ruang tersebut secara umum memiliki 
kecerahan ruang yang rendah, karena reflektansi 
permukaan dalam ruang yang relatif rendah. 
Pengecatan dinding dalam ruang dianggap kurang 
efektif karena faktor perawatan/ kebersihan ruang 

 
(a)                                                                        

 

 
 (b) 

Gambar 1 Denah Lantai dan Sistem Pencahayaan Umum Elektrik pada Ruang (a) barat dan (b) timur 
Laboratorium Beton (dalam meter) 
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yang cenderung rendah. Oleh karena itu, strategi 
desain dalam penelitian ini difokuskan pada 
mengoptimumkan perletakan dan penjadwalan 
luminer (lampu + armatur) pada sistem pencahayaan 
umum, serta integrasinya dengan pencahayaan alami. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengoptimumkan perletakan 
luminer pada laboratorium pengujian beton tersebut, 
dengan mengevaluasi MRSE dan metrik pencahayaan 
lain yang relevan. Metode algoritme genetika (GA) 
digunakan untuk optimisasi, dengan sasaran sebagai 
berikut: 
1. Menentukan spesifikasi, posisi, dan 

pengelompokan luminer di ruangan terkait, 
dengan mempertimbangkan berbagai metrik 
pencahayaan termasuk MRSE. 

2. Menentukan jadwal optimum untuk pengontrolan 
sistem pencahayaan elektrik yang terintegrasi 
dengan pencahayaan alami. 

METODE 

Pengambilan Data 
Bangunan Laboratorium Beton B4T terdiri dari dua 
ruang besar yang terpisah, yaitu ruang barat dan 
timur. Kedua ruang memiliki lantai berukuran sekitar 
21 m × 11 m, serta langit-langit gantung setinggi 3 m 
dari lantai. Denah lantai ditampilkan dalam Gambar 1, 
mencakup denah sistem pencahayaan umum elektrik 
(LED) yang ada. Tampak elevasi kedua ruang 
ditampilkan pada Gambar 2, sedangkan foto kedua 
ruang ditampilkan pada Gambar 3. 

 

Dalam desain yang diusulkan, kedua ruang 
laboratorium secara virtual dibagi menjadi beberapa 
zona pengelompokan luminer, yang ditentukan 
berdasarkan posisi relatif dan jenis kegiatan yang 
relevan. Lima zona (A sampai E) didefinisikan pada 
ruang barat, sedangkan tujuh zona (A hingga G) 
didefinisikan pada ruang timur, seperti pada Gambar 
2. 

Karena optimisasi desain dilakukan dengan 
menggunakan pemodelan komputasi dan simulasi, 
prosedur validasi dilakukan untuk memastikan tidak 
ada perbedaan yang signifikan antara kinerja ruang 
aktual dan ruang model. Terdapat 16 dan 15 titik ukur 
yang didefinisikan pada ruang barat dan timur. 
Iluminansi horizontal pada setiap titik diukur 
menggunakan iluminansi meter Hioki HiTester 3423 
dan Lutron LX-103, pada ketinggian 0,75 m dari 
lantai.  

Pengukuran dilakukan pada 6 Mei 2017 dari pukul 
10.00 hingga 11.00 WIB di semua titik ukur dan di 
luar gedung, di bawah kondisi langit berawan, tanpa 
menggunakan pencahayaan elektrik. Rasio antara 
iluminansi dalam dan luar ruang menghasilkan faktor 
pencahayaan alami siang hari (FPASH) untuk setiap 
titik ukur, yang secara teoritis bernilai konstan 
sepanjang tahun, dengan asumsi kondisi langit 
berawan standar. 

Reflektansi permukaan dalam ruang (ρ) diukur 
menggunakan luminansi meter Konica Minolta LS-
110 dan disesuaikan dengan JALOXA Colour Picker 
(Jaloxa 2019). Kekasaran (r) dan spekularitas (s) 
masing-masing bahan permukaan ditentukan 
menurut basis data Radiance (Matthews 2017).  
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2 Tampak Elevasi Ruang (a) Barat dan (b) Timur Laboratorium Beton (dalam meter) 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 3 Foto Suasana pada Ruang (a) Barat dan 
(b) Timur Laboratorium Beton  

 

Pemodelan dan Simulasi  
Model geometris dari kedua ruang laboratorium 
beserta penghalang luar yang ada di sekitarnya 
dibangun dan disimulasikan dengan Rhinoceros 3D 
(Robert McNeel & Associates 2019) dan Grasshopper 
(Davidson 2018). Simulasi di dilakukan 
menggunakan data cuaca (*.epw) dari Bandung, 
Indonesia. Kedua ruang diasumsikan selalu dihuni 
mulai pukul 08.00 hingga 16.00, dari hari Senin 
hingga Jumat.  

Faktor pencahayaan alami siang hari (DF), yang 
merupakan rasio antara iluminansi dalam dan luar 
ruang yang diukur secara bersamaan di bawah langit 
berawan CIE, ditinjau pada titik-titik ukur yang 
ditetapkan. Uji statistik t dilakukan untuk 
mengevaluasi perbedaan statistik antara rata-rata DF 
yang diukur dan yang disimulasikan. Jika 
perbedaannya tidak signifikan (p > 0,05), model yang 
dibangun dianggap telah valid dalam 
merepresentasikan fenomena refleksi dan transmisi 
di dalam ruang tersebut. 

Seluruh properti material permukaan ruang diambil 
berdasarkan data JALOXA Colour Picker pada Tabel 1, 
sedangkan parameter simulasi Radiance yang 
digunakan tercantum dalam Tabel 2. Untuk 
memodelkan kondisi pencahayaan umum, 
pengelompokan luminer di kedua ruang 

laboratorium diasumsikan seperti pada Gambar 5. 
Dua atau tiga luminer yang terdapat pada kondisi 
aktual digabungkan menjadi empat kelompok (P, Q, R, 
S) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.  

Tabel 1 Properti Material Permukaan Dalam Ruang 
  

Material ρR ρG ρB r s 

Lantai 0,149 0,150 0,149 0,000 0,000 

Dinding putih 0,770 0,770 0,770 0,000 0,000 

Dinding kuning 0,100 0,568 0,040 0,000 0,000 

Dinding kayu 0,160 0,090 0,045 0,100 0,080 

Perabot kayu 0,005 0,003 0,002 0,080 0,080 

Skala bacaan 0,290 0,280 0,280 0,020 0,050 

Instrumen 1 0,320 0,296 0,296 0,800 0,020 

Instrumen 2 0,000 0,000 0,400 0,800 0,020 

Instrumen 3 0,320 0,302 0,302 0,800 0,020 

Kusen jendela 0,150 0,150 0,150 0,800 0,020 

Fasad luar 0,581 0,615 0,523 0,000 0,000 

Pohon 0,000 0,250 0,000 0,270 1,000 

 

Tabel 2 Parameter Simulasi Dalam Radiance 

Parameter Nilai 

Ambient accuracy (aa) 0,2 

Ambient bounce (ab) 5 

Ambient divisions (ad) 512 

Ambient resolution (ar) 128 

Ambient super-samples (as) 256 

Direct relays (dr) 3 

Source substructuring (ds) 0,15 

Limit reflection (lr) 8 

Limit weight (lw) 0,002 

Direct certainty (dc) 0,5 

Direct pretest density (dp) 512 

Direct thresholding (dt) 0,05 

Specular threshold (st) 0,15 

 
 

Tabel 3 Fluks Cahaya Aktual dan Asumsi Dalam 
Pengelompokan Luminer  

Luminer 
(barat) 

Luminer 
(timur) 

Fluks 
cahaya 

aktual [lm] 
Grup 

Fluks 
cahaya 
asumsi 

[lm] 

- #16, #17  990 P 1055 

#2 - 1100  
 

1055 

- #1~4 1100 1055 

#1 #7~10 2520 Q 2500 
#3 #5, #6 2340  2500 

- #11~14  1276 R 1500 
#6~11 #15 1426  1500 

#4 - 2300 S 2300 
#5 - 2300  2300 
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Parameter utama dalam penelitian ini adalah MRSE, 
yang didefinisikan sebagai berikut: 

( ) ( )

1 1

1 1

FRF
MRSE

(1 ) (1 )

n n

j d j j d j j

j j

n n

j j j j

j j

Φ E A

A
A A

 

 

= =

= =

= = =

− −

 

 

.….(1) 

dengan FRF ialah fluks pantulan pertama dari 
permukaan dalam ruang [lm], Aα ialah total luas 
absorpsi cahaya dalam ruang [m2], ρ ialah reflektansi 
permukaan dalam ruang [-], sedangkan Φ(d) dan E(d) 

ialah fluks cahaya [lm] dan iluminansi [lx] langsung 
yang diterima pada permukaan dalam ruang. 

Nilai 200 lm/m2 diambil sebagai target, yaitu titik 
tengah antara 100 dan 300 lm/m2, seperti yang 
direkomendasikan oleh Cuttle (2008; 2015) untuk 
persepsi kecerahan yang 'dapat diterima' dan 'cerah'. 
Nilai MRSE dihitung secara terpisah untuk setiap 
zona luminer (Gambar 3), berdasarkan kontribusi 
pencahayaan alami dan elektrik. 

Untuk mengamati berapa lama target MRSE dapat 
dicapai sepanjang tahun, didefinisikan metrik 
temporal %MRSE200, yaitu fraksi waktu di mana 
MRSE ≥ 200 lm/m2 terpenuhi, relatif terhadap total 
jam kerja dalam setahun (T), sehingga: 

MRSE 200
200%MRSE 100%

t

T

=     ……....……..……....…(2) 

Untuk menunjukkan kinerja pencahayaan alami siang 
hari, digunakan metrik otonomi cahaya alami dalam 
domain spasial (sDA) di setiap zona, dengan target 
iluminansi minimum 200 lx (BSN 2001), selama 
sekurang-kurangnya 50% dari waktu, yaitu:  

DA200>50%
200/50%

total

sDA 100%
A

A
=      ……....….…………..(3) 

dengan ADA200>50% ialah area lantai yang memiliki 
DA200/50% [m2], serta Atotal ialah total luas lantai yang 
dihuni di zona tersebut [m2]. 

Selanjutnya, metrik iluminansi rata-rata (Eav) dan 
kemerataan (U, yaitu rasio antara pencahayaan 
minimum dan rata-rata) pada bidang kerja di setiap 
zona juga dihitung, dengan target minimum 200 lx. 
Metrik %Eav200 juga diusulkan untuk menentukan 
kontribusi pencahayaan alami terhadap kinerja 
pencahayaan total, sehingga: 

av 200

av,200% 100%
Et

E
T


=     ……………………..………..(4) 

Strategi Desain 
Strategi desain yang dilakukan pada prinsipnya 
mengintegrasikan pencahayaan alami dengan sistem 
pencahayaan elektrik dalam ruang, untuk 
mengoptimumkan kinerja dan kenyamanan visual 
serta konsumsi energi elektrik. Nilai FRF yang 
diperlukan untuk setiap zona adalah: 

  )]1()1([ MRSEFRF ffcc AA  −+− ……….(5) 

Dengan menerapkan metode lumen, total fluks yang 
dipancarkan oleh semua luminer (Φtot) pada setiap 
zona adalah: 

  
DLORULOR

)]1()1([ MRSE
tot

fc

ffcc AA
Φ





+

−+−
 ……..…...(6) 

dengan Ac, Af ialah luas permukaan langit-langit dan 
lantai [m2], ρc, ρf ialah reflektansi langit-langit dan 
lantai [-], serta ULOR dan DLOR ialah rasio keluaran 
cahaya ke atas dan ke bawah dari tiap luminer.  

Untuk mengoptimumkan pencahayaan umum, 
karena faktor pemeliharaan ruang relatif rendah 
serta reflektansi langit-langit lebih besar daripada 
reflektansi lantai, dipilih jenis luminer yang 
mengarah ke atas (uplight). Berdasarkan Persamaan 
5 dan 6, banyaknya luminer yang diperlukan pada 
masing-masing zona dapat dihitung dan disesuaikan, 
sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4 dan 5. 
Densitas daya pencahayaan di ruang barat dan timur 
didapatkan berturut-turut sebesar 6,1 dan 4,3 W/m2. 

Tabel 4 Banyaknya Luminer yang Diperlukan 
Pada Ruang Barat 

Zona Aα 
[m2] 

FRF [lm] Φtot [lm] n hitung n sesuai 

A 41,5 8295 14204 4 2 
B 45,1 9016 15438 4 4 
C 99,3 19860 34007 6 7 
D 44,2 8834 15127 4 3 
E 39,9 7976 13658 4 3 

n total (disesuaikan) 19 
Total luas lantai [m2] 163,9 

Densitas daya pencahayaan [W/m2] 6,1 
 

 

Tabel 5 Banyaknya Luminer yang Diperlukan 
Pada Ruang Timur 

Zone Aα 
[m2] 

FRF [lm] Φtot 
[lm] 

n 
hitung 

n sesuai 

A 61,6  12318 21092 4 4 
B 25,9 5184   8876 2 2 
C 35,6 7112 12177 2 2 
D 52,3  10464 17917 4 4 
E 35,7 7133 12213 2 2 
F 18,6 3720   6371 2 1 
G 28,4 5680   9727 2 3 

n total (disesuaikan) 18 
Total luas lantai [m2] 219,7 

Densitas daya pencahayaan [W/m2] 4,3 
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Sebagai langkah terakhir, dalam simulasi dilakukan 
penghilangan langit-langit gantung (false ceiling) 
yang ada dalam kedua ruang, untuk memperbesar 
bukaan cahaya alami dan udara segar. 

Optimisasi Desain 
Optimisasi desain dilakukan dengan menggunakan 
algoritme genetik (GA) dalam Grasshopper dan 
Octopus. Konsep GA diusulkan pertama kali pada 
tahun 1950-an (Barricelli 1954; 1957; Fraser 1957) 
Secara ringkas, GA menerapkan berbagai operator 
yang ada pada proses evolusi, seperti persilangan, 
mutasi, dan seleksi, untuk mendapatkan generasi 
keturunan dengan tingkat kelaikan lebih tinggi 
dibandingkan generasi sebelumnya. Iterasi dilakukan 
secara komputasi sampai titik tertentu di mana nilai 
kelaikan yang diperoleh menjadi cukup dekat dengan 
target, sehingga diperoleh solusi optimum dari 
masalah optimisasi tersebut. 

Dalam kasus ini, variabel masukan adalah lokasi 
spasial (x, y, z) dari setiap luminer umum di setiap 
zona, dengan interval 0,1 m. Pada setiap zona 
diberlakukan aturan sebagai berikut: semua luminer 
harus memiliki nilai z yang sama; semua luminer 
pada baris yang sama harus memiliki nilai x yang 
sama; dan semua luminer dalam kolom yang sama 
harus memiliki nilai y yang sama. Jarak antara baris 
yang berdekatan (dx) dan kolom (dy) luminer 
setidaknya harus 0,1 m. 

Nilai MRSE yang dihitung (MRSEcalc) kemudian 
dinormalisasi dengan MRSE target sebesar 200 
lm/m2. Dengan mempertimbangkan pula nilai 
kemerataan (U), dapat didefinisikan suatu fungsi 
objektif f sebagai berikut: 

 

2 2

calc

target

MRSE 1
1 1

MRSE
f

U

   
= − − −       

…………………...… (7) 

Problem optimisasi pada setiap zona dengan 
demikian dapat dituliskan secara formal sebagai 
berikut: 

min f  …………………………………..………….......…..……... (8) 

dengan kendala: 

dx ≥ 0,1 m, dy ≥ 0,1 m …………….…….….………..…..…. (9) 

Eav ≥ 200 lx ………….……………………………………….. (10) 

Untuk mendapatkan solusi optimum, GA dilakukan 
menggunakan program Octopus. Parameter GA yang 
relevan ditampilkan pada Tabel 6.  

Tabel 6 Parameter GA dalam Octopus 

Parameter Nilai Rentang 

Crossover rate 0,8 0 ~ 1 

Mutation probability 0,01 0 ~ 1 

Mutation rate 0,001 0 ~ 1 

Elitism 0,5 0 ~ 1 

 

Optimisasi luminer dilakukan sebagai pelengkap 
pencahayaan alami dalam ruang, dengan cara 
penjadwalan luminer, dengan asumsi sakelar 
nyala/mati untuk pengelompokan luminer tertentu. 
Semua luminer ditetapkan untuk aktif selama jam 
kerja (1910 jam per tahun), dengan algoritme sebagai 
berikut:  
1. Pada skema pencahayaan umum, jika zona 

memiliki MRSE < 200 lm/m2, atau Eav < 200 lx, 
maka semua luminer pada zona tersebut akan 
dinyalakan. Untuk menerangi pembacaan skala 
instrumen, misal pada zona A dan C di ruang timur 
dan pada zona D di ruang barat, luminer lokal 
harus digunakan jika diperlukan.  

2. Pada skema pencahayaan lokal + umum, selain 
algoritme yang ditentukan, jika MRSE dan Eav 
mencapai target tetapi iluminansi pada 
permukaan skala (Es) tidak, maka hanya luminer 
lokal yang akan dinyalakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validasi Model 
Tabel 7 merangkum hasil uji statistik t untuk validasi 
nilai FPASH berdasarkan pengukuran dan simulasi 
kondisi aktual. Dapat diamati bahwa tidak terdapat 
perbedaan signifikan (p = 0,78 dan 0,81 untuk ruang 
barat dan timur berturut-turut) antara rata-rata nilai 
FPASH terukur dan simulasi. Oleh karena itu, model 
ini dianggap valid dan dapat diproses untuk 
optimisasi lebih lanjut. 

Tabel 7 Hasil Uji t untuk Nilai FPASH Berdasarkan 
Pengukuran dan Simulasi Kondisi Aktual  

 
Ruang Barat Ruang Timur 

Parameter Ukur  
[%] 

Sim. 
[%] 

Ukur 
[%] 

Sim. 
[%] 

Mean 0,21 0,26 2,59 2,23 

SD 0,30 0,66 4,64 3,44 

t stat 0,28 0,61 

df 21 29 

T crit 2,08 2,06 

p 0,78 0,81 
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Tabel 8 Hasil Simulasi Pencahayan Alami Tahunan 
pada Kondisi Aktual Di Tiap Zona 

Zona 
Ruang Barat Ruang Timur 

%MRSE200 
[%] 

sDA200/50% 
[%] 

%MRSE200 
[%] 

sDA200/50% 
[%] 

A 0,0 0,0   0,2 18,3 
B 0,0 0,0 12,4 82,8 
C 0,0 0,0 69,7 94,2 
D 0,1 5,9   1,4 63,2 
E     44,8     78,7 10,7 89,0 
F - - 86,9 91,8 
G - - 94,2 99,8 

 

Tabel 9 Hasil Simulasi Pencahayan Elektrik pada 
Kondisi Aktual Di Tiap Zona 

Zona Ruang Barat Ruang Timur 

 MRSE 
[lm/m2] 

Eav  
[lx] 

U 
[-] 

MRSE 
[lm/m2] 

Eav 
[lx] 

U 
[-] 

A 25 37 0,40 19 22 0,40 
B 23 37 0,30  6  1 0,30 
C 18 38 0,20  0  2 0,40 
D 20 44 0,50 71 12 0,10 
E 22 29 0,40  0 23 0,20 
F - - - 20 43 0,70 
G - - -  1  9 0,10 

 

Simulasi tahunan dilakukan dengan model kondisi 
yang ada, dengan mempertimbangkan pencahayaan 
alami dan elektrik. Tabel 8 merangkum %MRSE200 

dan sDA200/50% pada tiap zona dalam skenario 
pencahayaan alami. Adapun Tabel 9 merangkum 
MRSE, Eav, dan U dalam skenario pencahayaan 
elektrik saja, untuk mengetahui kontribusi sistem 
pencahayaan umum. Nilai U tidak dipertimbangkan 
dalam skenario pencahayaan alami, karena umumnya 
bernilai rendah dan berpotensi menimbulkan kontras 
yang tinggi. 

Sebagian besar zona tidak memenuhi target MRSE 
dan sDA karena terbatasnya luas bukaan cahaya serta 
terdapat penghalang di luar gedung laboratorium. 
Ruang timur secara umum menerima lebih banyak 
cahaya alami dibandingkan dengan ruang barat. Zona 
G di ruang timur terletak di sebelah bukaan pintu 
besar (digunakan untuk masuk dan keluar saat 
mengangkut material beton uji) di sisi timur, sehingga 
memiliki nilai sDA200/50% terbesar.  

Tabel 9 menunjukkan bahwa MRSE tertinggi adalah 
71 lm/m2 di zona D ruang timur, sedangkan Eav 
tertinggi adalah 44 lx di zona D ruang barat. 
Kemerataan terbesar adalah 0,70 di zona F ruang 
timur, sedangkan Eav adalah 43 lx. Meskipun zona A, 
C, dan F ruang timur dan zona A, D, E barat mencapai 
U > 0,33, iluminansi rata-ratanya masih terlalu 
rendah sehingga masih perlu dioptimumkan. 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4 Denah Perletakan Optimum Luminer Umum pada Ruang (a) Barat dan (b) Timur  
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Optimisasi 
Gambar 5 menunjukkan plot konvergensi GA untuk 
fungsi objektif f pada setiap zona di kedua ruang 
laboratorium. Diamati bahwa setelah sekitar 23 
generasi, iterasi nilai f pada semua zona menjadi 
konvergen. Berdasarkan hasil tersebut, perletakan 
optimum dari setiap luminer umum dapat 
diperkirakan, seperti ditampilkan pada Gambar 6. 

 
(a)  

 
(b) 

Gambar 5 Plot Konvergensi GA untuk Fungsi 
Objektif f Pada Ruang (a) Barat dan (b) Timur  

 
Tabel 10 merangkum hasil simulasi tahunan setelah 
optimisasi pada setiap zona dan ruang, dalam 
skenario pencahayaan alami tanpa langit-langit 
gantung. Dibandingkan dengan Tabel 8, modifikasi 
yang diusulkan lebih efektif pada ruang timur, di 
mana sDA200/50% pada semua zona mencapai hampir 
100%, serta %MRSE200 > 78%. 

Tabel 10 Hasil Simulasi Pencahayaan Alami Setelah 
Optimisasi Di Tiap Zona 

Zona 

Ruang Barat Ruang Timur 

%MRSE200 
[%] 

sDA200/50% 
[%] 

%MRSE200 
[%] 

sDA200/50% 
[%] 

A    0,3   0,0 78,9 95,4 
B    0,0   0,6 87,4 97,9 
C    0,2   0,3 90,5 99,1 
D 41,6 90,8 87,7 96,2 
E 69,9 86,5 90,8 97,5 
F - - 97,7 98,7 
G - - 98,4   100,0 

 

Adapun peningkatan kinerja cahaya alami secara 
keseluruhan di ruang barat relatif kecil, terutama 
karena adanya penghalang di sisi luar pintu barat. 

Situasi di zona A, B, dan C relatif tidak berubah. Pada 
zona-zona tersebut, pencahayaan elektrik masih 
harus digunakan sepanjang hari, sehingga konsumsi 
energi tahunannya diperkirakan akan jauh lebih 
tinggi daripada ruang timur. 

Sementara itu, Tabel 11 merangkum MRSE, Eav, dan U 
setelah optimisasi dalam skenario pencahayaan 
elektrik saja. Dibandingkan dengan Tabel 13, tampak 
bahwa modifikasi dan optimisasi yang diusulkan 
dapat menghasilkan MRSE sekitar 200 lm/m2 dan Eav 
200 lx di kedua ruang. 

Tabel 11 Hasil Simulasi Pencahayaan Elektrik 
Setelah Optimisasi di Tiap Zona 

Zone 
Ruang Barat Ruang Timur 

MRSE 
[lm/m2] 

Eav  
[lx] 

U 
[-] 

MRSE 
[lm/m2] 

Eav 
[lx] 

U 
[-] 

A 203 219 0,48 209 229 0,23 
B 200 237 0,39 189 185 0,27 
C 205 293 0,35 208 206 0,24 
D 213 290 0,42 246 189 0,33 
E 211 256 0,45 220 206 0,42 
F - - - 293 185 0,37 
G - - - 221 219 0,47 

 

Nilai MRSE terendah yang dicapai adalah 189 lm/m2 
di zona B ruang timur, sedangkan tertinggi adalah 
293 lm/m2 di zona F, juga di ruang yang sama. 
Peningkatan terbesar dicapai untuk MRSE di zona G 
(ruang timur, sekitar 220% meningkat) dan untuk Eav 
di zona B (ruang timur, sekitar 184% meningkat). 
Kemerataan pada bidang kerja menjadi antara 0,2 
dan 0,5 di semua zona; nilai ini relatif rendah, tetapi 
perlu diingat kembali bahwa nilai minimum 
kemerataan tidak dicantumkan secara spesifik dalam 
SNI (BSN 2001). 

Berdasarkan penjadwalan yang diusulkan untuk 
mengintegrasikan pencahayaan alami dan elektrik, 
dan dengan mempertimbangkan posisi luminer yang 
optimum dari hasil optimisasi GA, maka durasi waktu 
(ton [jam]) untuk pengoperasian luminer umum dan 
lokal, serta konsumsi energi pencahayaan tahunan 
(KE [kWh/m2 atau kWh/m2/tahun]) untuk kedua 
ruang laboratorium dapat ditentukan, sebagaimana 
dirangkum dalam Tabel 12 dan 13. 

Tabel 12 menunjukkan bahwa pencahayaan umum di 
ruang timur hanya diperlukan selama sekitar 
seperempat dari total jam kerja dalam setahun, sesuai 
dengan profil MRSE dan DA pada semua zona di 
ruangan tersebut. Pencahayaan lokal pada zona A 
aktif selama 90 jam per tahun. Meskipun memiliki 
instrumen uji yang memerlukan pembacaan yang 
teliti, zona C tidak memerlukan pencahayaan lokal 
sepanjang waktu, karena posisinya relatif dekat 
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dengan bukaan pintu (Gambar 4b), sehingga 
kontribusi cahaya alami yang diterima pada zona 
tersebut telah cukup memadai. 

Tabel 12 Durasi Waktu Operasi Luminer Umum dan 
Lokal Serta Konsumsi Energi Pencahayaan yang 

Diperlukan pada Ruang Barat 

Zona 
n 

luminer 

ton, 
umum 
[jam] 

ton, 
lokal 
[jam] 

KE 
[kWh/th] 

KE [kWh/ 
m2/th] 

A 2 1910 - 202,5 

9,9 

B 4 1910 - 404,9 

C 7 1907 - 707,5 

D 3 1115 795 219,4 

E 3   576 -   91,6 

 

Tabel 13 Durasi Waktu Operasi Luminer Umum dan 
Lokal serta Konsumsi Energi Pencahayaan yang 

Diperlukan pada Ruang Timur 

Zona 
n 

luminer 

ton, 
umum 
[jam] 

ton, 
lokal 
[jam] 

KE 
[kWh/th] 

KE [kWh/ 
m2/th] 

A 4 403 90 90,2 

1,0 

B 2 241 - 25,5 

C 2 182 - 19,3 

D 4 235 - 49,8 

E 2 175 - 18,6 

F 1   44 -   2,3 

G 3   30 -   4,8 

 
Sebaliknya, pencahayaan umum di ruang barat 
diperlukan pada sebagian besar waktu; zona A dan B 
bahkan memerlukan pencahayaan umum setiap saat, 
yaitu 1910 jam per tahun. Pencahayaan lokal 
diperlukan di zona D selama sekitar 800 jam per 
tahun, sedemikian sehingga ruang barat 
mengkonsumsi energi pencahayaan listrik kira-kira 
sembilan kali lebih besar daripada ruang timur. 

Pembahasan  
Metode pengontrolan sistem pencahayaan elektrik 
(luminer) dalam penelitian ini menggunakan teknik 
pengelompokan sesuai zona dengan algoritme nyala-
padam (on-off) sesuai kebutuhan. Hal ini diharapkan 
dapat menghasilkan kinerja sistem pencahayaan 
yang lebih baik dibandingkan dengan sistem 
pencahayaan mampu-redup (dimmable), yang kurang 
andal ketika dicatu dengan tegangan jala-jala yang 
kurang stabil.  

Hasil simulasi dan optimisasi menunjukkan bahwa 
desain dan modifikasi sistem yang diusulkan 
menghasilkan MRSE rata-rata sekitar 200 lm/m2 dan 
Eav 200 lx di kedua ruang laboratorium, sesuai target 
desain. Nilai MRSE terendah dan tertinggi dicapai 
pada zona B dan F di ruang timur, yang menerima 
relatif lebih banyak radiasi matahari selama pagi hari, 

sehingga menghasilkan pula kontras yang tinggi pada 
lantai ruang. Nilai iluminansi bidang kerja 
ditargetkan sebesar 200 lx atau 1,5 kali lebih rendah 
dari nilai 300 lx yang biasanya digunakan, karena 
bidang kerja di laboratorium tersebut lebih banyak 
digunakan untuk memindahkan dan menyiapkan 
material beton, yang dapat dikategorikan sebagai 
aktivitas visual rendah-menengah dalam ruang 
industri (BSN 2001). 

Kemerataan U pada bidang kerja setelah optimisasi di 
semua zona masih relatif rendah (di bawah 0,5); 
namun demikian, nilai minimum U tidak secara 
spesifik ditentukan dalam SNI (BSN, 2001). Untuk 
membaca skala pada instrumen ukur yang cukup 
teliti, dapat digunakan pencahayaan lokal, misalnya 
pada zona D di ruang barat dan zona A di ruang timur. 

Prosedur pengukuran MRSE dapat dilakukan dengan 
memasang sensor cahaya yang dikalibrasi di 
beberapa titik dalam ruang, menghadap ke enam arah 
sumbu utama (x+, x–, y+, y–, z+, z–), seraya dilindungi 
dari cahaya langsung. Namun, lokasi yang tepat dari 
sensor cahaya tersebut haruslah disesuaikan agar 
tidak mengganggu tata letak berbagai perabot atau 
perkakas yang telah ada di dalam ruang. Dengan 
demikian, pengembangan topik ini dapat dilakukan 
dalam hal kalibrasi antara desain dan kinerja 
operasional sistem pencahayaan yang telah 
terintegrasi. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini telah mendemonstrasikan aplikasi 
metode optimisasi sistem pencahayaan dengan 
mempertimbangkan eksitansi rata-rata permukaan 
dalam ruang (MRSE), otonomi cahaya alami (DA), 
iluminansi rata-rata pada bidang kerja (Eav) dan 
kemerataan, dalam kasus Laboratorium Beton di B4T, 
Bandung. Berdasarkan modifikasi desain yang 
diusulkan, didapatkan bahwa di ruang laboratorium 
timur, sDA200/50% di semua zona mencapai hampir 
100%, dan %MRSE200 lebih dari 78%. Adapun 
peningkatan secara keseluruhan di ruang 
laboratorium barat relatif kecil, karena adanya 
penghalang di sisi luar ruang pada arah barat. 

Berdasarkan perhitungan dengan konsep MRSE, 
disarankan menggunakan masing-masing 19 dan 18 
unit luminer untuk ruang barat dan timur. Posisi 
optimum luminer yang digunakan untuk sistem 
pencahayaan umum telah ditentukan dengan 
menggunakan algoritme genetik (GA), sedemikian 
sehingga menghasilkan MRSE sekitar 200 lm/m2 dan 
Eav 200 lx pada kedua ruang. Kemerataan pada bidang 
kerja setelah optimisasi bernilai antara 0,2 dan 0,5 
pada seluruh zona. 
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Densitas daya pencahayaan yang dihasilkan oleh 
sistem pencahayaan elektrik adalah 6,1 dan 4,3 W/m2 
untuk masing-masing ruang, yaitu di bawah target 
maksimum 7,25 W/m2. Integrasi sistem pencahayaan 
elektrik dengan pencahayaan alami didapatkan 
menghasilkan konsumsi energi elektrik tahunan 
sebesar 9,9 kWh/m2/tahun untuk ruang barat dan 1,0 
kWh/m2/tahun untuk ruang timur.  

Meskipun dibatasi oleh geometri ruang dan jenis 
luminer yang diasumsikan, penelitian ini telah 
mendemonstrasikan kemampuan GA dalam 
mengoptimalkan desain pencahayaan dalam ruang, 
serta kemungkinan untuk menghitung potensi 
penghematan energi dengan integrasi sistem 
pencahayaan alami dan elektrik. 
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Dilatarbelakangi oleh permasalahan kualitas rumah subsidi yang masih menjadi salah satu hambatan utama 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau, 
maka kajian ini bertujuan untuk menilai aspek kualitas rumah subsidi pada program Rumah Murah 
berdasarkan perspektif MBR sebagai penerima manfaat program. Kajian ini menggunakan studi kasus pada 
Perumahan Mutiara Hati di Kota Semarang, dimana data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 60 
responden, dan dianalisis dengan deskriptif-statistik dan pembobotan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 
aspek kualitas rumah subsidi di lokasi studi kasus memperoleh bobot total 1.222 poin yang masuk kategori 
penilaian “cukup baik”, meski tingkat kepuasan yang didapatkan dari responden hanya 63,65%. 
Pembelajaran dari studi kasus yang dapat ditarik untuk merepresentasikan kondisi rumah subsidi secara 
umum pada program Rumah Murah di Indonesia, yaitu mengenai rendahnya kualitas rumah subsidi terkait 
dengan kondisi fisik bangunan rumah dan kondisi prasarana dasar yang disediakan oleh pengembang, dan 
masalah keterbatasan suplai rumah subsidi pada pasar perumahan formal akibat minimnya jumlah 
pengembang swasta yang tertarik untuk membangun rumah subsidi. 
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Kota Yogyakarta dituntut menjadiwilayah yang tangguh, mengingatresikobencanayang 
diakibatkanolehposisigeografis. Kampung kota adalah bagian Kota Yogyakarta yang memiliki resiko tinggi 
dalam konteks bencana, hal ini disebabkan karena kampung tumbuh sebagai permukiman informal dan 
organik, yang di dalamnya terdapat serangkaian simbol-simbol yang menggambarkan kemiskinan, 
kepadatan, kekumuhan dan keterbatasan. Lokasi kampung, kondisi masyarakat dan ketidaklengkapan 
infrastruktur menjadi aspek yang membentuk kerentanan pada kampung kota, sebab jika terjadi bencana, 
maka kerugian yang terjadi kemungkinan lebih besar jika penduduknya kurang memahami kebencanaan 
dan tinggal di kondisi lingkungan padat. Namun dalam kenyataannya, kampung kota tumbuh dari waktu ke 
waktu dan tetap bertahan dari bencana yang terjadi hingga kini. Hal ini menjadi menarik karena di tengah 
kekurangan dan keterbatasan, warga kampung kota mampu bertahan jika terjadi peristiwa bencana.  
Dengan demikian, penelitian ini menggali bencana dalam perspektif masyarakat kampung kota secara 
kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data kejadian bencana, mitigasi dan siaga 
bencana kampung kota. Hasilnya akan memunculkan aspek lokal dalam pemahaman bencana yang nantinya 
bermanfaat dalam pengembangan program mitigasi bencana berbasis masyarakat.  

Kata Kunci : Yogyakarta, kampungkota, kebencanaan,  masyarakat, siagabencana, mitigasilokal 
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DDC : 692.11 
Mangkuto, Rizki A., Albertus Wida Wiratama, Karima Fadla, FX. Nugroho Soelami 
Optimisasi Perletakan Dan Penjadwalan Sistem Pencahayaan Untuk Meningkatkan Eksitansi Rata-rata 
Permukaan Dalam Ruang 
J. Permukiman Vol. 14 No. 1, Mei 2019 hal. : 45-54 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mendemonstrasikan suatu metode optimisasi perletakan dan penjadwalan 
sistem pencahayaan dalam ruang, dalam rangka meningkatkan eksitansi rata-rata permukaan dalam ruang 
(MRSE) dan metrik otonomi cahaya alami (DA), serta menurunkan konsumsi energi pencahayaan tahunan. 
Dua ruang laboratorium uji beton yang berlokasi di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Bandung, 
Indonesia, dipilih sebagai studi kasus. Optimisasi pencahayaan alami dilakukan dengan menghilangkan 
langit-langit gantung laboratorium, memenuhi target MRSE200/50% dan DA200/50% sepenuhnya di ruang timur, 
tetapi hanya sebagian di ruang barat. Optimisasi pencahayaan elektrik dilakukan untuk memenuhi target 
yang tersisa dengan menentukan posisi luminer menggunakan algoritmegenetik (GA) dalam simulasi 
Grasshopper dan Octopus. Posisi yang dihasilkan memenuhi seluruh tujuan di sebagian besar zona. 
Penjadwalan kontrol pencahayaan kemudian diusulkan berdasarkan profil DA dan MRSE dalam ruang. 
Sistem terintegrasi yang diusulkan menghasilkan konsumsi energi pencahayaan tahunan sebesar 9,9 
kWh/m2/tahun untuk ruang barat dan 1,0 kWh/m2/tahun untuk ruang timur. 

Kata Kunci : Eksitansi rata-rata permukaan dalam ruang, otonomi cahaya alami, sistem pencahayaan, 
algoritme genetik, optimisasi 

 
 
DDC : 681.22 
Muchlis, Aulia Fikriarini, Dewi Larasati, Sugeng Triyadi S. 
Evaluasi Desain Rencana Induk Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Dalam Implementasi Konsep 
Pembangunan Berkelanjutan 
J. Permukiman Vol. 14 No. 1, Mei 2019 hal. : 10-22 
 

Master plan kawasan adalah sebuah rencana induk dalam pengembangan kawasan yang akan memberikan 
arahan pada rencana detil pengembangan kawasan tersebut. Oleh karena itu, seberapa besar dampak 
lingkungan akibat pengembangan kawasan juga ditentukan oleh rencana induk pengembangannya, 
sehingga dalam penyusunannya, penerapan pendekatan berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. Kampus 
UIN Malang telah mengusung konsep hijau dalam penyusunan rencana induk pengembangan kampusnya. 
Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana konsep hijau ini telah diterapkan dalam 
rancangan rencana induk UIN Malang. Metode evaluasi menggunakan rating tool untuk menilai perwujudan 
kawasan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Hasil penilaian 
menunjukkan bahwa rencana induk tersebut baru mencapai nilai 24 dari total nilai maksimum rating 124. 
Hasil analisis memperlihatkan belum diterapkannya konsep hijau secara maksimal dalam penyusunan 
rencana induk kampus UIN Malang. Beberapa rekomendasi disusun berdasarkan pada hasil evaluasi 
sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan rencana induk kampus UIN Malang. 

Kata kunci : Desain, green rating, kampus, masterplan, pembangunan berkelanjutan  
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DDC : 562.55 
Widya, Amelia T., Rizal A. Lubis, Hanson E. Kusuma, Dibya Kusyala 
Faktor Kepuasan Bermukim Yang Mempengaruhi Liveability Di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan 
J. Permukiman Vol. 14 No. 1, Mei 2019  hal. : 23-34 
 

Perkembangan urbanisasi yang pesat mendorong Indonesia untuk membangun kota yang layak huni atau 
“liveable city” sebagai agenda pembangunan jangka panjang. “Liveable city”dapat diwujudkan dengan 
mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi di 
Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan “grounded theory”, kuesioner 
didistribusikan secara langsung maupun daring dengan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kepuasan dipengaruhi oleh Sembilan faktor fisik dan non-fisik. Kepuasan cenderung 
dipengaruhi oleh faktor fisik yaitu kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan transportasi umum dan faktor 
non-fisik yaitu hubungan sosial dan keterikatan tempat. Sementara itu ketidakpuasan penduduk cenderung 
dipengaruhi oleh faktor fisik ketidaksehatan lingkungan, ketidaktersediaan infrastruktur, dan masalah 
kepemilikan rumah serta faktor non-fisik yaitu perilaku penduduk yang apatis dan pesimis. Dengan 
demikian, pembangunan menuju “liveability” direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek   
non-fisik. Penelitian ini berguna untuk pemerintah sebagai acuan prioritas pembangunan menuju 
keberlanjutan. 

Kata Kunci: Belawan, kepuasan bermukim, liveability, penilaian subjektif, urbanisasi 
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DDC : 672.23 
Bramantyo, Wido Prananing Tyas, Arvi Argyantoro 
Evaluation Of Master Plan Campus UIN Malang For Implementating Sustainable Development Concept 
J. Permukiman Vol. 14 No. 1, Mei 2019  p : 1 - 9 
 

Considering the problem of subsidized house’ quality that becomes one of the main obstacles for the low-
income people to obtain a decent quality and affordable house, therefore this study aimed to assess the 
quality aspect of the subsidized house on the Affordable House Program Based on program beneficiaries’ 
perspective. This study used a case study of the Mutiara Hati Housing in Semarang City where the data 
collected through questionnaires from 60 respondents, and analyzed using the descriptive-statistic and 
scoring. The result showed that the quality aspect of the subsidized house in the case study obtains a total 
score of 1.222 points which rated as “quite good”, although only reach the satisfaction level of 63.65% from 
the respondents. The lesson learned of the case study that can be used to represent the common condition 
of subsidized house on the Affordable House Program in Indonesia is includes the lack quality of subsidized 
house which related to the physical aspect of house and basic services condition that provided by the 
developers, and the limited supply of subsidized house on the formal housing market that caused by the few 
number of private developers that interested to build that kind of house. 

Keywords: Quality, low-income people, affordable housing program, decent house, subsidized house 

 
 
 

DDC : 629.35 
Damanik, Imelda Irmawati, Bakti Setiawan, Muhammad Sani Roychansyah, Sunyoto Usman 
Community’s Perception About Disaster In Urban Kampung Environment Of Yoyakarta 
J. Permukiman Vol. 14 No. 1, Mei 2019  p : 35-44 
 

Yogyakarta city has to be resilient, considering the high risk of disasters in the city caused by geographical 
site. Urban Kampung is a part of Yogyakarta which has a high risk in the context of disaster, this is because 
the urban kampung grows as an informal and organic settlement that have symbols depicting to poverty, 
density, slums and limitation.The site of urban kampung, the community socio-cohesion and the limited 
infrastructure are vulnerability aspects of urban kampung, because if a disaster occurs, the damages will be 
greater if the population lacks understanding of disaster and living in the dense environmental conditions. 
But in reality, the urban Kampung has grown from time to time and survive from the disaster. This is an 
interesting discourse because of in limited and insuffiency of infratructure, urban kampung has capacity to 
absorb when disaster occurred. Therefore, this study explores disasters in the perspective of urban kampung 
communities quantitatively, by distributing questionnaires to obtain data on disaster events and shocks; 
mitigationand disaster preparedness that have been doneat urban kampung. The results will bring out local 
aspects in understanding disasters which will be useful in developing community-based disaster mitigation 
programs. 

Keywords: Yogyakarta city, urban kampung, disaster, community, preparedness, local mitigation 
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DDC : 692.11 
Mangkuto, Rizki A., Albertus Wida Wiratama, Karima Fadla, FX. Nugroho Soelami 
Optimisation Of Spacing And Scheduling Of Lighting System To Improve Mean Room Surface Exitance 
J. Permukiman Vol. 14 No. 1, Mei 2019  p : 45 - 54 
 

This research was conducted to demonstrate an approach to optimise general lighting condition in indoor 
spaces, to improve mean room surface exitance (MRSE) and daylight autonomy (DA), while reducing annual 
lighting energy demand. Two concrete-testing laboratory rooms located in the Centre for Material and 
Technical Products in Bandung, Indonesia were taken as case study. Daylight optimisation was performed 
by removing the laboratories’ false ceiling in simulation, satisfying MRSE200/50% and DA200/50% target entirely 
in the east room, but only partially in the west room. Electric lighting optimisation was performed to meet 
the remaining target by determining the luminaires’ position using genetic algorithm in Grasshopper and 
Octopus simulation. The resulting positions meet the entire objectives in most of the zones. Scheduling of 
the lighting control is suggested based on the DA and MRSE profiles. The proposed integrated system yields 
annual lighting energy demand of 9.9 kWh/m2/yr for the west room and 1.0 kWh/m2/yr for the east room. 

Keywords: Mean room surface exitance, daylight autonomy, lighting system, genetic algorithm, optimisation 

 

 
DDC : 681.22 
Muchlis, Aulia Fikriarini, Dewi Larasati, Sugeng Triyadi S. 
Evaluation Of Master Plan Campus UIN Malang For Implementating Sustainable Development Concept 
J. Permukiman Vol. 14 No. 1, Mei 2019  p : 10 - 22  
 

The regional master plan is a master plan for the development of the area that will provide direction to the 
detailed development plans for the campus. Therefore, how much environmental impact due to the 
development of the area is also determined by the master plan of its development so that in the preparation 
of the economy, the adoption of a sustainable approach is a necessity. UIN Malang Campus has brought the 
concept of green in the preparation of the master plan of its campus development. This paper was prepared 
with the objective to evaluate the extent to which this green concept has been applied in the draft master 
plan of UIN Malang. The evaluation method uses a rating tool to assess the realization of sustainable areas 
issued by Green Building Council Indonesia (GBCI). The results of the assessment indicate that the master 
plan only reaches 24 of the maximum value of 124. The results of the analysis show that the green concept 
hasnot been applied maximally in preparing UIN Malang campus master plan. Some recommendations are 
based on evaluation results so that they can contribute to the improvement of UIN Malang campus master 
plan. 

Keywords: Design, green rating, campus, master plan, sustainable development 
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DDC : 562.55 
Widya, Amelia T., Rizal A. Lubis, Hanson E. Kusuma, Dibya Kusyala 
Residential Satisfaction Factors Influencing Liveability In Medan Belawan District, Medan City 
J. Permukiman Vol. 14  No. 1, Mei  2019  p : 23 –34 
 

Rapid urbanization has led Indonesia to build a livable city as a long-term development agenda. Liveable city 
can be realized by knowing the level of residential satisfaction and the factors that affect it. This study aims 
to determine the level of residential satisfaction and to identify the factors affecting in Medan Belawan 
District, Medan City. By employing a grounded theory approach, the questionnaire survey was distributed 
both directly and online with open-ended questions. The results of the study show that the level of 
satisfaction is influenced by nine physical and non-physical factors. Residential satisfaction tends to be 
affected by physical factors i.e., accessibility and availability of public transport and non physical factor i.e., 
social relationship and attachment. Meanwhile, dissatisfaction of residents tends to be affected by physical 
factors i.e., unhealthy environment; unavailability of infrastructure; and problems in home ownership as 
well as non-physical factors i.e., the attitude of the apathetic and pessimistic of the people. Thus, 
development towards liveability should be planned and built byconsidering both physical and non physical 
aspects. This research contributes for the government as a guideline for development priorities towards 
sustainability. 

Keywords: Belawan, residents’ satisfaction, liveability, subjective assessment, urbanization 
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